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KEMEN-ESDM. Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan

Sumber Daya Mineral. Standar Kegiatan Usaha
dan Produk.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK

PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7)
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor

Energi dan Sumber Daya Mineral,

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
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Menetapkan

3. Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6617);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN
PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL.

Pasal 1

Menteri menetapkan standar kegiatan usaha dan produk pada
penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor

energi dan sumber daya mineral sebagai berikut:

a. subsektor Minyak dan Gas Bumi tercantum dalam
Lampiran I;

b. subsektor Ketenagalistrikan tercantum dalam Lampiran
IT;

c. subsektor Mineral dan Batubara tercantum dalam

Lampiran III; dan
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d. subsektor Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi

Energi tercantum dalam Lampiran IV,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 2

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor energi dan sumber
daya mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dilaksanakan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi

secara elektronik.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang
mengatur standar kegiatan wusaha dan produk dalam
penyelenggaraan perizinan berusaha sektor energi dan
sumber daya mineral dinyatakan masih tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mulai dilaksanakan
sejak  proses perizinan berusaha dilakukan secara
keseluruhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor S5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN 1

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK
PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SUBSEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI

STANDAR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SUBSEKTOR
MINYAK DAN GAS BUMI

[. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA
No. KBLI: 06100 (Pertambangan Minyak Bumi)

06201 (Pertambangan Gas Alam)

- 1. | Ruang Lingkup | Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan
pertambangan minyak dan gas bumi termasuk
usaha pencarian kandungan minyak bumi dan
gas bumi, pengeboran, penambangan,

pemisahan serta penampungan.

Standar ini mengatur dan menetapkan batasan

tentang persvaratan Kontrak Kerja Sama dan

amandemen Kontrak Kerja Sama vang meliputi:

a. Klasifikasi  kegiatan  eksplorasi  dan
eksploitasi (kegiatan usaha hulu minyak
dan gas bumi) vang dilaksanakan dengan
Kontrak Kerja Sama mengacu ke KBLI
06100 (Pertambangan Minyak Bumi) dan
06201 (Pertambangan Gas Alam).
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[. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA

KBLI: 66100 (Pertambangan Minyak Bumi)

06201 (Pertambangan Gas Alam)

b.

Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan oleh
Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap
herdasarkan Kontrak Kerja Sama. Kontrak
Kerja Sama diperlakukan sebagai izin.
Menteri menetapkan dan menawarkan
Wilayah Kerja minyak dan gas bumi kepada
Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.
Menteri menetapkan Kontraktor Kontrak
Kerja Sama.

Persyaratan untuk melaksanakan
penandatanganan Kontrak Kerja Sama.
Persyaratan untuk amandemen/

perubahan Kontrak Kerja Sama.

Istilah dan

Definisi

Wilayah Kerja yang selanjutnya disingkat
WK adalah daerah tertentu di dalam
Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia
untuk  pelaksanaan  Eksplorasi dan
Eksploitasi;

Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi
Hasil atau bentuk kontrak kerjasama lain
dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi
vang lebih menguntungkan Negara dan
hasilnya dipergunakan untuk sebesar besar
kemakmuran rakyat;

Kontrak Bagi Hasil yang selanjutnya
disingkat KBH adalah suatu bentuk
Kontrak Kerja Sama dalam Kegiatan Usaha
Hulu berdasarkan prinsip pembagian hasil
produksi, yang dapat berbentuk KBH Cost
Recovery atau KBH Gross Split;

Kontraktor adalah Badan Usaha (BU) atau
Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang diberikan
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I. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA
KBLI: 66100 (Pertambangan Minyak Bumi)

06201 (Pertambangan Gas Alam)

wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi
dan Eksploitasi pada suatu WK
herdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau
Badan Pengelola Migas Aceh;

e. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang
selanjutnya disingkat SKK Migas adalah
suatu satuan kerja khusus yang diberikan
tugas oleh Pemerintah Republik Indonesia
c.q. Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral (MESDM?”) untuk
menyelenggarakan pengelolaan kegiatan
usaha hulu minyak dan gas bumi
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95
Tahun 2012 jo. Peraturan Nomor 9 Tahun
2013 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018
jo. Peraturan MESDM Nomor 17 Tahun
2017 jo. Peraturan MESDM Nomor 53
Tahun 2017;

f. Badan Pengelola Migas Aceh yang
selanjutnya disingkat BPMA adalah suatu
badan Pemerintah yang dibentuk untuk
melakukan pengelolaan dan pengendalian
bersama kegiatan usaha hulu di bidang
Minyak dan Gas Bumi yang berada di darat
dan laut di wilayah kewenangan Aceh (0 s.d.
12 mil laut) sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015.
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No.

[. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA
KBLI: 06100 (Pertambangan Minyak Bumi)

06201 (Pertambangan Gas Alam)

"Penggolongan
Usaha

i Kontraktor didaftarkan dengan NIB golongan"

KBLI 06100 (Pertambangan Minyak Bumi) dan
06201 (Pertambangan Gas Alam)

Persyaratan

Umum Usaha

Nomenklatur izin berupa Kontrak Kerja Sama
dan  perubahan  Kontrak Kerja  Sama

(Amandemen).

Persyaratan Administratif

a. Dokumen Perusahaan BU (BUMN, BUMD,
koperasi usaha kecil dan badan usaha
swasta) atau BUT sesuai dengan dokumen
Kontrak vang sudah ditandatangani oleh
SKK Migas atau BPMA dan disetujui oleh
Menteri,
1)  Nama perusahaan
2)  Alamat perusahaan
3)  Email
4)  Telepon
5)  Jenis permodalan
6) Akta perusahaan termasuk

perubahannya
7)  Beneficiary Ownership
8) Nama penandatangan Kontrak Kerja
Sama dan jabatannya

9) Bukt penyetoran Signature Bonus
10) Menyerahkan jaminan pelaksanaan

b. Keputusan Menteri tentang Penetapan
Kontraktor Kontrak Kerja Sama WK Baru
Migas

c. Copydokumen Kontrak Kerja Sama

Durasi pemenuhan kelengkapan persyaratan

umum sebelum diunggah pada sistem Online
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L.

STANDAR KONTRAK KERJA SAMA

No. KBLI: 66100 (Pertambangan Minyak Bumi)
06201 (Pertambangan Gas Alam)
Single Submission (0OSS) adalah paling lama 30
(tiga puluh) hari kerja.
3. | Persyaratan -
Khusus Usaha
6. Sarana -
7. | Struktur -
Organisasi SDM
dan SDM
8. | Pelayanan -
9. | Persyaratan -
Produk/Jasa
10. | Sistem -
Manajemen
Usaha
11. | Penilaian a. Penilaian Kesesuaian
Kesesuaian dan Verifikasi dokumen persyaratan
Pengawasan administratif dan copy dokumen Kontrak
Kerja Sama.
b. Pengawasan
Sesuai dengan ketentuan Kontrak Kerja
Sama dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
II. STANDAR IZIN SURVEI UMUM
No.

KBLI: 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI

TEKNIS YBDI)

Ruang Lingkup

meliputi:

Standar ini mengatur dan menetapkan batasan

tentang persyaratan Izin Survei Umum yang
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II. STANDAR IZIN SURVEI UMUM

KBLIL: 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI

TEKNIS YBDI)

a. Klasifikasi usaha yang dapat mengajukan
Izin Survei Umum adalah mengacu pada
KBLI 71102 (Aktivitas Keinsinyuran dan
Konsultasi Teknis YBDI), yang mencakup
kegiatan survei geofisika, geologi dan
geokimia.

b. Tingkat resiko Izin Survei Umum ini adalah
tinggi.

¢. Persyaratan untuk mendapatkan Izin
Survei Umum ini.

d. Izin Survei Umum ini diberikan kepada

Badan Usaha untuk melaksanakan
kegiatan Survei Umum pada Wilayah
Terbuka. Survei Umum dapat melintasi
Wilayah Kerja sepanjang memenuhi
persyaratan khusus yang diatur dalam
Standar ini.
Izin Survei Umum diberikan oleh Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) a.n. Menteri Energi dan Sumber
Dava Mineral.

Istilah dan

Definisi

a. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di
dalam Wilayah Hukum Pertambangan
Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi
dan Ekspleitasi.

bh. Wilayah Terbuka adalah bagian dari
Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia
yvang belum ditetapkan sebagai Wilayah
Kerja.

c.  Survei Umum adalah kegiatan lapangan
vang meliputi pengumpulan, analisis dan

penyajian data yang berhubungan dengan
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II. STANDAR IZIN SURVEI UMUM

KBLIL: 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI
TEKNIS YBDI)

informasi kondisi geologi untuk
memperkirakan letak dan potensi sumber
daya Minyak dan Gas Bumi di luar Wilayah
Kerja.

d. lzin Survei Umum adalah izin yang
diberikan oleh Menteri kepada Badan
Usaha untuk melaksanakan kegiatan
survei Umum dalam Wilayah Terbuka.

€. Badan Usaha adalah perusahaan
berbentuk badan hukum yvang
menjalankan jenis usaha bersifat tetap,
terus menerus dan didirikan sesuai dengan
peraturan  perundang-undangan  serta
bekerja dan berkedudukan dalam Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indenesia.

f. Kontraktor adalah Badan Usaha atau
Bentuk Usaha Tetap vyang diberikan
wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi
dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja
berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK
Migas).

g. Direktorat Jenderal adalah Direktorat
Jenderal yang bidang tugas dan
kewenangannya meliputi di bidang Minyak
dan Gas Bumi.

h. Pusat Data dan Teknclogi Informasi Energi
dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya
disebut PUSDATIN ESDM adalah unit kerja
yvang bertanggung jawab dalam Pengelolaan

Data dan Informasi hasil kegiatan Survei
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I1.

STANDAR IZIN SURVEI UMUM

No. KBLI: 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI
TEKNIS YBDI)
umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak
dan Gas Bumi.
3. | Penggolongan -
Usaha
4. | Persyaratan a. Daftar Penerima Manfaat (Beneficial
Umum Usaha Ownership);

b. Dokumen Berita Acara Klarifikasi Rencana
Pelaksanaan Survei Umum;

c. Batas wilayah dan lintasan Survei Umum
vang dilengkapi dengan koordinat geografis
dalam proyeksi Longitude dan Latitude GDN
1995 (WGS 1984);

d. Tata waktu dan rencana kerja;

e. Peralatan dan parameter survei;

f. Parameter dan tahapan pengolahan Data;

g.  Rencana pembiayaan  perolchan Data
Survei Umum;

h.  Rencana pemasyarakatan Data;

Surat Pernvataan Jaminan kecukupan
pendanaan sendiri vang dibuktikan dengan
laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir
vang telah diaudit oleh akuntan publik yang
terdaftar  sesuai  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan bagi
Badan Usaha yang telah berdiri lebih dari 3
(tiga) tahun atau jaminan kecukupan
pendanaan yang dikeluarkan oleh pihak
lain vang nilainya sesuai dengan rencana
usaha dalam studi kelayakan atau Surat
keterangan dari bank utama (prime bank)
vang berkedudukan di Indonesia, yang
menerangkan  bahwa  Badan  Usaha
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II. STANDAR IZIN SURVEI UMUM

No. KBLIL: 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI
TEKNIS YBDI)

memiliki kemampuan pendanaan untuk

melakukan kegiatan usahanya.

Durasi pemenuhan kelengkapan persyaratan
umum dan persyaratan khusus sebelum
diunggah pada sistem Online Single Submission
(OSS) adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari
kerja.
Jangka waktu pemenuhan persyaratan umum
dan persyaratan khusus pada sistem Online
Single Submission (0SS): 5 (lima) hari kerja.

5. | Persyaratan a. Dalam hal Survei Umum melintasi Wilayah

Khusus Usaha Kerja, Badan Usaha wajib menyertakan:

1) Surat Keterangan Tidak Keberatan dari
Kontraktor bersangkutan.

2) dokumen/peta vang menggambarkan
luasan area, panjang lintasan, atau
jumlah tittkk Survei Umum yang
melintasi Wilayah Kerja maksimal 30%
dari seluruh luasan area, panjang
lintasan, atau jumlah titik Survei
Umum.

b. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk

Menandatangani Confidentiality Agreement

(CA) apabila pengolahan data survei

dilakukan di luar negeri.

6. | Sarana Menyediakan dan/atau menguasi

sarana/fasilitas untuk pelaksanaan survei
umum. Contchnya adalah kapal survei, pesawat

survei, alat dan teknologi survei (pengambilan

dan pemrosesan data hasil survei).
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II. STANDAR IZIN SURVEI UMUM

KBLIL: 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI

TEKNIS YBDI)

Struktur
Organisasi SDM
dan SDM

Mencantumkan Struktur organisasi perusahaan
terhadap afiliasi dan/atau induk perusahaannya
termasuk  susunan  Direksi, SDM dan
jabatannya. Badan Usaha menyediakan SDM
untuk pelaksanaan pengambilan data di
lapangan dan pengelahan data hasil Survei
Umum.

Contohnya adalah memiliki SDM dengan
keahlian geodesi, keahlian proses akuisisi data,
analisa/processing data seismik, reservoir
engineering, analisa geokimia dan analisa

laboratorium.

Pelayanan

Persyaratan

Produk/Jasa

Data Survei Umum yang dihasilkan dalam
pengadministrasian dan penataannya
menggunakan  standar  pengelolaan  data
Internasional vang bersifat umum dan terbuka
(antara lain standar metadata  katalog
pengadministrasian data, standar pertukaran
data, standar metadata katalog data fasilitas,
standar data spasial, standar media

penyimpanan data digital, dan format baku).

10.

Sistem
Manajemen

Usaha

a. Pelaksanaan Izin Survei Umum
ditindaklanjuti dengan kontrak kerja sama
penyimpanan, pemeliharaan, dan
pemasyarakatan data dengan PUSDATIN
ESDM mengenai penyimpanan,
pemeliharaan, dan pemasyarakatan data.

b. kontrak kerja sama penyimpanan,

pemeliharaan, dan pemasyarakatan data

yvang ditandatangani oleh Pelaksana
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No.

[I. STANDAR IZIN SURVEI UMUM

KBLI: 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI

TEKNIS YBDI)

1)

2)

3)

4)

9)

6)

kegiatan Survei Umum dengan PUSDATIN
ESDM merujuk pada ketentuan peraturan
perundang-undangan  vang  mengatur
tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data

Minvak dan Gas Bumi.

Pokok-pokok ketentuan dalam kontrak
kerja sama penyimpanan, pemeliharaan,

dan pemasvarakatan data antara lain:

Pelaksana Survei Umum  berhak
melaksanakan pemasyvarakatan/
pemanfaatan data secara ekslusif
sendiri atau lewat entitas lain dengan
harga mekanisme pasar (market price);
Pelaksana  Survei  Umum  wajib
menyimpan dan memelihara data
selama kontrak kerja sama
penyimpanan, pemeliharaan, dan
pemasyarakatan data;

Biava dan resiko Investasi ditangung
Pelaksana Survei Umum;

Pelaksana Survei Umum  wajib
membayar PNBP pada setiap
pemasyarakatan data sesuai
ketentuan;

Pelaksana Survei Umum  wajib
menverahkan data  setelah kontrak
kerja saa penyimpanarn,
pemeliharaan, dan pemasyarakatan
data berakhir;

Pelaksana Survei Umum  berhak
mengajukan perpanjangan Kontrak

kerja sama penyimpanar,

2021, No.318
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No.

I1.

STANDAR IZIN SURVEI UMUM

KBLI: 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI

TEKNIS YBDI)

pemeliharaan, dan pemasvarakatan

data.

11.

Penilaian
Kesesuaian dan

Pengawasan

Penilaian Kesesuaian

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
melakukan  verifikasi  terhadap  pemenuhan
persyaratan administratif dan teknis dalam
jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak
Badan Usaha menyampaikan pemenuhan atas
persyaratan umum dan khusus secara lengkap
dan benar. Kemudian surat izin akan
diterbitkan oleh pimpinan
kementerian/Lembaga yang menvelenggarakan
fungsi investasi dan penanaman modal a.n

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,

Pengawasan
a. Norma Pengawasan
Pengawasan Rutin
3 sNGaWE
Pengawasan dilakukan terhadap kepatuhan
pelaku usaha dalam memenuhi pelaksanaan
kegiatan survei umum sesuai:
1) Ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan
2) Ketentuan-ketentuan dan kewajiban yang
tercantum pada surat Izin Survei Umum,
antara lain:
a) Dalam hal Survei Umum dilaksanakan
di Wilayah Terbuka seluruhnya.
Setelah Izin Survei Umum diterbitkan,

pelaku usaha wajib:
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II. STANDAR IZIN SURVEI UMUM

KBLIL: 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI
TEKNIS YBDI)

(1) Selama pelaksanaan Survei
Umum, pelaku usaha wajib
melaporkan perkembangan
pelaksanaan Survei Umum kepada
Direktorat Jenderal Minyak dan
Gas Bumi secara berkala (minimal
3 bulan sekali) atau setiap saat
apabila diperlukan.

(2) Dalam hal terjadi perubahan, baik
luasan area/panjang
lintasan/jumlah titik dan/atau
lokasi survei di luar wilayah yang
tercakup dalam izin, pelaku usaha
wajib melaporkan kepada Direktur
Jenderal Minyak dan Gas bumi c.q
Direktur Pembinaan Usaha Hulu
Minyak dan Gas bumi.

(3) Dalam hal terdapat perubahan
luasan area/panjang
lintasan/jumlah titik Survei Umum
vang melebihi 20% (dua puluh
persen) dari total luasan
arca/ panjang lintasan/jumlah titik
Survei Umum yang tertuang dalam
surat izin, Pelaku Usaha wajib
terlebih dahulu menyampaikan
permohonan perubahan izin
kepada Kepala BKPM setelah
melakukan presentasi ke
Direktorat Jenderal Minyak dan
Gas Bumi. Apabila kontrak kerja
sama penyimpanan, pemeliharaan,

dan pemasyarakatan data dengan
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II. STANDAR IZIN SURVEI UMUM

KBLIL: 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI
TEKNIS YBDI)

PUSDATIN ESDM telah dilakukan
sebelum adanya perubahan izin,
terhadap kontrak Kkerja sama
penyimpanan, pemeliharaan, dan
pemasyarakatan data tersebut
wajib dilakukan amandemen
setelah terbitnya perubahan izin.
Apabila ketentuan angka (2) dan (3)
tidak dipenuhi, data tambahan
vang dihasilkan dari perubahan
luasan area/panjang
lintasan/jumlah titik dan/atau
lokasi survei tersebut wajib
diserahkan kepada PUSDATIN
ESDM sctelah dievaluasi oleh
Direktorat Jenderal Minyak dan
Gas Bumi dan data tersebut
menjadi milik negara serta pelaku
usaha tidak memiliki hak
pemasyarakatan atas data
tambahan tersebut.

Mengadakan Kontrak Kerja Sama

dengan PUSDATIN ESDM
mengenai penyimpanan,
pemeliharaan, dan

pemasyarakatan data, dengan

ketentuan dan mekanisme sebagai

berikut:

(a) Badan Usaha wajib
menindaklanjuti  izin Survei
Umum tersebut dengan
kontrak kerja sama

penyimpanan, pemeliharaan,
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dan pemasyarakatan data
antara Badan Usaha dengan
PUSDATIN ESDM dan apabila
sampai dengan  selesainya
proses akuisi dan prosesing
Badan Usaha tidak
melaksanakan kontrak kerja
sama penyimpanan,
pemeliharaan, dan
pemasyarakatan data tersebut,
maka izin dinvatakan tidak
berlaku dan seluruh data hasil
akuisisi dan prosesing wajib
diserahkan kepada Pemerintah
cq. PUSDATIN ESDM.

(b) Setelah mendapatkan Kontrak
dengan PUSDATIN ESDM,
Badan Usaha baru dapat
melakukan proses
pemasyarakatan data apabila
realisasi luasan area/panjang
lintasan/jumlah titik Survei
Umum telah terpenuhi minimal
51% (lima puluh satu persen)
berdasarkan hasil pemantauan
pelaksanaan Survei Umum
oleh Direktorat Jenderal
Minyak dan Gas Bumi.

(c) Apabila realisasi luasan
area/panjang lintasan/jumlah
titik Survei Umum lebih kecil
dari yang tertuang dalam izin

Survei Umum (termasuk
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(6)

(7)

(8)

perubahan izinnya jika ada),
akan mengurangi jangka waktu
Kontrak Kerja Sama
Penyimpanan, Pemeliharaan,
dan Pemasyarakatan Data
secara proporsional.
Pelaku usaha wajib menyampaikan
dokumen perjanjian dengan pihak
ketiga kepada PUSDATIN ESDM
terkait dengan antara lain
pelaksanaan Survei Umum dan
penyimpanan, pemeliharaan, dan
pemasyarakatan data hasil kegiatan
Survei Umum.
Pelaku usaha wajib bertanggung
jawab sepenuhnya terhadap
penguasaan di dalam kegiatan
penyimpanan, pengelolaan dan
kegiatan pemasyarakatan data hasil
kegiatan survei umum.
Pelaku usaha wajib menyerahkan
snapshot dan salinan/copy atas
data rekaman dan prosesing Survei
Umum yang diperoleh termasuk
daftar seluruh datanya kepada
PUSDATIN ESDM melalui Direktorat
Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan
mempresentasikan  hasil  Survei
Umum kepada Direktorat Jenderal
Minyak dan Gas Bumi sesuai
ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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(9) lzin berlaku untuk jangka waktu 12
(dua belas) bulan mulai diterbitkan
dan tidak dapat dialihkan kepada
pihak lain. Apabila dalam jangka
waktu 3 (tiga) bulan setelah
diterbitkannya izin pelaku usaha
tidak melakukan kegiatannya, maka
izin dinyatakan tidak berlaku.

(10)Perpanjangan Izin Survei Umum
dapat diberikan sepanjang realisasi
luasan arca/panjang
lintasan/jumlah titik Survei Umum
telah mencapai 51% (lima puluh

satu persen).

b) Dalam hal Survei Umum melintasi

Wilayah Kerja Aktif.

Setelah Izin Survei Umum diterbitkan,

pelaku usaha wajib:

(1) Selama pelaksanaan Survei Umum,
pelaku usaha wajib melaporkan
perkembangan pelaksanaan Survei
Umum kepada Direktorat Jenderal
Minyak dan Gas Bumi secara
berkala (minimal 3 bulan sekali) atau
setiap saat apabila diperlukan.

{2) Dalam hal terjadi perubahan, baik
luasan area/panjang
lintasan/jumlah  tittkk dan/atau
lckasi survei di luar wilayah yang

tercakup dalam izin, pelaku usaha

wajib:
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(a) mempertahankan realisasi

pelaksanaan minimal 70%
(tujuh puluh persen) di Wilayah
Terbuka.
(b) melaporkan kepada Direktur
Jenderal Minyak dan Gas bumi
c.q Direktur Pembinaan Usaha
Hulu Minyak dan Gas bumi.
(3) Dalam hal terdapat perubahan
luasan area/panjang lintasan/
jumlah titik Survei Umum yang
melebihi 20% (dua puluh persen)
dari total luasan area/panjang
lintasan/jumlah titik Survei Umum
vang tertuang dalam surat izin,
Pelaku Usaha wajib terlebih dahulu
menyampaikan permohonan
perubahan izin kepada Kepala BKPM
setelah melakukan presentasi ke
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas
Bumi. Apabila kontrak kerja sama
penyimpanan, pemeliharaan, dan
pemasyarakatan data dengan
PUSDATIN ESDM telah dilakukan
sebelum adanya perubahan izin,
terhadap Kontrak Kerja Sama
tersebut wajib dilakukan
amandemen setelah terbitnya
perubahan izin.

4

—

Apabila ketentuan angka (2) dan (3)
tidak dipenuhi, data tambahan yang
dihasilkan dari perubahan luasan

area/panjang lintasan/jumlah titik
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dan/atau lokasi survei tersebut
wajib diserahkan kepada PUSDATIN
ESDM setelah dievaluasi oleh
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas
Bumi dan Data tersebut menjadi
milik negara serta pelaku usaha
tidak memiliki hak pemasyarakatan
atas Data tambahan tersebut.

(9) Luasan area/panjang
lintasan/jumlah titik hasil survei
umum vang dapat dimasukkan
dalam kontrak kerja sama
penyimpanan, pemeliharaan, dan
pemasyarakatan data dengan
PUSDATIN ESDM tetap wajib
memenuhi minimal 70% (tujuh
puluh  persen) dari  realisasi
pelaksanaan Survei Umum  di
Wilayah Terbuka. Data hasil Survei
Umum vang tidak masuk dalam
lingkup kontrak  kerja  sama
penyimpanan, pemeliharaan, dan
pemasyarakatan data tersebut wajib
diserahkan  kepada  PUSDATIN
ESDM setelah dievaluasi oleh
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas
Bumi dan Data tersebut menjadi
milik negara serta pelaku usaha
tidak memiliki hak pemasyarakatan
atas Data tersebut.

(6) Mengadakan kontrak kerja sama
dengan PUSDATIN ESDM mengenai

penyimpanan, pemeliharaan, dan
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(2)

(b)

pemasyarakatan data, dengan
ketentuan dan mekanisme sebagai

berikut:

Badan Usaha wajib
menindaklanjuti  izin Survei
Umum tersebut dengan kontrak
kerja sama penyimpanan,
pemeliharaan, dan
pemasyarakatan data antara
Badan Usaha dengan PUSDATIN
ESDM dan apabila sampai
dengan selesainya proses akuisi
dan prosesing Badan Usaha
tidak melaksanakan kontrak
kerja sama penyimpanan,
pemeliharaan, dan
pemasyarakatan data tersebut,
maka izin dinyatakan tidak
berlaku dan seluruh data hasil
akuisisi dan prosessing wajib
diserahkan kepada Pemerintah
cq. PUSDATIN ESDM.

Izin Survei Umum vang terdiri
dari area di Wilayah Terbuka
dan area di Wilayah Kerja aktif
vang dilintasi akan dituangkan
pada 1 (satu) Kontrak Kerja
Sama Penyimpanan,
Pemeliharaan, dan
Pemasyarakatan Data antara
pelaku usaha dan PUSDATIN
ESDM.
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(c) Setelah mendapatkan Kontrak
dengan  PUSDATIN ESDM,
Badan Usaha baru dapat
melakukan proses
pemasyarakatan data apabila
realisasi luasan area/panjang
lintasan/jumlah titik Survei
Umum telah terpenuhi minimal
01% (lima puluh satu persen)
berdasarkan hasil pemantauan
pelaksanaan Survei Umum oleh
Direktorat Jenderal Minyak dan
Gas Bumi.

(d) Apabila realisasi luasan
area/panjang lintasan/jumlah
titik Survei Umum lebih kecil
dari yang tertuang dalam izin
Survei Umum (termasuk
perubahan izinnya jika ada),
akan mengurangi jangka waktu
Kontrak Kerja Sama
Penyimpanan, Pemeliharaan,
dan Pemasyarakatan Data
secara proporsional.

(7) Pelaku usaha wajib menyampaikan
dokumen perjanjian dengan pihak
ketigan kepada PUSDATIN ESDM
terkait dengan antara lain
pelaksanaan Survei Umum dan
penyvimpanan, pemeliharaan, dan
pemasyarakatan data hasil kegiatan

Survei Umum.
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(8)

(9)

Pelaku usaha wajib bertanggung
jawab sepenuhnya terhadap
penguasaan di dalam kegiatan
penyimpanan, pengelolaan dan
kegiatan pemasyarakatan data hasil
kegiatan survei umum

Pelaku usaha wajib menyerahkan
snapshot dan salinan/copy atas
data rekaman dan prosesing Survei
Umum yang diperoleh termasuk
daftar seluruh datanya kepada
PUSDATIN ESDM melalui Direktorat
Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan
mempresentasikan  hasil  Survei
Umum kepada Direktorat Jenderal
Minyak dan Gas Bumi sesuai
ketentuan peraturan perundang-

undangan

(10)Izin berlaku untuk jangka waktu 12

(dua belas) bulan mulai diterbitkan
dan tidak dapat dialihkan kepada
pihak lain. Apabila dalam jangka
waktu 3 (tiga) bulan setelah
diterbitkannya izin pelaku usaha
tidak melakukan kegiatannya, maka

izin dinyatakan tidak berlaku.

(11)Perpanjangan Izin Survei Umum

dapat diberikan sepanjang realisasi
luasan area/panjang
lintasan/jumlah titik Survei Umum
telah mencapai 51% (lima puluh
satu persen) di Wilayah Terbuka.
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Cara Pengawasan:

a) Monitoring pelaksanaan Survei Umum
vang meliputi aspek-aspek vang
terdapat dalam ruang lingkup Izin
Survei Umum dimulai setelah Izin
Survei Umum disetujui sampai dengan
berakhirnya masa Izin berlaku atau
diselesaikannya kegiatan pengambilan
data Survei Umum.

b) Pengawasan laporan Badan Usaha
dilakukan terhadap laporan
perkembangan pelaksanaan Survei
Umum yang disampaikan kepada
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas
Bumi mencakup antara lain:

(1) Realisasi pelaksanaan survei baik
persentase capaian dibandingkan
dengan izin maupun jumlah
titik/ panjang lintasan/luasan area
survei yang telah dilaksanakan.

(2) Laporan perubahan baik jumlah
titik/ panjang lintasan/luasan area
maupun lokasi survei (apabila ada).

(3) Laporan perkembangan Rencana
terhadap Realisasi (Actual vs
Planning).

(4) Kendala yang dihadapi dan rencana
penyelesaiannya.

(9) Rencana kegiatan pelaksanaan
selanjutnya.

c) Inspeksi lapangan ke lokasi usaha

dengan rincian kegiatan dalam bentuk:
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(1) kunjungan fisik/virtual;

(2) pengecekan fisik dan/atau
dokumen;

(3) tes/pengujian (apabila diperlukan);
dan/atau

(4) pembinaan Badan Usaha terkait

pelaksanaan kegiatan usaha.

Intensitas Pengawasan:

a) Pengawasan laporan pelaksanaan
kegiatan Izin Survei Umum
dilaksanakan secara berkala (minimal 3
bulan sekali) atau setiap saat apabila
diperlukan.

b) Pengawasan melalui inspeksi lapangan
dilaksanakan dengan
mempertimbangkan ketersediaan

anggaran dan pelaksana pengawasan.

Pengawasan Insidental

Cakupan Pengawasan:

Pengawasan insidental dilakukan pada
waktu tertentu dan dilaksanakan apabila
ada laporan dan/fatau pengaduan dari
masyarakat, pelanggaran terhadap
ketentuan peraturan perundangan,
dan/atau jika ada kebutuhan pemerintah
lainnya vang ditetapkan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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Cara Pengawasan:

Pengawasan insidental dilakukan melalui
kunjungan/  pengikutsertakan  Personel
Ditjen Migas dan atau instansi terkait ke
lokasi Survei dengan rincian kegiatan dalam
bentuk:

1) kunjungan fisik/virtual;

2) pengecekan fisik dan/atau dokumen;

3) tes/pengujian (apabila diperlukan);

4] pembinaan Badan Usaha  terkait

pelaksanaan kegiatan usaha.

b. Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan

Pengawasan Laporan Badan Usaha:

1) menyusun jadwal dan sumber daya
manusia pelaksana pengawasan,;

2) mempersiapkan perangkat kerja
pengawasan vang diperlukan;

3) menyusun daftar Badan Usaha yang wajib
menyampaikan laporan usaha;

4) melakukan evaluasi terhadap laporan
kegiatan usaha yang disampaikan oleh
Badan Usaha;

9) Rekapitulasi kepatuhan (pemenuhan
kewajiban) pelaporan Badan Usaha dan
analisis data laporan kegiatan usaha;

6) melakukan klarifikasi kepada Badan
Usaha terhadap hasil evaluasi laporan
Badan Usaha dengan memanggil Badan
Usaha atau melakukan inspeksi

lapangan.
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Pengawasan Inspeksi Lapangan:

1)

2)

3)

4)

Pelaksana melakukan tindak lanjut
laporan hasil pengawasan terhadap
laporan Badan Usaha dan/atau tindak
lanjut permohonan
penyesuaian/ perpanjangan atau
kebutuhan data lainnya dengan
melakukan inspeksi lapangan.

Inspeksi lapangan dapat dilakukan
berdasarkan laporan masyarakat/instansi
lain terkait pelanggaran pemenuhan
kewajiban Badan Usaha.

Menyusun jadwal, anggaran, dan sumber
daya manusia pelaksana pengawasan.
Melakukan koordinasi dan
mempersiapkan perangkat kerja
pengawasan yang diperlukan.

a) Perangkat Kkerja Pelaksanaan

Pengawasan:

(1) Standar Operasional  Prosedur
(SOP) pengawasan laporan Badan
Usaha dan inspeksi lapangan yang
telah ditetapkan;

(2) perangkat kerja untuk
pengawasan laporan Badan Usaha
adalah data sheet Badan Usaha
vang meliputi perizinan yang
diberikan, jenis kegiatan survei,
panjang lintasan/jumlah
titik/ besaran luasan area survei,
sarana dan fasilitas yang dimiliki

dan lain sebagainya;
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(3) Perangkat kerja untuk inspeksi
lapangan antara lain berupa surat
tugas pengawasan dari pimpinan
unit, format dan substansi berita
acara inspeksi lapangan dan lain
sebagainya; dan/atau

(4) Laporan pelaksanaan inspeksi
lapangan yang disusun
berdasarkan Berita Acara inspeksi
lapangan yang memuat kondisi
kegiatan usaha, pemenuhan
kewajiban Badan Usaha dan
temuan di lapangan lainnya yang
disampaikan kepada pimpinan

unit.

c. Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawas
1) Hak Pelaksana Pengawas

Pengawas berhak meminta data yang

diperlukan pada saat pengawasan

kepada Badan Usaha.
2) Kewajiban Pelaksana Pengawasan

a) menyiapkan perangkat kerja
pengawasan,;

b) melaksanakan pengawasan sesuai
dengan prosedur pengawasan yang
telah ditetapkan;

c) membuat Berita Acara hasil
Pengawasan; dan

d) menyusun laporan hasil pengawasan
untuk disampaikan kepada pimpinan
yang memuat antara lain:

(1) status Perizinan Badan Usaha;
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(2) status Pelaporan Usaha (Rutin/
Tidak Rutin/Tidak Lapor);

(3) profil Badan Usaha;

(4) data sarana dan fasilitas;

(5) data  rencana dan  realisasi
investasi;

(6) catatan lain yang ditemukan saat

pengawasan dan perlu dilaporkan.

d. Pelaksana Pengawasan:
Pelaksana pengawasan adalah petugas yang
ditunjuk oleh Pejabat Tinggi Pratama yang
membidangi pembinaan kegiatan usaha hulu
migas dan/atau Pengelolaan Data.
Kompetensi Pengawas:
Pelaksana pengawasan memiliki kemampuan
dan pengalaman pada kegiatan usaha hulu
Minyak dan Gas Bumi, Data Minyak dan Gas

Bumi dan/atau kompetensi terkait lainnya.

e. Mekanisme, Format Dan Substansi Laporan

Mekanisme penvampaian laporan:

Laporan  pelaksanaan  kegiatan  usaha
disampaikan o¢leh Badan Usaha kepada
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
secara clektronik setiap 3 (tiga) bulan atau
setiap saat apabila diperlukan.

Substansi Laporan mencakup antara lain:

1) Realisasi pelaksanaan survei baik
persentase capaian dibandingkan dengan

izin  maupun jumlah titik/panjang
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lintasan/luasan area survei yvang telah
dilaksanakan.

2) Laporan perubahan baik  jumlah
titik/ panjang lintasan/luasan area
maupun lokasi survei (apabila ada).

3) Laporan perkembangan Rencana
terhadap Realisasi (Actual vs Planning).

4) Kendala yang dihadapi dan rencana
penyelesaiannya.

5) Rencana kegiatan pelaksanaan
selanjutnya.

f. Saluran pengaduan masyarakat:
Contact Center ESDM 136
Email: callcenter.migas@esdm.go.id
II1. STANDAR IZIN USAHA PENGOLAHAN
MINYAK DAN GAS BUMI
KBLI: 19211 (Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan
No.

Pengilangan Minyak Bumi)

19214 (Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas
Menjadi Bahan Bakar)

35201 (Pengadaan Gas Alam dan Buatan)

Ruang Lingkup |Standar ini memuat pengaturan yvang terkait

dengan:

a. Kelompok usaha pada KBLI 19211 (Industri
Bahan Bakar dari Pemurnian dan
Pengilangan Minyak Bumi) yang mencakup
usaha pemurnian dan pengilangan minyak
bumi yang menghasilkan bahan bakar seperti

avigas, avtur, gasoline, minyak tanah atau
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KBLI: 19211

19214

35201

MINYAK DAN GAS BUMI

(Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan
Pengilangan Minyak Bumi)

(Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas
Menjadi Bahan Bakar)

(Pengadaan Gas Alam dan Buatan)

kerosin, minyak solar, minyak diesel, minyak
bakar atau bensin, termasuk Liquefied
Petroleumnm Gas (LPG) dari hasil pengilangan
minyak bumi.

b. Kelompok usaha pada KBLI 19214 (Industri
Pengolahan Minyak Pelumas Bekas menjadi
Bahan Bakar) yang mencakup usaha
pengolahan kembali minyak pelumas bekas
untuk dapat digunakan sebagai bahan bakar
minyak.

c. Kelempok usaha pada KBLI 33201
(Pengadaan Gas Alam dan Buatan) yang
mencakup usaha pengolahan bahan bakar
gas vang dapat dimanfaatkan secara langsung
scbagai bahan bakar dimana pembuatannya
disertai usaha peningkatan mutu gas, seperti
pemurnian, pencampuran dan proses lainnya
vang dihasilkan dari gas alam (termasuk

LPG).

Istilah dan

Definisi

a. Minyak Bumi adalah hasil proses alami
berupa hidrokarbon yang dalam kondisi
tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa
cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral
atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari
proses penambangan, tetapi tidak termasuk
batubara atau endapan hidrokarbon lain yang

berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan
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KBLI: 19211 (Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan
Pengilangan Minyak Bumi)
19214 (Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas
Menjadi Bahan Bakar)
35201 (Pengadaan Gas Alam dan Buatan)

yvang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha
Minyak dan Gas Bumi.

b. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa
hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan
temperatur atmosfer berupa fasa gas yang
diperoleh dari proses penambangan Minyak
dan Gas Bumi.

¢. Bahan Bakar Minyak vyang sclanjutnya
disingkat BBM adalah bahan bakar yang
berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.

d. Hasil Olahan adalah hasil dan/atau produk
sclain BBM dan/atau bahan bakar gas yvang
diperoleh dari kegiatan usaha pengolahan
minyak dan gas bumi baik berupa produk
akhir atau produk antara kecuali pelumas
dan petrokimia.

e. Liquefied Petroleum Gas yang sclanjutnya
disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang
dicairkan dengan tekanan untuk
memudahkan penyimpanan, pengangkutan,
dan penanganannya yang pada dasamya
terdiri atas propana, butana, atau campuran
keduanya.

f. Liquefied Natural Gas yang sclanjutnya
disingkat LNG adalah Gas Bumi yang
terutama terdiri dari metana yang dicairkan
pada suhu sangat rendah (sekitar minus

160°C) dan dipertahankan dalam keadaan
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cair untuk mempermudah transportasi dan
penimbunan.

g. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan,
memperoleh bagian-bagian, mempertinggi
mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak
Bumi dan/atau Gas DBumi tetapi tidak
termasuk pengolahan lapangan.

h. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada
Badan Usaha untuk melaksanakan
Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan
dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh
keuntungan dan/atau laba.

i. Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak
dan Gas Bumi adalah izin yang bersifat
sementara dalam rangka pembangunan atau
penyiapan sarana dan fasilitas untuk
melakukan kegiatan usaha dan pengurusan
perizinan-perizinan dari instansi lain yvang
diberikan kepada Badan Usaha sebelum
diberikan Izin Usaha Pengolahan Minyak dan
Gas Bumi.

j. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk
badan hukum yang menjalankan jenis usaha
vang bersifat tetap, terus menerus, dan
didirikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan serta bekerja dan
berkedudukan dalam = wilayah  Negara

Kesatuan Republik Indonesia.
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Penggolongan

Usaha

Jenis Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas

Bumi:

a. Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak
dan Gas Bumi untuk jenis kegiatan
Pengolahan Minyak Bumi, Gas Bumi,
dan/atau Hasil Olahan.

b. Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
untuk jenis kegiatan Pengolahan Minyak

Bumi, Gas Bumi, dan/atau Hasil Olahan.

Persyaratan

Umum Usaha

Persyaratan administratif Izin Usaha

Sementara/Izin Usaha/Perpanjangan/

Penyesuaian Izin Usaha Pengolahan Minyak dan

Gas Bumi untuk jenis kegiatan Pengolahan

Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau Hasil

Olahan:

a. Daftar Penerima Manfaat (Beneficial
Ownership);

b. Identitas dan Surat Kuasa Narahubung;

c. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha
atau sesuai peraturan perundang-undangan
untuk setiap lokasi sarana dan {fasilitas
usaha; dan

d. Surat pernyataan tertulis di atas materai
mengenai:

1) Kesanggupan Badan Usaha memenuhi
aspek keselamatan, kesehatan kerja dan

pengelolaan lingkungan hidup;

2021, No.318
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2)

3)

1)

o)

6)

7)

Kesanggupan Badan Usaha memenuhi
ketentuan peraturan perundang-
undangan;

Kesediaan dilakukan audit kepatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan;

Kesanggupan Badan Usaha menjamin dan
bertanggung jawab bahwa sarana dan
fasilitas yang dimiliki/dikuasai layak
beroperasi dan mampu dijalankan sesuai
dengan kaidah keteknikan yang baik
selama masa operasi;

Badan Usaha bebas dari konilik atau
permasalahan hukum lainnya dengan
pihak lain;

Dckumen persyaratan dan
keterangan/pernyataan yang diberikan
adalah benar adanya dan apabila
dikemudian hari terbukti tidak benar akan
dicabut Izin Usahanya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; dan
Kesanggupan Badan Usaha menerima
penunjukan dan penugasan dari Menteri
untuk menghasilkan dan/atau
mengusahakan jenis BBM untuk

pemenuhan cadangan BBM Nasional.

Jangka waktu pemenuhan persyaratan umum:

15 hari kerja.




-39-

III.

STANDAR [ZIN USAHA PENGOLAHAN

MINYAK DAN GAS BUMI

KBLI: 19211 (Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan
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S Persyaratan Persyaratan teknis Izin Usaha Sementara/lzin

Khusus Usaha

Usaha/Perpanjangan/Penyesuaian Ilzin Usaha

Pengolahan Minyak dan Gas Bumi:

a. Persyaratan Izin Usaha Sementara
Pengolahan Minyak dan Gas Bumi untuk
jenis kegiatan Pengolahan Minyak Bumi, Gas
Bumi, dan/atau Hasil Olahan:

1) Jaminan kecukupan pendanaan, baik dari
pendanaan oleh pihak lain dan/atau
pendanaan sendiri yang nilainya sesuai
dengan rencana usaha dalam studi
kelavakan yang dibuktikan dengan:

a) Dokumen jaminan kecukupan
pendanaan sendiri yvang dibuktikan
dengan laporan keuangan 3 (tiga) tahun
terakhir yang telah diaudit oleh
akuntan publik vang terdaftar sesuai
dengan peraturan perundang-
undangan bagi Badan Usaha yang telah
berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun;

b) Dokumen jaminan kecukupan
pendanaan vyang dikeluarkan oleh
pihak lain yang nilainya sesuai dengan
rencana usaha dalam analisis
kelayakan usaha; atau

¢) surat keterangan dari bank umum yang
berkedudukan di Indonesia, yang
menerangkan bahwa Badan Usaha

memiliki  kemampuan pendanaan
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b.

2)

3)

untuk melakukan kggiatan usahanya
dengan nominal yang sesuai dengan
rencana usaha  dalam  analisis
kelayvakan usaha.
Studi kelayakan (feasibility study) paling
sedikit memuat latar belakang, profil
perusahaan, sumber pasokan bahan baku,
rencana jenis dan spesifikasi produk vang
dihasilkan, rencana produksi dan
pemasarannya, calon konsumen, lokasi,
sarana dan fasilitas teknologi  prosces,
skema usaha, analisa keekonomian (biaya
investasi dan perhitungan kelayakan
usahay), rencana pelaksanaan
pembangunan sarana dan {asilitas, serta
komitmen Tingkat Komponen Dalam
Negeri Barang dan Jasa; dan
Kontrak Perjanjian atau Moll pasokan
bahan baku paling sedikit memuat
sumber, volume, jangka waktu
kesepakatan, dan waktu dimulainva

pasokan.

Persyaratan Izin Usaha Pengolahan Minvak

dan Gas Bumi untuk jenis kegiatan

Pengolahan Minvak Bumi, Gas Bumi,
dan/ataun Hasil Olahan:
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1) Studi kelayakan (feasibility study) paling
sedikit memuat latar belakang, profil
perusahaan, sumber pasokan bahan baku,
jenis dan spesifikasi produk yang
dihasilkan, rencana  produksi  dan
pemasarannya, calon konsumen, lokasi,
sarana dan fasilitas, konfigurasi dan
teknologi proses, skema usaha, analisa
keekonomian  (biaya  investasi dan
perhitungan kelayakan usaha), serta
capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri
barang dan jasa;

2) Kontrak perjanjian pasckan bahan baku
paling sedikit memuat sumber, velume,
jangka waktu kesepakatan, dan waktu
dimulainya pasokan;

3) Persetujuan Lingkungan;

4) Laporan Uji Operasi (Berita Acara
Commisioning) vyang ditetapkan oleh
petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan
Minyak dan Gas Bumi;

3) SK Izin Usaha  Sementara  atau
Penyesuaian/Perpanjangannya (jika ada);

6) Pemenuhan spesifikasi produk vyang
dihasilkan sesuai dengan Keputusan
Direktur Jenderal berupa hasil
pemeriksaan laboratorium pada

laboratorium terakreditasi; dan
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7) Bukti kepemilikan/bukti kepenguasaan
atau kontrak sewa menyewa sarana dan
fasilitas (apabila sarana dan fasilitas

tersebut milik Badan Usaha lain).

c. Persyaratan Perpanjangan/Penyesuaian Izin
Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
untuk jenis kegiatan pengolahan Minyak
Bumi, Gas Bumi, dan/atau Hasil Olahan:

1) Studi kelayakan (feasibility study) paling
sedikit memuat latar belakang, profil
perusahaan, sumber pasokan bahan baku,
jenis dan spesifikasi produk yang
dihasilkan, rencana  preduksi dan
pemasarannya, calon konsumen, lokasi,
sarana dan fasilitas, konfigurasi dan
teknologi proses, skema usaha, analisa
keekonomian (biaya  investasi dan
perhitungan kelayakan usaha), serta
capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri
Barang dan Jasa;

2) Kontrak perjanjian pasokan bahan baku
paling sedikit memuat sumber, vclume,
jangka waktu kesepakatan, dan waktu
dimulainya pasokan;

3) Persetujuan Lingkungan;

4) Laporan Uji Operasi (Berita Acara

Commisioning) vang ditetapkan oleh
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petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan
Minyak dan Gas Bumi;

o) Pemenuhan spesifikasi produk yang
dihasilkan sesuai dengan Keputusan
Direktur Jenderal berupa hasil
pemeriksaan laboratorium pada
laboratorium terakreditasi;

6) Bukti pelaporan kegiatan usaha
Pengclahan Migas; dan

7) Seluruh Salinan Surat Keputusan Izin

Usaha Pengolahan Migas yvang dimiliki.

Jangka waktu pemenuhan persyaratan khusus:

paling lama 5 tahun.

Sarana Sarana dan fasilitas pengolahan Minyak dan Gas
Bumi yang dinyatakan layak operasi oleh
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
Sarana dan fasilitas pengolahan berupa:

a. Fasilitas Pengolahan Minyak Bumi/Gas

Bumi/Hasil Olahan, dengan ketentuan:

1) memiliki Berita Acara pemeriksaan
keselamatan instalasi dan peralatan vang
ditandatangani oleh petugas Direktorat
Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas

Bumi atau sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan
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2) memiliki dokumen keselamatan berupa
Certificate of inspection (Col) untuk
peralatannya.

b. Fasilitas penyimpanan, pengangkutan, dan
niaga sebagai pendukung kegiatan
Pengolahan Minyak Bumi/Gas Bumi/Hasil
Olahan, dengan ketentuan:

1) memiliki bukti kepemilikan/penguasaan
dan/atau kentrak sewa menyewa sarana
dan fasilitas berupa STNK/BPKB untuk
moda angkutan darat dan gross akte kapal
untuk meda angkutan laut; dan

2) memiliki Berita Acara pemeriksaan
keselamatan instalasi dan peralatan yang
ditandatangani oleh petugas Direktorat
Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas
Bumi atau sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

c. Sarana dan fasilitas yang memiliki dokumen
keselamatan berupa Certificate of inspection
(Col), yaitu:

1) Peralatan pendukung pengolahan minyak
bumi/gas bumi/hasil olahan;

2) Instalasi pengolahan limbah; dan

3) Laboratorium uji.

Struktur
Organisasi SDM
dan SDM

Struktur organisasi Badan Usaha masing-

masing yang memuat tugas, fungsi dan
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| pembagian kewenangan dalam organisasi Badan
Usaha Pengolahan Minvak dan Gas Bumi.

8. | Pelayanan a. Memproduksi/menghasilkan bahan bakar
sesuai  dengan  spesifikasi  produk vang
ditetapkan Pemerintah dan/atau sesuai
dengan persyaratan Produk/Jasa,

b. Memproduksi/menghasilkan bahan bakar
sesuai dengan spesifikasi pada Perjanjian
Jual Beli dengan konsumen,
9. | Persyaratan a. Standar dan mutu (spesifikasi) produk hasil
Produk/Jasa kegiatan usaha pengolahan minyvak dan gas

bumi didasarkan pada:

1)  Keputusan Direktur Jenderal Minyak
dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu
(Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis
Bensin (Ron 88, 90, 91, 95 dan 98).

2) Keputusan Direktur Jenderal Minyak
dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu
(Spesifikasi) Bahan Bakar Minvak Jenis
Solar (Cetane Number 48 dan 51).

3)  Keputusan Direktur Jenderal Minvak
dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu
(Spesifikasi) Bahan Bakar Minvak Jenis
Minyak Bakar dan Marine Fuel Oil (MFO)
Rendah Sulfur.

4)  Keputusan Direktur Jenderal Minyak

dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu
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(Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis
Medium Distillate Fuel.

o) Keputusan Direktur Jenderal Minyak
dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu
(Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis
Minyak Tanah.

0) Keputusan Direktur Jenderal Minyak
dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu
(Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis
Avtur.

7) Keputusan Direktur Jenderal Minyak
dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu
(Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis
Avgas.

8) Keputusan Direktur Jenderal Minyak
dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu
(Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis
Solar Campuran Biodiesel.

9) Keputusan Direktur Jenderal Minyak
dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu
(Spesilikasi) Bahan Bakar Gas Jenis
Liquified Petroleum Gas (LPG) Rumah
Tangga.

10) Keputusan Direktur Jenderal Minyak
dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu
(Spesifikasi) Bahan Bakar Gas Jenis LPG

untuk Transportasi.
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11) Keputusan Direktur Jenderal Minyak
dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu
(Spesifikasi) Bahan Bakar Gas Jenis
Dimetil Eter untuk Rumah Tangga dan
Industri.

b. Standar dan Mutu (Spesifikasi) produk
lainnya yang  ditetapkan  berdasarkan
perkembangan jenis bahan bakar minyak dan
gas bumi yvang beredar di dalam negeri.

c. Standar dan Mutu (Spesifikasi) produk
permintaan khusus sesuai dengan Perjanjian

Jual Beli dengan konsumen.

10.

Sistem
Manajemen

Usaha

a. Memiliki SOP (Standard Operating Procedure)
terkait kegiatan usaha pengolahan Minyak
Bumi/Gas Bumi/Hasil Olahan serta mitigasi
terhadap risiko dan dampak yang mungkin
terjadi.

b. Melakukan moenitoring, evaluasi dan tindak
lanjut vyang efektif terhadap kegiatan
usahanya.

c. Melaporkan kegiatan usahanya secara
berkala kepada Direktorat Jenderal Minyak

dan Gas Bumi.

11.

Penilaian
Kesesuaian dan

Pengawasan

a. Penilaian Kesesuaian
1) Tingkat risiko: Tinggi
2) Penilaian kesesuaian persyaratan
dilaksanakan oleh Direktur Jenderal

Minyak dan Gas Bumi dengan melakukan
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verifikasi terhadap persyaratan vang telah
disampaikan, serta dapat dilakukan
klarifikasi dan kunjungan lokasi ke Badan

Usaha

b. Pengawasan
1) Norma Pengawasan
a) Pengawasan Rutin:

Cakupan:

Kepatuhan Badan Usaha bidang hilir

minyak dan gas bumi vang melakukan

kegiatan wusaha Pengolahan Minyak

Bumi/Gas Bumi/Hasil Olahan untuk

memenuhi standar usaha dan

kewajiban sebagai berikut;

(1) Kesesuaian capaian Tingkat
Komponen Dalam Negeri.

(2) Kesesuaian skema kegiatan usaha
dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Kesesuaian sarana dan fasilitas
dengan Izin Usaha yang telah
diberikan.

(4) Standar dan mutu (spesifikasi)
produk yang telah ditetapkan
Direktur Jenderal Minyak dan Gas
Bumi.

(9) Standar dan mutu (spesifikasi)

produk permintaan khusus sesuai
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dengan Perjanjian Jual Beli dengan
konsumen.

(6) Kesesuaian pencampuran bahan
bakar nabati ke dalam BBM sesuai
pentahapan pencampuran yang
ditetapkan terhadap Badan Usaha
Pengolahan Migas.

(7) Pelaporan kegiatan usaha.

(8) Status kegiatan usaha dan masa
berlaku Izin Usaha.

(9) Kesesuaian antara data dan
dokumen di lapangan dengan
laporan badan  usaha  yang
disampaikan secara elektronik.

(10) Kepatuhan pelaksanaan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Cara:

(1) Pengawasan laporan Badan Usaha
dilakukan terhadap laporan Badan
Usaha yang telah mendapatkan Izin
Usaha melalui aplikasi pelaporan
online minyak dan gas bumi.

(2) Inspeksi lapangan ke lokasi usaha
dengan rincian kegiatan dalam

bentuk:

(a) kunjungan fisik/virtual;
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(b) pengecekan fisik dan/atau
dokumen terkait Izin Usaha;
dan/atau

(c) tes/pengujian terkait standar dan
mutu (spesifikasi) produk
(apabila diperlukan).

(3) Pembinaan Badan Usaha terkait

pelaksanaan kegiatan usaha.

Intensitas:

(1) Pengawasan melalui laporan Badan
Usaha dilaksanakan minimal 1
(satu) tahun sekali atau sewaktu-
waktu apabila dibutuhkan.

(2) Pengawasan melalui inspeksi
lapangan  dilaksanakan dengan
mempertimbangkan ketersediaan
anggaran dan pelaksana
pengawasan.

b) Pengawasan Insidental:

Cakupan:

Pengawasan insidental dilakukan pada

waktu tertentu dan dilaksanakan

apabila ada laporan dan/atau

pengaduan dari masyarakat,
pelanggaran terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan,

kebutuhan data realisasi kegiatan

usaha pada proyek prioritas
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pemerintah, dan/atau  kebutuhan
pemerintah lainnya yang ditetapkan

sesuai peraturan perundang-undangan.

Kepatuhan Badan Usaha bidang hilir

minyak dan gas bumi yang melakukan

kegiatan pengolahan untuk memenuhi
standar usaha dan kewajiban scbagai
berikut:

(1) Kesesuaian skema kegiatan usaha
dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Kesesuaian sarana dan fasilitas
dengan Izin Usaha yang telah
diberikan.

(3) Standar dan mutu (spesifikasi)
produk vang telah ditetapkan
Direktur Jenderal Minyak dan Gas
Bumi.

(4) Standar dan Mutu (Spesifikasi)
produk permintaan khusus sesuai
dengan Perjanjian Jual Beli dengan
konsumen.

(9) Kesesuaian pencampuran bahan
bakar nabati ke dalam bahan bakar
minyak sesuai pentahapan
pencampuran yang ditetapkan
terhadap Badan Usaha Pengolahan
Migas.

(6) Pelaporan kegiatan usaha.
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(7) Status dan masa berlaku [zin Usaha.
(8) Kepatuhan pelaksanaan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Cara:

Inspeksi lapangan ke lokasi usaha

dengan rincian kegiatan dalam bentuk:

(1) kunjungan fisik/ virtual;

(2) pengecekan fisik dan/atau dokumen
terkait Izin Usaha;

(3) tes/pengujian terkait standar dan
mutu (spesifikasi) produk (apabila
diperlukan); dan/atau

(1) pembinaan Badan Usaha terkait

pelaksanaan kegiatan usaha.

2) Perencanaan pelaksanaan pengawasan
a) Pengawasan Laporan Badan Usaha:
(1) menyusun daftar Badan Usaha yang
wajib menyampaikan laporan usaha;
(2) menyusun jadwal dan sumber daya
manusia pelaksana pengawasan;
(3) mempersiapkan perangkat kerja
pengawasan yang diperlukan.
(4) melakukan evaluasi terhadap
laporan  kegiatan usaha vyang
disampaikan oleh Badan Usaha

secara elektronik; dan
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(9) Rekapitulasi kepatuhan
(pemenuhan kewajiban) pelaporan
Badan Usaha dan analisis data
laporan kegiatan usaha; dan

(6) melakukan Kklarifikasi kepada Badan
Usaha terhadap hasil evaluasi
laporan Badan Usaha dengan
memanggil Badan Usaha atau

melakukan inspeksi lapangan.

b) Pengawasan Inspeksi Lapangan

(1) Pelaksana melakukan tindak lanjut
laporan hasil pengawasan terhadap
laperan Badan Usaha dan/atau
tindak lanjut permohonan izin
usaha baru/
penyesuaian/perpanjangan atau
kebutuhan data lainnya dengan
melakukan inspeksi lapangan;

(2) Inspeksi lapangan dapat dilakukan
berdasarkan laporan
masyarakat/instansi lain terkait
pelanggaran pemenuhan kewajiban
Badan Usaha;,

(3) Menyusun jadwal, anggaran, dan

sumber daya manusia pelaksana

pengawasan; dan
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() Melakukan keordinasi dan
mempersiapkan perangkat kerja

pengawasan vang diperlukan.

c) Perangkat kerja pengawasan:

(1) Standar Operasional Prosedur (SOP)
pengawasan laporan Badan Usaha
dan inspeksi lapangan vang telah
ditetapkan antara lain:

(a) SOP pengawasan pelaksanaan
Izin Usaha Pengolahan Minyak
dan Gas Bumi; dan

(b) SOP pengawasan mutu BBM,
LPG, bahan bhakar gas dan
pelumas vang beredar di dalam
negeri.

(2) Aplikasi pelaporan online minyak
dan gas bumi dan email.

(3) Data sheet Badan Usaha yang
meliputi perizinan yang diberikan,
jenis kegiatan usaha, lokasi usaha,
sarana dan fasilitas yang dimiliki,
komoditas produk dan lain
sebagainya.

(4) Surat tugas pengawasan dari
pimpinan unit, format dan substansi
berita acara inspeksi lapangan dan

lain sebagainya.
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(3) Laporan pelaksanaan inpeksi
lapangan yang disusun berdasarkan
Berita Acara inspeksi lapangan yvang
memuat kondisi kegiatan usaha,
pemenuhan kewajiban Badan Usaha
dan temuan di lapangan lainnya
vang disampaikan kepada pimpinan

urniit.

3) Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawasan
Hak Pelaksana Pengawasan:
Mendapatkan data dan informasi yang
diperlukan pada saat melaksanakan
pengawasan kepada Badan Usaha.
Kewajiban Pelaksana Pengawasan;:

a) menyiapkan perangkat kerja
pengawasan,;

b) melaksanakan pengawasan  sesuai
dengan prosedur pengawasan yang
telah ditetapkan;

¢) membuat berita acara hasil
pengawasan; dan

d) menyusun laporan hasil pengawasan
untuk disampaikan kepada pimpinan,
vang memuat antara lain:

(1) Status Perizinan Badan Usaha;

(2) Status Pelaporan Usaha (Rutin/
Tidak Rutin/Tidak Lapor);

(3) Profil Badan Usaha;
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(1) Data sarana dan fasilitas;

(9) Jenis Bahan Baku yvang diolah;

(6) Material balance (jumlah bahan
baku yang diolah serta jenis dan
jumlah produk vang dihasilkan);

(7) Data rencana dan realisasi investasi;

(8) Catatan lain yang ditemukan saat

pengawasan dan perlu dilaporkan.

4] Pelaksana pengawasan
Pelaksana pengawasan dilaksanakan oleh
pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan
Gas Bumi sesuai dengan SOP Pengawasan

vang ditetapkan.

Kompetensi Pengawas:

Pelaksana pengawasan memahami skema
usaha, riwayat perizinan usaha, daftar
dan kapasitas serta teknologi sarana dan
fasilitas yang digunakan, standar dan
mutu (spesifikasi) produk sesuai
ketentuan dari Direktorat Jenderal
Minyak dan Gas Bumi, kelengkapan
dokumen administratif dan teknis dari
Badan Usaha serta peraturan perundang-

undangan terkait.
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3) Mekanisme, format dan substansi laperan:
Mekanisme penyampaian laporan:
Laporan pelaksanaan kegiatan usaha
disampaikan oleh Badan Usaha kepada
Direktur Jenderal Minvak dan Gas Bumi
secara elektronik setiap 1 (satu) bulan,
atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Substansi laporan paling sedikit memuat;
a) Sumber pasokan bahan balku;

b) Jenis bahan baku yvang diolah;

¢) Jumlah bahan baku yang diolah;

d) Realisasi produksi;

€) Jenis produk yang dihasilkan;

f) Jumlah/Volume produk yang
dihasilkan; dan

g) Penyaluran.

6] Saluran pengaduan masyarakat

Contact Center ESDM 136
Email: callcenter.migas@esdm.go.id

IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS

KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair,
Gas dan Produk YBDI)

35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)

Ruang Lingkup | Standar ini memuat pengaturan yang terkait

dengan:
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a. Kelompok wusaha pada KBLI 46610
(Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat,
Cair, Gas dan Produk YBDI) yvang mencakup
usaha perdagangan besar bahan bakar gas,
cair, dan padat serta proeduk sejenisnya,
seperti minyak bumi mentah, minyak
mentah, bahan bakar diesel, gasoline,
bahan bakar oli, kerosin, premium, solar,
minyak tanah, bahan bakar gas (LPG, gas
butana dan prepana, LNG, CNG, dan lain-
lain)

b. Kelompok usaha pada KBLI 35202
(Distribusi Gas Alam dan Buatan) yang
mencakup usaha penyaluran gas melalui
jaringan yvang bertekanan ekstra tinggi (lebih
dari 10 bar); yang bertekanan tinggi (antara
4 bar s.d. 1C bar); dan yang bhertekanan
menengah ke bawah (di bawah 4 bar), baik
berasal dari produksi pihak lain sampai ke

konsumen atau pelanggan.

Istilah dan a. Minyak Bumi adalah hasil proses alami
Definisi berupa hidrokarbon yang dalam kondisi
tekanan dan temperatur atmosfer berupa
fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin
mineral atau ozokerit dan bitumen yang
diperoleh dari proses penambangan, tetapi
tidak termasuk batubara atau endapan
hidreckarbon lain yang berbentuk padat yang
diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan
dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas

Bumi.
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b.

Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa
hidrockarbon yang dalam kondisi tekanan
dan temperatur atmosfer berupa fasa gas
yang diperoleh dari proses penambangan
Minyak dan Gas Bumi.

Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya
disingkat BBM adalah bahan bakar yang
berasal dan/atau diclah dari Minyak Bumi.
Bahan Bakar Gas yang selanjutnya
disingkat BBG adalah bahan bakar untuk
digunakan dalam kegiatan transportasi yang
berasal dari Gas Bumi dan/atau hasil
olahan dari Minyak dan Gas Bumi.

Hasil Olahan adalah hasil dan/atau produk
selain bahan bakar minyak dan/atau bahan
bakar gas yang diperoleh dari kegiatan hasil
pengolahan minyak dan gas bumi baik
berupa produk akhir atau produk antara
kecuali pelumas, petrokimia.

Liquefied Petroleurn Gas yang selanjutnya
disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang
dicairkan dengan tekanan untuk
memudahkan penyimpanan, pengangkutan,
dan penganannya yang pada dasarnya
terdiri atas propana, butana, atau campuran
keduanya.

Liquefied Natural Gas yang selanjutnya
disingkat LNG adalah Gas Bumi yang
terutama terdiri dari metana yang dicairkan
pada suhu sangat rendah (sekitar minus

160°C) dan dipertahankan dalam keadaan

2021, No.318
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cair untuk mempermudah transportasi dan
penimbunan.

Compressed Natural Gas yang selanjutnya
disingkat CNG adalah BBG yang berasal dari
Gas Bumi dengan unsur utama berupa
metana (Cl) vang telah dimampatkan dan
dipertahankan serta disimpan pada bejana
bertekanan khusus untuk mempermudah
transportasi dan penimbunan.

Bahan Bakar Campuran adalah BBM
dan/atau gas yang dicampur dengan bahan
bakar nabati dan/atau bahan bakar lain,
seperti campuran Minyak Sclar dan FAME,
campuran bensin dan ethanol/ methanol,
campuran LPG dan Dimethyl Ether, dengan
batasan campuran (bahan bakar
minyak/gas) maksimum 50%.

Niaga adalah kegiatan pembelian,
penjualan, ekspor, impor Minyvak Bumi,
BBM, BBG dan/atau Hasil Olahan,
termasuk Gas Bumi melalui pipa.

Izin Usaha adalah izin vang diberikan
kepada Badan Usaha untuk melaksanakan
Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan
dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh
keuntungan dan/atau laba.

Izin Usaha Sementara Niaga Minyak dan Gas
Bumi adalah izin yang bersifat sementara
dalam rangka pembangunan atau penyiapan
sarana dan fasilitas untuk melakukan

kegiatan usaha dan pengurusan perizinan-
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perizinan dari instansi lain yang diberikan
kepada Badan Usaha sebelum diberikan Izin
Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi.

m. Pemegang Izin Usaha adalah Badan Usaha
yang diberikan Izin Usaha.

n. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk
badan hukum yang menjalankan jenis
usaha yang bersifat tetap, terus menerus,
dan didirikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan serta bekerja dan
berkedudukan dalam wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Penggolongan a. Izin Usaha Sementara Niaga Minyak dan
Usaha Gas Bumi, dengan jenis kegiatan:
1) Niaga Minyvak Bumi.
2) Niaga Umum BBM.
3) Niaga Umum Hasil Olahan (kecuali
pelumas, petrokimia, dan aspal).
4)  Niaga LPG, LNG, CNG, atau BBG.
3) Niaga Gas Bumi vang memiliki Fasilitas
Jaringan Distribusi.
b. Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi,
dengan jenis kegiatan:

1 Niaga Minyak Bumi.

)
2) Niaga Umum BBM.
3) Niaga Terbatas BBM.
4) Niaga Umum Hasil Olahan (kecuali

pelumas, petrokimia, dan aspal).
35) Niaga Terbatas Hasil Olahan (kecuali
pelumas, petrokimia, dan aspal).

6) Niaga LPG, LNG, CNG, atau BBG.
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7) Niaga Gas Bumi melalui Pipa.
8) Niaga Gas Bumi yang memiliki Fasilitas

Jaringan Distribusi.

Persyaratan a. Persyaratan administratif Izin Usaha
Umum Usaha Sementara/Izin Usaha/ perpanjangan Izin
Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi

1) Daftar Penerima Manfaat (Beneficial

Ownership);

2) Identitas dan surat kuasa narahubung
3) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan

Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan

berusaha atau sesuai peraturan

perundang-undangan untuk setiap
lokasi sarana dan fasilitas usaha

4) Jaminan kecukupan pendanaan, vang
dibuktikan dengan:

a) Dokumen jaminan kecukupan
pendanaan sendiri yang
dibuktikan dengan laporan
keuangan 3 (tiga) tahun terakhir
vang telah diaudit oleh akuntan
publik yang terdaftar sesuai
dengan peraturan perundang-
undangan bagi Badan Usaha yang
telah berdiri lebih dari 3 (tiga)
tahun;

b) Dokumen kesepakatan dengan
pihak lain vang menyatakan
jaminan kecukupan pendanaan
yvang dikeluarkan oleh pihak lain

yang nilainya sesuai dengan
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rencana usaha dalam analisis
kelayakan Usaha; atau

c) surat keterangan dari bank umum
yvang berkedudukan di Indonesia,
yvang menerangkan bahwa Badan
Usaha memiliki kemampuan
pendanaan untuk melakukan
kegiatan usahanya dengan
nominal vyang sesuai dengan
rencana usaha dalam analisis
kelayakan usaha.

o) Surat pernyataan tertulis di atas
materai mengenai:

a) kesanggupan memenuhi aspek
keselamatan, kesehatan kerja dan
pengelolaan lingkungan hidup;

b) Kesanggupan memenuhi
kewajiban Badan Usaha;

c) kesediaan dilakukan audit
kepatuhan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan;

d) kesanggupan Badan Usaha
menjamin dan bertanggung jawab
bahwa sarana dan fasilitas yang
dimiliki/dikuasai layak beroperasi
dan mampu dijalankan sesuai
dengan kaidah keteknikan yang
baik selama masa operasi;

€] Badan Usaha bebas dari konflik
atau permasalahan hukum lainnya

dengan pihak lain;
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f) Dokumen persyaratan dan
keterangan/pernyataan yang
diberikan adalah benar adanya dan
apabila dikemudian hari terbukti
tidak benar akan dicabut Izin
Usahanya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

g) Kesanggupan Badan Usaha
menyediakan Cadangan Energi
untuk komoditas niaga migas,
kecuali niaga hasil olahan, niaga
gas pipa, niaga LNG, niaga CNG,
niaga BBG sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
dan

h) Kesanggupan Badan Usaha
menerima penugasan dari Menteri
untuk melaksanakan
pendistribusian bahan bakar ke
seluruh wilayah Indonesia dan
pemanfaatan fasilitas bersama
sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

b. Jangka waktu pemenuhan persyaratan

umum: 15 hari kerja

Persyaratan a. Persyaratan teknis Izin Usaha
Khusus Usaha Sementara/lzin Usaha/perpanjangan Izin
Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk

sctiap kegiatan usaha niaga:
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1) Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi
untuk kegiatan Niaga Minyak Bumi,
Niaga Umum BBM, dan/atau Niaga
Umum Hasil Olahan
a) Persyaratan Izin Usaha

Sementara, sebagai berikut:

(1) analisis kelayakan usaha
paling sedikit memuat lokasi,
sarana dan fasilitas,
komoditas (untuk 1
komoditas wajib memiliki/
menguasai 1 fasilitas
penyimpanan), skema usaha,
rencana pasokan,
Penggunaan Tenaga Kerja
Asing dan Tenaga Kerja Lokal,
realisasi  kegiatan  usaha
Niaga Migas yang pernah
dijalani sebelumnya (apabila
ada) dan analisis keuangan
(rencana  biaya  investasi,
harga jual, dan perhitungan
analisis kelayakan wusaha),
rencana merek dagang dan
rencana spesifikasi komoditas
yang akan diniagakan, serta
komitmen Tingkat Komponen
Dalam Negeri barang
dan/atau jasa;

(2) kesepakatan jual beli dengan

pemasck untuk kegiatan
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Niaga Minyak Bumi dan/atau
Niaga umum Hasil Olahan;

rencana pembangunan
sarana dan fasilitas Niaga
Minyak Bumi dan/atau Niaga
umum Hasil Olahan yang
dimiliki dan/atau dikuasai
berupa penyimpanan Minyak
Bumi dan/atau hasil olahan
dengan jangka waktu
pembangunan paling lama S
(lima) tahun beserta data titik
Data

koordinat berupa

Georeference Standard
Datum WGS84; dan

rencana penggunaan sarana
dan fasilitas Niaga Umum
BBM berupa:

(@) kepemilikan sarana dan

fasilitas penyimpanan
dengan jumlah
keseluruhan paling
sedikit 1.500 KL (seribu
lima ratus  kiloliter).
Sarana Fasilitas
Penyimpanan BBM
dimaksud dapat
berupa tangki darat,

floating storage, tangki
penyimpanan BBM di

Irasilitas Sarana
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Pengisian Bahan Bakar
untuk Transportasi
Darat, Laut, dan Udara
dan fasilitas
penyimpanan lain sesuai
ketentuan peraturan
lainnya.

(b) data @ titik koordinat
berupa Data
Georeference  Standard
Datum WGS84.

() Apabila Badan Usaha
memerlukan tambahan
fasilitas penyimpanan,
kebutuhan selanjutnya
dapat menguasai/sewa.

(d) Rencana fasilitas
pengangkutan berupa
pipa distribusi apabila
ada.

Badan Usaha Niaga yang

melakukan kegiatan

pencampuran (blending)
untuk menghasilkan Bahan

Bakar Minyak dan/atau Hasil

Olahan wajib memiliki/

menguasai fasilitas

pencampuran (blending).

Badan Usaha Niaga hanya

dapat melakukan blending

dengan komoditas hasil
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b)

blending vyang tercantum

dalam Izin Usaha.

Persyaratan Izin Usaha/

perpanjangan lIzin Usaha, sebagai

berikut:

(1)

(3)

analisis kelayakan usaha paling
sedikit memuat lokasi, sarana
dan fasilitas, skema wusaha,
pasokan, komoditas (untuk 1
komoditas wajib
memiliki/menguasai 1 fasilitas
penyimpanan), penggunaan
Tenaga Kerja Asing dan Tenaga
Kerja Lokal, realisasi kegiatan
usaha Niaga Migas yang pernah
dijalani sebelumnya (apabila
ada) dan analisis keuangan
(biaya investasi, harga jual, dan
perhitungan analisis kelayakan
usaha), serta capaian Tingkat
Komponen Dalam Negeri barang
dan/atau jasa;

kontrak perjanjian jual beli
dengan pemasck untuk kegiatan
Niaga Minyak Bumi dan/atau
Niaga umum Hasil Olahan;
persetujuan lingkungan apabila
terdapat fasilitas Niaga Minyak
Bumi, Niaga umum BBM, atau

Niaga umum Hasil Olahan;




69 2021, No.318

IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS

KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair,
Gas dan Preduk YBDI)

35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)

(4) Berita Acara Pemeriksaan
Keselamatan  Instalasi dan
Peralatan vang ditandatangani
oleh petugas Direktorat Teknik
dan Lingkungan Migas atau
sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

(5) daftar sarana dan fasilitas Niaga
yang digunakan termasuk
fasilitas  penyimpanan dan
fasilitas pendukung beserta
bukti kepemilikan atau kontrak
perjanjian sewa menyewa
apabila terdapat fasilitas Niaga
untuk kegiatan Niaga Minyak
Bumi dan/atau Niaga umum
Hasil Olahan;

(6) daftar sarana dan fasilitas Niaga
Umum BBM yang digunakan
termasuk kepemilikan sarana
dan fasilitas penyimpanan
dengan jumlah keseluruhan
paling sedikit 1.500 KL (seribu
lima  ratus  kiloliter) dan
kebutuhan fasilitas
penyimpanan selanjutnya dapat
menguasai/sewa. Sarana
Fasilitas Penyvimpanan BBM
dimaksud dapat berupa tangki
darat, floating storage, tangki

penyimpanan BBM di




2021, No.318

-70-

IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS

KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair,
Gas dan Preduk YBDI)

35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)

(7)

Sarana

Bakar

Fasilitas

Bahan

Pengisian
untuk
Transportasi Darat, Laut, dan
Udara dan fasilitas
penyimpanan lain sesuai
ketentuan peraturan lainnya;
Terhadap kegiatan usaha Niaga
Minyak Bumi, Niaga umum
BBM atau Niaga Hasil Olahan
yang:
(a) Dokumen kepemilikan
fasilitas penyimpanan
tangki darat antara lain
berupa dokumen
pengadaan fasilitas atau
akte  jual beli yang
disahkan

bukti hibah yang disahkan

notaris atau

notaris;
(b) Dckumen penguasaan
sarana fasilitas antara lain
berupa kontrak sewa
menyewa.
(c) memiliki fasilitas
penyimpanan laut, agar
melampirkan:
i. dokumen kepemilikan

berupa gross akta; dan

ii. ship particulars.

(d) memiliki dan/atau

menguasai fasilitas
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pengangkutan dengan
moda angkutan darat, agar

melampirkan STNK atau

BPKB;

() memiliki dan/atau
menguasai fasilitas
pengangkutan dengan

moda angkutan laut, agar
melampirkan gross akta
dan surat perjanjian
penguasaan fasilitas
(apabila menyeway);

(0 memiliki dan/atau
menguasai fasilitas pipa
distribusi agar
melampirkan data jalur,
dimensi, dan kapasitas
pipa;

(8) Data ftitik koordinat fasilitas
penyimpanan yang digunakan
berupa Data Georeference
Standard Datum WGS84;

(2) Bukti pelaporan kegiatan usaha
Niaga Minyak dan Gas Bumi
(apabila telah memiliki Izin
Usaha Niaga Minyak dan Gas
Bumi);

(10) Seluruh Surat Keputusan Izin
Usaha Niaga Minyak dan Gas
Bumi yang dimiliki dan masih

berlaku;
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{11) dokumen bukti pendaftaran

merk dagang vang akan
digunakan, sertifikat merck
dagang atau perjanjian lisensi
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-

undangan; dan

(12) menyampaikan spesifikasi

komoditas yang diniagakan:
(a) spesifikasi BBM untuk

kegiatan Niaga umum

BBM.
(b) laporan hasil uji
laboratorium untuk

kegiatan Niaga umum Hasil

Olahan.

Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi

untuk kegiatan Niaga terbatas BBM,

dan/atau Niaga terbatas Hasil Olahan,

sebagai berikut:

a)

analisis kelayakan usaha paling
sedikit memuat lokasi, sarana dan
fasilitas, skema usaha, pasokan,
komoditas, Penggunaan Tenaga
Kerja Asing dan Tenaga Kerja
Lokal, realisasi kegiatan usaha
Niaga Minyak dan Gas Bumi yang
pernah dijalani sebelumnya
(apabila ada) dan analisis
keuangan (biaya investasi, harga

jual, dan perhitungan analisis
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kelayakan usaha) serta hasil uji
laboratorium untuk komeditas
vang akan diniagakan, serta
capaian Tingkat Komponen Dalam
Negeri barang dan/atau jasa;

b) kontrak perjanjian jual beli dengan
pemasok;

c) kontrak perjanjian dengan
konsumen pengguna yang
memiliki/ menguasai fasilitas
penyimpanan dengan kapasitas
paling sedikit 1.500 kilo liter yang
terintegrasi dengan receiving
terminal/dermaga/ jetty untuk
kegiatan niaga terbatas BBM;

d) kontrak perjanjian dengan
konsumen pengguna yang
memiliki/ menguasai fasilitas
penyimpanan vang terintegrasi
dengan receiving
terminal/dermaga/ jetty untuk
kegiatan Niaga terbatas hasil
olahan;

e) dokumen sarana dan fasilitas yang
dimiliki/dikuasai ocleh konsumen
beserta data titik koordinat berupa
Data Georeference Standard
Datum WGS84;

1) Bukti pelaporan kegiatan usaha

Niaga Minyak dan Gas Bumi
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3)

h)

(apabila telah memiliki Izin Usaha
Niaga Minyak dan Gas Bumi);
Seluruh  Surat  Keputusan Izin
Usaha Niaga Minvak dan QGas
Bumi vang dimiliki dan masih
berlaku; dan

menyampaikan laporan hasil uji
laboratorium  komoditas  yang
diniagakan.

1zin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi
untuk kegiatan Niaga LPG, LNG, CNG

dan/atau BBG, scbagai berikut:

a)

Persyaratan [zin Usaha

Sementara, sebagai berikut:

(1) analisis kelavakan usaha
paling sedikit memuat
rencana:

(a) sumber pasokarn;

(b) calon konsumen;

(c) spesifikasi komoditas;

(d) lokasi kegiatan usaha;

{e) rincian  sarana  dan
fasilitas;

(fy skema kegiatan usaha;

(g) Penggunaan Tenaga
Kerja Asing dan Tenaga
Kerja Lokal;

(h) Perhitungan
keekonomian  meliputi
rencana biaya investasi,

harga beli, Komponen
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dan besaran harga jual
LPG, LNG, CNG
dan/atau BBG; dan

(i) komitmen Tingkat
Komponen Dalam Negeri
barang dan/atau jasa.

(2) kesepakatan awal jual beli
Gas Bumi, LPG, LNG, CNG
dan/atau BBG dengan
pemasck yang telah memiliki
perizinan sesuai ketentuan
peraturan perundang-
undangan. Untuk kegiatan

Niaga LNG, Pemasok

merupakan Kontraktor

Kontrak Kerja sama Hulu

atau Badan Usaha

Pengolahan LNG sesuai

ketentuan peraturan

perundang-undangan;
(3) kesepakatan awal dengan
konsumen:

(a) Untuk kegiatan Niaga
LNG, calen konsumen
merupakan  konsumen
akhir sesuai ketentuan
peraturan  perundang-
undangan;

(b) Untuk kegiatan Niaga

BBG, calon konsumen
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()

merupakan sektor
transportasi;

(c) Untuk kegiatan Niaga
LPG atau CNG, calon

merupakan

konsumen akhir atau

konsumen

Badan Usaha Niaga vang

telah memiliki perizinan

sesuai ketentuan
peraturan  perundang-
undangan.

Kesepakatan awal

pengangkutan  gas  bumi
dengan Badan Usaha yang
telah mendapat Hak Khusus
Ruas Transmisi danj/atau
Wilayah Jaringan Distribusi
(iika rencana pengaliran gas
melalui pipa pengangkutan);

rencana pemanfaatan atau
pembangunan sarana dan
fasilitas Niaga LPG, LNG, CNG
dan/atau BBG yang meliputi

antara lain:

(a) teknologi yvang digunakan

(b) jumlah dan kapasitas
fasilitas
(c) data titik koordinat

berupa Data Georeference
Standard Datum WGS84;

dan
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(d) rencana merek dagang
untuk kegiatan niaga LPG,
CNG dan/atau BBG.

b) Persyaratan Izin
Usaha/perpanjangan Izin Usaha,
sebagai berikut:

(1) analisis kelayakan usaha
paling sedikit memuat:

(a) sumber pasokan;

(b) nama dan lokasi
konsumen;

() hasil uji laboratorium
untuk spesifikasi LNG,
LPG, CNG dan/atau BBG
vang akan diniagakan
sesuai  ketentuan yang
berlaku;

(d) skema kegiatan usaha
dan rencana
pengembangan usaha;

(e) penggunaan Tenaga Kerja
Asing dan Tenaga Kerja
Lokal;

(f) perhitungan keekenomian
meliputi rincian  biaya
investasi, Komponen dan
besaran Harga Jual LNG,
LPG, CNG dan/atau BBG

(g) capaian Tingkat
Komponen Dalam Negeri

barang dan/atau jasa;
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(2) data teknis rincian sarana
dan fasilitas antara lain:

(a) teknologi yang digunakan;

(b) jumlah dan kapasitas
fasilitas;

(c) data titik koordinat
berupa Data Georeference
Standard Datum WGS84.

(3) persetujuan lingkungan;
(4) dokumen pasokan:

(a) Untuk kegiatan niaga
LNG berupa penectapan
alckasi Gas Bumi/LNG
dari Menteri dan/atau
kontrak jual beli dengan
Badan Usaha Pengolahan
LNG;

(b) Untuk kegiatan niaga LPG,
CNG dan/atau BBG
berupa penetapan alokasi
Gas Bumi/LNG dari
Menteri dan/atau kontrak

jual beli dengan pemasck

vang memiliki izin usaha

sesuai ketentuan
peraturan perundang-
undangan;

(5) Kontrak dengan konsumen
yvang telah memiliki izin
usaha sesuai  ketentuan

peraturan perundang-
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undangan. Untuk kegiatan

Niaga LNG, konsumen

merupakan konsumen akhir

sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan,

(6) Berita Acara Pemeriksaan
Keselamatan Instalasi dan
Peralatan yang
ditandatangani oleh petugas
Direktorat Teknik dan
Lingkungan Migas atau
sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

(7) dokumen kepemilikan/
penguasaan  sarana  dan
fasilitas niaga. Sarana dan
fasilitas dapat berupa fasilitas
penyimpanan, mother station
kompresi, filling station serta
regasification unit:

(a) Dokumen  kepemilikan
antara lain berupa
dokumen pengadaan
fasilitas atau akte jual
beli yang disahkan
notaris atau bukti hibah
yvang disahkan notaris;

{(b) Dokumen penguasaan
antara lain berupa

kontrak sewa menyewa;
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8)

)

(10)

(11)

{c) Untuk moda angkutan
darat

STNK/BPKB;

herupa

(d) untuk moda angkutan
laut berupa gross akte;
dokumen bukti pendaftaran
merk dagang, sertifikat merek
dagang atau perjanjian lisensi
merk dagang LPG, CNG
dan/atau BBG vyang akan
digunakan sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan;
Perjanjian Pengangkutan gas
bumi dengan Badan Usaha
vang telah mendapat Hak
Khusus Ruas  Transmisi
dan/atau Wilayah Jaringan
Distribusi (jika skema
pengaliran gas melalui pipa
pengangkutan);
Bukti pelaporan kegiatan
usaha Niaga Minyak dan Gas
Bumi (apabila telah memiliki
Izin Usaha Niaga Minyak dan
Gas Bumi);
Seluruh Surat Keputusan Izin
Usaha Niaga Minyak dan Gas
Bumi yang dimiliki dan masih
berlaku termasuk Izin Usaha

Sementara.
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4)1zin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi
untuk kegiatan Niaga Gas Bumi Melalui
Pipa dan Niaga Gas Bumi yang memiliki
Fasilitas Jaringan Distribusi
a) Persyaratan Izin Usaha Sementara,
sebagai berikut:
(1) analisis kelayakan usaha paling
sedikit memuat rencana:

(a) sumber pasckan;

(b) calon konsumen (nama dan
lokasi);

(c) spesifikasi gas bumi;

(d) lokasi kegiatan usaha;

(e) sarana dan fasilitas;

() skema usaha berupa
deskripsi dan gambar
penyaluran gas mulai dari
pemasok sampai dengan
konsumen;

(g) Penggunaan Tenaga Kerja
Asing dan Tenaga Kerja
Lokal,

(h) perhitungan keekonomian
meliputi rencana biaya
investasi, harga beli,
Komponen dan besaran
Harga Jual Gas Bumi;

(i) komitmen Tingkat
Komponen Dalam Negeri

barang dan/atau jasa.
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(2)

(3)

(4)

()

Dokumen rencana pasokan:

(a) Untuk pasckan gas bumi
berupa kesepakatan awal
jual beli dengan Kontraktor
Kontrak Kerja Sama;

(b) Untuk pasokan LNG
berupa kesepakatan awal
jual beli LNG dengan
Kontraktor Kontrak Kerja
Sama atau Badan Usaha
Pengolahan LNG;

() Untuk pasckan CNG
berupa kesepakatan awal
jual beli CNG dengan
Badan Usaha Niaga CNG.

kesepakatan awal jual beli Gas

Bumi dengan kensumen akhir

atau Badan Usaha Niaga CNG,

BBG, dan/atau Badan Usaha

Pengolahan LNG;

kesepakatan pengangkutan gas

bumi dengan Badan Usaha yang

telah mendapat Hak Khusus

Ruas Transmisi dan/atau

Wilayah Jaringan Distribusi,

jika rencana skema pengaliran

gas melalui pipa pengangkutan,;

surat permohonan  kepada
Menteri mengenai usulan
Pengembangan Jaringan

Transmisi dan/atau Distribusi
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Gas Bumi untuk rencana pipa

Gas Bumi yvang akan dibangun

pada wilayah yang belum

ditetapkan sebagai Wilayah

Jaringan Distribusi ke dalam

Rencana Induk Gas Bumi

Nasional beserta tanda terima;

(6) rencana pemanfaatan  atau
pembangunan sarana dan
fasilitas Niaga Gas Bumi, yang
meliputi antara lain:

(@) jalur, dimensi, kapasitas,
right of way pipa

(b) sarana dan fasilitas selain
pipa

(c) data titik koordinat berupa
Data Georeference
Standard Datum WGS84

(7) terhadap Pemegang Hak Khusus

Wilayah Jaringan Distribusi:

(a) salinan dokumen
Penetapan pemenang
lelang Hak Khusus Wilayah
Jaringan Distribusi dari
Badan Pengatur; atau

(b) dokumen penugasan

Menteri untuk membangun

dan mengoperasikan
Wilayah Jaringan
Distribusi dan/atau

Wilayah Niaga Tertentu.
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(1)

b) Persyaratan Izin

berikut:

Usaha/

perpanjangan Izin Usaha, sebagai

analisis kelayakan usaha paling

sedikit memuat:

(@)
(b)

©)
(d)
©)
()

(8)

(h)

i)

sumber pasokan;
nama dan lokasi
konsumen;

spesifikasi gas bumi;

lokasi kegiatan usaha;
jalur, dimensi, kapasitas,
right of way pipa;

sarana dan fasilitas selain
pipa;

data titik koordinat berupa
Data
Standard Datum WGS84,
usaha

Georeference
skema berupa
deskripsi dan gambar
penyaluran gas mulai dari
pemasok sampai dengan
konsumen;

Penggunaan Tenaga Kerja
Asing dan Tenaga Kerja
Lokal;

perhitungan keekonomian
meliputi

rencana biaya

investasi, harga beli,
Komponen dan besaran

Harga Jual Gas Bumi;
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(k) capaian Tingkat Komponen
Dalam Negeri barang
dan/atau jasa.

(2) persetujuan lingkungan;

(3) dokumen pasokan:

(a) untuk pasokan gas bumi
berupa alokasi Gas Bumi
dari Menteri;

(b) untuk pasckan LNG berupa
alokasi LNG dari Menteri
atau kontrak jual beli LNG
dengan Badan Usaha
Pengolahan LNG;

(c) UNTUK pasockan CNG
berupa kontrak jual beli
CNG dengan Badan Usaha
Niaga CNG.

(4) kontrak jual beli Gas Bumi
dengan konsumen akhir atau
Badan Usaha Niaga CNG, BBG,
dan/atau Badan Usaha
Pengolahan LNG;

(3) perjanjian pengangkutan Gas
Bumi dengan Badan Usaha yang
telah mendapat Hak Khusus
Ruas Transmisi dan/atau
Wilayah Jaringan Distribusi,
jika skema pengaliran gas
melalui pipa pengangkutan;

(6) surat permchonan  kepada

Menteri mengenai usulan
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(8)

(©)

Pengembangan Jaringan

Transmisi dan/atau Distribusi

Gas Bumi untuk pipa Gas Bumi

vang telah dibangun pada

wilayah yang belum ditetapkan
sebagai Wilayah Jaringan

Distribusi ke dalam Rencana

Induk Gas Bumi Nasional

beserta tanda terima;

Berita  Acara Pemeriksaan

Keselamatan Instalasi yang

ditandatangani oleh petugas

Direktorat Teknik dan

Lingkungan Migas atau sesuai

ketentuan peraturan

perundang-undangan;

terhadap Pemegang Hak Khusus

Wilayah Jaringan Distribusi:

(a) Salinan dokumen Penetapan
pemenang lelang Hak
Khusus Wilayah Jaringan
Distribusi dari Badan
Pengatur; atau

(b) dokumen penugasan
Menteri untuk membangun
dan mengoperasikan
Wilayah Jaringan Distribusi
dan/atau Wilayah Niaga
Tertentu,;

bukti kepemilikan/penguasaan

sarana dan fasilitas niaga:
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{a) Dokumen kepemilikan
antara lain berupa dokumen
pengadaan fasilitas atau
akte jual beli yang disahkan
notaris atau bukti hibah
yvang disahkan notaris;

(b) Dokumen penguasaan
antara lain berupa kontrak
sewa menyewa;

(10) Bukti pelaporan kegiatan usaha
Niaga Minyak dan Gas Bumi
(apabila telah memiliki Izin
Usaha Niaga Minyak dan Gas
Bumi); dan

{11) Seluruh Surat Keputusan Izin
Usaha Niaga Minyak dan Gas
Bumi yang dimiliki dan masih
berlaku termasuk Izin Usaha
Sementara.

b. Jangka waktu pemenuhan persyaratan

khusus: paling lama 5 tahun

Sarana a. Sarana dan  Fasilitas Niaga  vang

dimiliki/dikuasai oleh Badan Usaha Niaga,
meliputi antara lain:

1) Fasilitas penyimpanan (tangki darat,
floating storage):

a) Memiliki  bukti kepemilikan/

penguasaan atau kontrak sewa

menyewa sarana dan fasilitas

Niaga; dan
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2)

b)

Memiliki Berita Acara Pemeriksaan
Keselamatan Instalasi dan
Peralatan yang ditandatangani
oleh petugas Direktorat Teknik
dan Lingkungan Migas atau sesuai
ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Fasilitas pengangkutan:

a) memiliki bukti kepemilikan/

b)

penguasaan dan/atau kontrak sewa
menyewa sarana dan fasilitas Niaga.
Untuk moda angkutan darat berupa
STNK/BPKB, untuk moda angkutan
laut berupa gross akte kapal;
memiliki Berita Acara Pemeriksaan
Keselamatan Instalasi dan Peralatan
vang ditandatangani oleh petugas
Direktorat Teknik dan Lingkungan
Migas atau sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan
untuk fasilitas pipa; dan

memiliki dokumen keselamatan
berupa Certificate of inspection (Col)
untuk skid tank atau [SO tank.

Fasilitas retail BBM (antara lain berupa
SPBU):

a) Certificate of Inspection (Col) yang

dapat dikeluarkan oleh Perusahaan
Inspeksi atau oleh Badan Usaha

sendiri yang memiliki kemampuan
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inspeksi sesuai ketentuan yang
berlaku; dan
b) Data nama tangki penyimpanan,
alamat SPBU, kapasitas masing-
masing fasilitas (KL), jumlah
dispenser, kapasitas SPBU, jenis
bahan bakar.
4) Fasilitas retail LPG untuk transportasi
(SPBL):
a) Bukti kepemilikan/penguasaan
sarana dan fasilitas Niaga; dan
b) memiliki Berita Acara Pemeriksaan
Keselamatan Instalasi dan Peralatan
vang ditandatangani oleh petugas
Direktorat Teknik dan Lingkungan
Migas atau sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
O) [Fasilitas SPBG/ Mother Station/
Daughter Station/ MRU:
a) Bukti kepemilikan/penguasaan
sarana dan fasilitas Niaga; dan
b) memiliki Berita Acara Pemeriksaan
Keselamatan Instalasi dan Peralatan
vang ditandatangani oleh petugas
Direktorat Teknik dan Lingkungan
Migas atau sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
6) Fasilitas Pipa Gas dengan jaringan
distribusi:
a) Bukti kepemilikan/penguasaan pipa

dengan jaringan distribusi;
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b) memiliki Berita Acara Pemeriksaan
Keselamatan Instalasi dan Peralatan
vang ditandatangani oleh petugas
Direktorat Teknik dan Lingkungan
Migas/PLO sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
dan

c) Dalam hal Fasilitas Pipa Gas
terintegrasi dengan Fasilitas
Regasifikasi, maka Berita Acara
Pemeriksaan Keselamatan Instalasi/
PLG  termasuk  untuk fasilitas
regasifikasi.

Lokasi Sarana dan Fasilitas Niaga memiliki
dokumen  perizinan lokasi, dokumen
lingkungan  hidup sesuai  ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Struktur
Organisasi

SDM dan SDM

Struktur organisasi Badan Usaha masing-masing

yang memuat tugas fungsi dan pembagian

kewenangan dalam organisasi Badan Usaha

Niaga.

Pelayanan

da.

Menyediakan bahan bakar sesuai dengan
spesifikasi komoditas yang ditetapkan
Pemerintah sesuai dengan persyaratan
Produk/Jasa.

Menyediakan bahan bakar sesuai dengan
spesifikasi pada Perjanjian Jual Beli dengan
konsumen untuk Niaga Gas Bumi melalui
Pipa, Niaga Gas Bumi yang Memiliki
Fasilitas Jaringan Distribusi, Niaga LNG,
Niaga CNG.
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9. | Persyaratan a. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan
Produk/Jasa Gas Bumi tentang Spesifikasi BBM, LPG,

dan BBG antara lain meliputi:

1)  Keputusan Direktur Jenderal Minyak
dan Gas Bumi tentang Standar dan
Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak
Jenis Bensin (Ron 88, 90, 91, 95 dan
98);

2) Keputusan Direktur Jenderal Minyak
dan Gas Bumi tentang Standar dan
Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak
Jenis Solar (Cetane Number 48 dan 51);

3) Keputusan Direktur Jenderal Minyak
dan Gas Bumi tentang Standar dan
Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak
Jenis Minyak Bakar dan Marine Fuel Oil
(MEFQ) Rendah Sulfur;

4) Keputusan Direktur Jenderal Minyak
dan Gas Bumi tentang Standar dan
Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak
Jenis Medium Distillate Fuel;

S5) Keputusan Direktur Jenderal Minyak
dan Gas Bumi tentang Standar dan
Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak
Jenis Minyak Tanabh;

6) Keputusan Direktur Jenderal Minyak
dan Gas Bumi tentang Standar dan
Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak
Jenis Avtur;

7) Keputusan Direktur Jenderal Minyak

dan Gas Bumi tentang Standar dan
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Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak
Jenis Avgas;

8) Keputusan Direktur Jenderal Minyak
dan Gas Bumi tentang Standar dan
Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak
Jenis Scolar Campuran Biodiesel;

9) Keputusan Direktur Jenderal Minyak
dan Gas Bumi tentang Standar dan
Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Gas
Jenis Liquified Petroleum Gas (LPG) dan
LPG untuk Kendaraan Bermotor;

10) Keputusan Direktur Jenderal Minyak
dan Gas Bumi tentang Standar dan
Mutu (Spesifikasi) Compressed Natural
Gas (CNG) untuk Transportasi; dan

11) Keputusan Direktur Jenderal Minyak
dan Gas Bumi tentang Standar dan
Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak
Jenis Solar Campuran Biodiesel 30%
(B-30) vang dipasarkan di dalam negeri;
dan

12) Keputusan Direktur Jenderal Minyak
dan Gas Bumi tentang Standar dan
Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Gas
Jenis Dimethyl Ether untuk Rumah
Tangga dan Industri yang Dipasarkan
di Dalam Negeri

b. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan

Gas Bumi tentang Standar dan Mutu

(Spesifikasi) lainnya yang ditetapkan
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berdasarkan perkembangan BBM dan gas
bumi vyang beredar di dalam negeri.

c. Sesuai dengan Perjanjian Jual Beli dengan
konsumen untuk Niaga Gas Bumi melalui
Pipa, Niaga Gas Bumi yang Memiliki
Fasilitas Jaringan Distribusi, Niaga LNG,
Niaga CNG.

10.

Sistem a. Memiliki Standar Operation Procedure (SOP)

Manajemen terkait pelayanan kegiatan usaha niaga

Usaha minyak dan gas bumi dan pengoperasian
sarana dan fasilitas Niaga.

b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak
lanjut yang efektif terhadap kegiatan
usahanya.

c. Melaporkan kegiatan usahanya secara
berkala kepada Direktorat Jenderal Minyak

dan Gas Bumi.

11.

Penilaian a. Penilaian Kesesuaian

Kesesuaian dan 1) Tingkat risiko: Tinggi

Pengawasan 2)  Penilaian kesesuaian  persyaratan
dilaksanakan oleh Direktur Jenderal
Migas dengan melakukan verifikasi
terhadap persyaratan vang telah
disampaikan, serta dapat dilakukan
klarifikasi dan kunjungan lokasi ke
Badan Usaha.

b. Pengawasan

1)  Norma Pengawasan

a) Pengawasan Rutin

Cakupan:
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(1)

(2)

(3)

(1)

)

Kepatuhan Badan Usaha bidang
hilir minyak dan gas bumi yang
melakukan kegiatan usaha niaga
minyak dan gas bumi untuk
memenuhi standar usaha dan

kewajiban sebagai berikut:

Kesesuaian skema kegiatan
usaha dengan ketentuan yang
berlaku.
Kesesuaian sarana dan
fasilitas dengan Izin Usaha
yang telah diberikan.
Kesesuaian merek dagang
dan/atau komeditas yang
diniagakan dengan izin usaha
yang telah diberikan.
Kesesuaian harga jual
komoditas minyak dan gas
bumi dengan peraturan
perundang-undangan.
Spesifikasi komoditas yang
telah ditetapkan Direktur
Jenderal Minyak dan Gas
Bumi.

Spesifikasi kemoditas sesuai
dengan Perjanjian Jual Beli
dengan konsumen untuk
kegiatan Niaga Gas Bumi
melalui pipa, Niaga Gas Bumi

yang memiliki Fasilitas
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Jaringan Distribusi, Niaga
LNG, Niaga CNG.

(7) Kesesuaian pencampuran
bahan bakar nabati ke dalam
BBM sesuai  pentahapan
pencampuran yang
ditetapkan.

(8) Pelaporan penyalur Badan
Usaha Niaga Migas (penyalur
BBM, BBG, dan LPQG).

(9) Pelaporan kegiatan usaha.

(10) Status dan masa berlaku Izin
Usaha.

(11) Kesesuaian capaian Tingkat
Komponen Dalam  Negeri
Barang dan Jasa.

(12) Kepatuhan pelaksanaan
ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Cara:

(1) Pengawasan laporan Badan
Usaha dilakukan terhadap
laporan Badan Usaha yang
telah mendapatkan Izin
Usaha Niaga Minyak dan Gas
Bumi melalui aplikasi
pelaporan online minyak dan
gas bumi.

(2) Inspeksi lapangan ke lokasi
usaha dengan rincian

kegiatan dalam bentuk :
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b)

(a) Kunjungan fisik/virtual.

(b) Pengecekan fisik
dan/atau dokumen
terkait Izin Usaha.

(c) Tes/pengujian  (apabila
diperlukan).

(d) Pembinaan Badan Usaha
terkait pelaksanaan
kegiatan usaha.

Intensitas:

(1) Pengawasan melalui  inspeksi
lapangan ke lokasi Badan
Usaha dilaksanakan paling
banyak 2 (dua) kali dalam
setahun untuk setiap lokasi
usaha.

(2) Pelaksanaan dengan
mempertimbangkan
ketersediaan anggaran dan
pelaksana pengawasan.

Pengawasan Insidental

Cakupan:

Pengawasan insidental dilakukan

pada waktu tertentu dan

dilaksanakan apabila ada laporan
dan/atau pengaduan dari
masyarakat, pelanggaran terhadap
ketentuan peraturan perundang-
undangan, kebutuhan data realisasi
kegiatan usaha pada proyek prioritas

pemerintah, dan/atau  kebutuhan
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pemerintah lainnya yang ditetapkan
sesuai peraturan perundang-
undangan.
Kepatuhan Badan Usaha bidang hilir
minyak dan gas bumi vang
melakukan kegiatan usaha niaga
minyak dan gas bumi untuk
memenuhi  standar wusaha dan
kewajiban sebagai berikut:

(1) Kesesuaian skema Kkegiatan
usaha dengan ketentuan yang
berlaku.

(2) Kesesuaian sarana dan fasilitas
dengan Izin Usaha vang telah
diberikan.

(3) Kesesuaian merek  dagang
dan/atau  komoditas  yang
diniagakan dengan izin usaha
vang telah diberikan.

(4) Kesesuaian harga jual
komoditas minyak dan gas
bumi dengan peraturan
perundang-undangan.

(3) Spesifikasi kemoditas yang
telah ditetapkan Direktur
Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

(6) Spesilikasi komoditas sesuai
dengan Perjanjian Jual Beli
dengan kensumen untuk
kegiatan Niaga Gas Bumi

melalui pipa, Niaga Gas Bumi
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(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(1)
(2)

(3)

(4)

yvang memiliki Fasilitas Jaringan
Distribusi, Niaga LNG, Niaga
CNG.

Kesesuaian pencampuran
bahan bakar nabati ke dalam
BBM sesuai pentahapan
pencampuran yvang ditetapkan.
Pelaporan  penyalur Badan
Usaha Niaga Migas (penyalur
BBM, BBG, dan LPG).
Pelapcoran kegiatan usaha
melalui sistem pelaporan online.
Status dan masa berlaku Izin
Usaha.

Kepatuhan pelaksanaan
ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Cara:
Inspeksi lapangan ke lokasi usaha
dengan rincian kegiatan dalam

bentuk:

kunjungan fisik/ virtual;
pengecekan  fisik dan/atau
dokumen terkait Izin Usaha;
tes/pengujian (apabila
diperlukan); dan/atau
pembinaan Badan Usaha terkait

pelaksanaan kegiatan usaha.
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()

(3)

()

)

©)

2) Perencanaan pelaksanaan pengawasan

a) Pengawasan Laporan Badan
Usaha:

(1) menyusun jadwal dan

sumber daya manusia

pelaksana pengawasan;
mempersiapkan  perangkat

kerja pengawasan yang

diperlukan.

menyusun daftar Badan
Usaha yang wajib
menyampaikan laporan
usaha;

melakukan evaluasi terhadap
laporan kegiatan usaha yang
disampaikan oleh Badan
Usaha secara elektronik; dan
Rekapitulasi kepatuhan
(pemenuhan kewajiban)
pelaporan Badan Usaha dan
analisis data laporan
kegiatan usaha;

melakukan klarifikasi kepada
Badan Usaha terhadap hasil
evaluasi laporan  Badan
Usaha dengan memanggil
Badan Usaha atau
melakukan inspeksi

lapangan.
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c)

b) Pengawasan Inspeksi Lapangan:
(1) Pelaksana melakukan tindak
lanjut laporan hasil
pengawasan terhadap laporan
Badan Usaha dan/atau tindak
lanjut permohonan izin usaha
baru/penyesuaian/

perpanjangan atau kebutuhan

data lainnya dengan
melakukan inspeksi
lapangan.

(2) Inspeksi lapangan  dapat
dilakukan berdasarkan
laporan masyarakat/instansi
lain terkait pelanggaran
pemenuhan kewajiban Badan
Usaha

(3) Menyusun jadwal, anggaran,
dan sumber daya manusia
pelaksana pengawasan

(4) Melakukan koordinasi dan
mempersiapkan perangkat
kerja pengawasan yang

diperlukan

Perangkat Kerja Pelaksanaan

Pengawasan:

(1) Standar Operasional Prosedur
(SOP) pengawasan laporan
Badan Usaha dan inspeksi
lapangan yvang telah ditetapkan;
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(2) aplikasi pelaporan online minyak
dan gas bumi dan email;

(3) perangkat kerja untuk
pengawasan laporan Badan
Usaha adalah data sheet Badan
Usaha yang meliputi perizinan
vang diberikan, jenis kegiatan
usaha, lokasi usaha, sarana dan
fasilitas yang dimiliki, komoditas
dan lain sebagainya;

(1) Perangkat kerja untuk inspeksi
lapangan antara lain berupa
surat tugas pengawasan dari
pimpinan unit, format dan
substansi berita acara inspeksi
lapangan dan lain sebagainya;
dan/atau

(©) Laporan pelaksanaan inspeksi
lapangan yang disusun
berdasarkan Berita Acara
inspeksi lapangan yang memuat
kondisi kegiatan usaha,
pemenuhan kewajiban Badan
Usaha dan temuan di lapangan
lainnya yang disampaikan

kepada pimpinan unit.

3) Hak dan Kewajiban Pelaksana
Pengawasan:

Hak Pelaksana Pengawasan:
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a)

b)

d)

mendapatkan data dan informasi yang
diperlukan pada saat melaksanakan
pengawasan kepada Badan Usaha.

Kewajiban Pelaksana Pengawasan:

menyiapkan perangkat kerja

pengawasan;

melaksanakan pengawasan sesuai

dengan prosedur pengawasan yang

telah ditetapkan;

membuat berita acara  hasil

pengawasan,;

menyusun laporan hasil

pengawasan untuk disampaikan

kepada pimpinan, yang memuat

antara lain:

(1) Status Perizinan Badan
Usaha;

(2) Status Pelapeoran Usaha
(Rutin/ Tidak Rutin/Tidak

Lapor);
(3) Profil Badan Usaha;
(4) Data sarana dan fasilitas;
(3) Komeoditas yang olah;
(6) Material balance  (jumlah

komeditas yang diterima dan
disalurkan termasuk asal
suplai dan lokasi penyaluran);
(7) Badan Usaha pengguna
fasilitas;
(8) Data rencana dan realisasi

investasi;
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(9) Catatan lain yang ditemukan
saat pengawasan dan perlu

dilaporkan.

4) Pelaksana Pengawasan

Pelaksana pengawasan adalah pegawai

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas

Bumi.

Kompetensi Pengawas:

Pelaksana pengawasan memahami

skema usaha, riwayat perizinan usaha,

daftar dan kapasitas serta teknologi
sarana dan fasilitas yang digunakan,
standar dan mutu produk minyak dan
gas bumi sesuai ketentuan Pemerintah,
dokumen kelengkapan baik
administratif dan teknis dari Badan

Usaha serta peraturan perundang-

undangan terkait.

Perangkat Kerja Pengawasan:

a) Standar Operasional Prosedur
(SOP) pengawasan laporan Badan
Usaha dan inspeksi lapangan yang
telah ditetapkan antara lain:

(1) SOP pengawasan pelaksanaan
Izin Usaha Niaga Minyak dan
Gas Bumi;

(2) SOP pengawasan
pencampuran bahan bakar
nabati kedalam BBM jenis

minyak solar; dan/atau
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(3) SOP pelaporan penunjukan
penvalur oleh Badan Usaha
Niaga Minyak dan Gas Bumi.

b) aplikasi pelaporan online minyak
dan gas bumi dan email;

c) data sheet Badan Usaha yang
meliputi perizinan yang diberikan,
jenis kegiatan usaha, lokasi usaha,
sarana dan fasilitas yang dimiliki,
komoditas dan lain sebagainya;

d) surat tugas pengawasan dari
pimpinan  unit, format dan
substansi berita acara inspeksi
lapangan dan lain sebagainya;
dan/atau

€) Laporan pelaksanaan inspeksi
lapangan yang disusun
berdasarkan Berita Acara inspeksi
lapangan yang memuat kondisi
kegiatan usaha, pemenuhan
kewajiban Badan Usaha dan
temuan di lapangan lainnya yang
disampaikan kepada pimpinan
unit.

Mekanisme, format dan substansi

laporan:

Mekanisme penyampaian laporan:

Laporan pelaksanaan kegiatan usaha

disampaikan oleh Badan Usaha kepada

Direktur Jenderal Minyak dan Gas

Bumi secara elektronik setiap 1 (satu)
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bulan atau sewaktu-waktu apabila

diperlukan.

Substansi  laporan  paling sedikit

memuart:

(1) Pelaporan realisasi kegiatan usaha
niaga meliputi realisasi pasokan
dalam negeri, ekspor, impor,
penjualan, stok dan sebagainya,
atau sesuai format yang diminta
oleh Direktorat Jenderal Minyak
dan Gas Bumi

(2) Pelaporan penvalur meliputi antara
lain nama penyalur,akta pendirian,
NIB, NPWP, data sarfas, surat
perjanjian  Kerjasama, dokumen
keselamatan, dokumen
lingkungan, persetujuan
kesesuaian  pemanfaatan  ruang
untuk  lokasi  sarfas  sesuai
ketentuan dsb, atau sesuai format

vang diminta Ditjen Migas.

6)  Saluran pengaduan masyarakat:
Contact Center KSDM 136

Email: callecenter.migas@esdm.go.id




2021, No.318

-106-

No.

V. STANDAR IZIN USAHA PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI

KBLI: 52104 (Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi)

Ruang Lingkup

Standar ini memuat pengaturan yang terkait

dengan kelompok usaha pada KBLI 52104 yang

mencakup kegiatan usaha penyimpanan minyak

dan gas bumi yang meliputi kegiatan penerimaan,

pengumpulan, penampungan dan pengeluaran

minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bhakar

gas, dan/atau hasil olahan pada lokasi di atas

dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau

permukaan air untuk tujuan komersial termasuk

penyimpanan di zona perdagangan bebas.

Istilah dan

Definisi

a.

Minyak Bumi adalah hasil proses alami
berupa hidrokarbon yang dalam Lkondisi
tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa
cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral
atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari
proses penambangan, tetapi tidak termasuk
batubara atau endapan hidrokarbon lain vang
berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan
yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha
Minyak dan Gas Bumi.

Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa
hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan
temperatur atmosfer berupa fasa gas vang
diperoleh dari proses penambangan Minyak
dan Gas Bumi.

Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya
disingkat BBM adalah bahan bakar yang
berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.
Bahan Bakar Gas yang selanjutnya disingkat
BBG adalah bahan bakar yang berasal dari
Gas Bumi dan/atau hasil clahan dari Minyak

dan Gas Bumi.
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e. Hasil Olahan adalah hasil dan/atau produk
sclain BBM danj/atau BBG yang dipercleh
dari kegiatan hasil pengolahan minyak dan
gas bumi baik berupa produk akhir atau
produk antara kecuali pelumas dan
petrokimia.

f.  Liguefied Petroleum Gas yang sclanjutnya
disingkat LPG adalah gas hidrokarbon vang
dicairkan dengan tekanan untuk
memudahkan penyimpanan, pengangkutan,
dan penanganannya yang pada dasarnya
terdiri atas propana, butana, atau campuran
keduanya.

g. Liquefied Natural Gas yang selanjutnya
disingkat LNG adalah Gas Bumi yang
terutama terdiri dari metana yang dicairkan
pada suhu sangat rendah (sekitar minus
160°C) dan dipertahankan dalam keadaan
cair untuk mempermudah transportasi dan
penimbunan.

h. Compressed Natural Gas yang sclanjutnya
disingkat CNG adalah Bahan Bakar Gas vang
berasal dari Gas Bumi dengan unsur utama
berupa metana (C1) yang telah dimampatkan

dan dipertahankan serta disimpan pada

bejana bertekanan khusus untuk
mempermudah transportasi dan
penimbunan.

i. Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi adalah
kegiatan penerimaan, pengumpulan,
penampungan, dan pengeluaran Minyak

Bumi dan/atau Gas Bumi.
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j.  Izin Usaha Sementara Penyimpanan Minyak
dan Gas Bumi adalah izin yang bersifat
sementara dalam rangka pembangunan atau
penyiapan sarana dan fasilitas untuk
melakukan kegiatan usaha dan pengurusan
perizinan-perizinan dari instansi lain vang
diberikan kepada Badan Usaha sebelum
diberikan Izin Usaha Penyimpanan Minyak
dan Gas Bumi.

k. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada
Badan Usaha untuk melaksanakan
Pengolahan, Pengangkutan, FPenyimpanan
dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh
keuntungan dan/atau laba.

.  Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk
badan hukum vang menjalankan jenis usaha
yang bersifat tetap, terus menerus, dan
didirikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan serta bekerja dan
berkedudukan dalam  wilayah  Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

3. Penggolongan a. Izin Usaha Sementara Penyimpanan Minyak
Usaha dan Gas Bumi, dengan jenis kegiatan:
1) Penyimpanan Minyak Bumi
2) Penyimpanan BBM
3) Penyimpanan LPG, LNG, CNG, atau BBG
4] Penyimpanan Hasil Olahan
b. Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas
Bumi, dengan jenis kegiatan:
1) Penyimpanan Minyak Bumi
2) Penyimpanan BBM
3) Penyimpanan LPG, LNG, CNG, atau BBG
4] Penyimpanan Hasil Olahan
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4. Persyaratan a. Persyaratan administratif Izin Usaha
Umum Usaha Sementara/Izin

Usaha/perpanjangan/penyesuaian lzin Usaha

Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi:

1) Daftar Penerima Manfaat (Beneficial
Ownership);

2) Identitas dan Surat Kuasa Narahubung;

3) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan
berusaha atau sesuai peraturan
perundang-undangan untuk setiap lokasi
sarana dan fasilitas usaha; dan

4) Surat pernyataan tertulis di atas materai
mengenai:

a) kesanggupan Badan Usaha untuk
memenuhi aspek keselamatan,
keschatan kerja dan  pengelolaan
lingkungan hidup;

b) Kesanggupan memenuhi kewajiban
Badan Usaha;

¢) kesanggupan Badan Usaha untuk
memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan;

d) Kesediaan dilakukan audit kepatuhan
terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan;

€) kesanggupan Badan Usaha untuk
menjamin dan bertanggung jawab bahwa
sarana dan fasilitas vang
dimiliki/dikuasai layak beroperasi dan
mampu dijalankan sesuai dengan kaidah
keteknikan yang baik selama masa

operasi;
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[) Badan Usaha bebas dari konflik atau
permasalahan hukum lainnya dengan
pihak lain;

g} Dokumen persyaratan dan
keterangan/pernyataan yang diberikan
adalah benar adanva dan apabila
dikemudian hari terbukti tidak benar
akan dicabut lzin Usahanva sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;
dan

h) kesanggupan menerima penunjukan dan
penugasan dari Menteri untuk
melaksanakan  penyvimpanan  dalam
rangka penyediaan Cadangan Energi dan
pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar di
dalam negeri.

b. Jangka waktu pemenuhan persyaratan umum:

15 hari kerja.

Persyaratan a. Persyaratan teknis Izin Usaha Sementara/lzin
Khusus Usaha Usaha/ perpanjangan/penyesuaian lzin Usaha
Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi:
1) Izin Usaha Sementara Penyimpanan Minyak
dan Gas Bumi:
Studi Kelayakan Usaha, paling sedikit
memuat latar belakang, struktur organisasi,
penggunaan tenaga kerja asing dan tenaga
kerja lokal, skema usaha, rencana lokasi,
rencana fasilitas penyimpanan (jenis,
jumlah, kapasitas, status kepemilikan),
rencana tata waktu pembangunan atau
penyiapan sarana dan fasilitas paling lama
S (lima) tahun, rencana standar serta mutu

komeoditas yang akan disimpan, SOP
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kegiatan usaha, jaminan kecukupan
pendanaan, analisa keekonomian usaha
(rencana biaya investasi, tarif dan
perhitungan kelayakan usaha), rencana
penyediaan fasilitas pengujian mutu
terhadap bahan bakar hasil pencampuran
(bagi Badan Usaha yang akan melakukan
kegiatan pencampuran untuk
menghasilkan Bahan Bakar Minyak
dan/atau Hasil Olahan), kesepakatan
penyvimpanan LNG paling sedikit memuat
volume, jangka waktu kesepakatan dan
waktu dimulainya penyimpanan (bagi
Badan Usaha yang akan melakukan
kegiatan  penyimpanan  LNG), bukti
pelaporan kegiatan usaha penyimpanan
Migas (apabila telah memiliki [zin Usaha
Penyimpanan Migas), serta komitmen
Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang
dan Jasa.

2) lzin Usaha/perpanjangan/penyesuaian lzin
Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi:
a) Studi Kelayakan Usaha, paling sedikit

memuat latar belakang, struktur
organisasi, penggunaan tenaga Kkerja
asing dan tenaga kerja lokal, skema
usaha, lokasi, fasilitas penyimpanan
(jenis, jumlah, kapasitas, status
kepemilikan), tata waktu pembangunan
atau penyiapan sarana dan fasilitas,
standar serta mutu komoditas yang akan
disimpan, SOP kegiatan usaha, jaminan
kecukupan pendanaan, analisa

keekonomian usaha (nilai investasi, tarif
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dan perhitungan kelayakan usaha),
rincian data kapal/ship particulars
(untuk fasilitas penyimpanan di
perairan), penyediaan fasilitas pengujian
mutu terhadap bahan bakar hasil
pencampuran (bagi Badan Usaha yang
akan melakukan kegiatan pencampuran
untuk menghasilkan Bahan Bakar
Minyak danfatau Hasil Olahan),
kesepakatan penyimpanan LNG paling
sedikit memuat volume, jangka waktu
kesepakatan dan waktu dimulainya
penyvimpanan (bagi Badan Usaha yvang
akan melakukan kegiatan penyimpanan
LNG), Rincian  Data Kapal/ Ship
Particulars (bagi Badan Usaha dengan
fasilitas penyimpanan perairan), bulkti
pelaporan kegiatan usaha penyimpanan
Migas (apabila telah memiliki Izin Usaha
Penyimpanan Migas), serta capaian
Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang
dan Jasa;

Persetujuan Lingkungan;

Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan
Instalasi dan Peralatan vang
ditandatangani oleh petugas Dircktorat
Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas
Bumi atau sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Terhadap kegiatan usaha Penyimpanan
Minyak dan Gas Bumi dengan fasilitas
penyimpanan di perairan, agar

melampirkan:
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(1) Gross akta kapal apabila milik
sendiri;

(2) Gross akta kapal dan perjanjian
sewa/kerja sama fasilitas
penyimpanan di perairan, apabila
bukan milik sendiri; dan

(3) Persetujuan Penggunaan Permukaan
Perairan untuk Lokasi Penyimpanan
(penetapan Titik Koordinat) dari
instansi yang berwenang;

e) Kontrak/perjanjian pasckan LNG (Head
of Agreement/HoA) bagi pemohon Izin
Usaha dengan jenis kegiatan
Penyimpanan LNG.

b. Jangka waktu pemenuhan  persyaratan

khusus: paling lama S tahun.

Sarana a. Sarana dan fasilitas pada kegiatan usaha
penyimpanan Minyak dan Gas Bumi meliputi:
1) penyvimpanan di darat antara lain tangki
timbun, bejana tekan;
2) penyimpanan di perairan antara lain
floating storage;
3) peralatan listrik;
4) peralatan putar antara lain pompa,
COmpressor,
3) peralatan pendukung lainnya.
b. Sarana dan fasilitas penyimpanan Minyak dan
Gas Bumi wajib memiliki:
1) Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan
Instalasi dan Peralatan yang ditandatangani
oleh petugas Direktorat Teknik dan

Lingkungan Minyak dan Gas Bumi atau
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sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

2) dokumen keselamatan berupa Certificate of
Inspection (Col) untuk peralatannya.

c. Sarana dan fasilitas penyimpanan Minyak dan
Gas Bumi wajib dinyatakan layvak operasi oleh
Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan
Gas Bumi atau sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, serta telah
mendapatkan Persetujuan Lingkungan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Struktur Struktur organisasi Badan Usaha masing-masing
Organisasi SDM | yang memuat tugas, fungsi dan pembagian
dan SDM kewenangan dalam organisasi Badan Usaha

penyimpanan Minyak dan Gas Bumi.

8. Pelayanan a. Menyediakan sarana dan fasilitas
penyimpanan Minyak dan Gas Bumi yvang
memenuhi standar keselamatan dan
pengelolaan lingkungan hidup.

b. Melakukan kegiatan usaha penyimpanan
Minyak dan Gas Bumi dengan spesifikasi
komoditas yvang telah ditentukan Pemerintah
berdasar Peraturan terkait Standar dan Mutu

Produk/Jasa yang beredar di dalam negeri.

9. | Persyaratan a. Fasilitas penyimpanan minyak dan gas bumi

Produk/Jasa yvang dinyatakan layak operasi oleh Direktorat
Jenderal Minyak dan Gas Bumi serta telah
memiliki Persetujuan Lingkungan dari instansi
yang berwenang sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

b. Standar dan mutu (spesifikasi) produk vang
disimpan untuk kebutuhan bahan bakar

dalam negeri didasarkan pada:
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1)

2)

3)

4)

S)

0)

7)

8)

Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan
Gas Bumi tentang Standar dan Mutu
(Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis
Bensin (Ron 88, 90, 91, 95 dan 98);
Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan
Gas Bumi tentang Standar dan Mutu
(Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis
Solar (Cetane Number 48 dan 51);
Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan
Gas Bumi tentang Standar dan Mutu
(Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis
Minyak Bakar dan Marine Fuel Oil (MFO)
Rendah Sulfur;

Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan
Gas Bumi tentang Standar dan Mutu
(Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis
Medium Distillate Fuel;

Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan
Gas Bumi tentang Standar dan Mutu
(Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis
Minyak Tanah;

Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan
Gas Bumi tentang Standar dan Mutu
(Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis
Avtur;

Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan
Gas Bumi tentang Standar dan Mutu
(Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis
Avgas;

Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan
Gas Bumi tentang Standar dan Mutu
(Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis

Solar Campuran Biodiesel;

2021, No.318
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9) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan
Gas Bumi tentang Standar dan Mutu
(Spesifikasi) Bahan Bakar Gas Jenis
Liquified Petroleum Gas (LPG) dan LPG
untuk Kendaraan Bermotor;

10) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan
Gas Bumi tentang Standar dan Mutu
(Spesifikasi) Compressed Natural Gas
(CNG) untuk Transportasi;

11) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan
Gas Bumi tentang Standar dan Mutu
(Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis
Solar Campuran Biodiesel 30% (B-30) yang
dipasarkan di dalam negeri; dan/atau

12) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan
Gas Bumi tentang Standar dan Mutu
(Spesifikasi) lainnya ditetapkan
berdasarkan perkembangan bahan bakar
minyak dan gas bumi yang beredar di

dalam negeri.

10. | Sistem a. Memiliki Standar Operation Procedure (SOP)
Manajemen terkait pelayanan kegiatan penyimpanan
Usaha Minyak dan Gas Bumi dan pengoperasian

sarana dan fasilitas penyimpanan.

b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak
lanjut yang efektif terhadap kegiatan
usahanya.

c. Melaporkan kegiatan usahanya secara berkala

kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas

Bumi.
11. | Penilaian a. Penilaian Kesesuaian
Kesesuaian dan 1) Tingkat Risikeo Tinggi

Pengawasan
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2) Penilaian terhadap kesesuaian dengan
verifikasi persyaratan administrasi dan
teknis  dilaksanakan oleh  Direktorat
Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk
mengevaluasi berkas persyaratan telah
terpenuhi, serta dapat dilakukan klarifikasi

dan kunjungan lokasi.

b. Pengawasan
1) Norma Pengawasan
a) Pengawasan Rutin:

Cakupan:

Kepatuhan Badan Usaha kegiatan usaha

penyvimpanan Minyak dan Gas Bumi

untuk memenuhi standar usaha dan
kewajiban sebagai berikut:

(1) Kesesuaian capaian Tingkat
Komponen Dalam Negeri.

(2) Kesesuaian skema kegiatan usaha
dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Kesesuaian sarana dan fasilitas
dengan Izin Usaha yang telah
diberikan.

(1) Spesifikasi komoditas yang telah
ditentukan Direktur Jenderal Minyak
dan Gas Bumi.

(9) Pelaporan kegiatan usaha.

(6) Status dan masa berlaku Izin Usaha.

(7) Kepatuhan pelaksanaan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Cara:
(1) Pengawasan laporan Badan Usaha
dilakukan terhadap laporan Badan

Usaha yang telah mendapatkan Izin
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Usaha di bidang penyimpanan
minyak dan gas bumi melalui aplikasi
pelaporan online minyak dan gas
bumi.

(2) Inspeksi lapangan ke lokasi usaha
dengan rincian kegiatan dalam
bentuk:

(a) kunjungan fisik/virtual;

(b) pengecekan fisik dan/atau
dokumen terkait Izin Usaha;

(c) tes/pengujian (apabila
diperlukan); dan/atau

(d) pembinaan Badan Usaha terkait

pelaksanaan kegiatan usaha.

Intensitas:
(1) Pengawasan melalui inspeksi
lapangan ke lokasi usaha

dilaksanakan paling banyak 2 (dua)
kali dalam setahun untuk setiap
lokasi usaha.

(2) Pengawasan melalui inspeksi
lapangan dilaksanakan dengan
mempertimbangkan ketersediaan

anggaran dan pelaksana pengawasan.

Pengawasan Insidental

Cakupan:

Pengawasan insidental dilakukan pada
waktu tertentu dan dilaksanakan apabila
ada laporan dan/atau pengaduan dari
masyarakat, pelanggaran  terhadap
ketentuan peraturan perundang-

undangan, kebutuhan data realisasi
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kegiatan usaha pada proyek prioritas

pemerintah, dan/atau kebutuhan

pemerintah lainnya yang ditetapkan
sesuai peraturan perundang-undangan.

Kepatuhan Badan Usaha kegiatan usaha

penyimpanan minyak dan gas bumi

untuk memenuhi standar usaha dan
kewajiban sebagai berikut:

(1) kesesuaian skema kegiatan usaha
dengan ketentuan yang berlaku;

(2) kesesuaian sarana dan fasilitas
dengan Izin Usaha vyang telah
diberikan;

(3) spesifikasi komoditas yang telah
ditentukan Direktur Jenderal Minyak
dan Gas Bumi;

(4) pelaporan kegiatan usaha setiap 3
(tiga) bulan sekali atau sewaktu-
waktu apabila diperlukan; dan

(9) status dan masa berlaku Izin Usaha.

(6) Kepatuhan pelaksanaan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Cara:

Inspeksi lapangan ke Ilockasi usaha

dengan rincian kegiatan dalam bentuk:

(1) kunjungan fisik/virtual;

(2) pengecekan fisik dan/atau dokumen
terkait Izin Usaha;

(3) tes/pengujian (apabila diperlukan);
dan/atau

(4) pembinaan Badan Usaha terkait

pelaksanaan kegiatan usaha.
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2) Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan:
a) Pengawasan Laporan Badan Usaha:

(1) menyusun jadwal dan sumber daya
manusia pelaksana pengawasan;

(2) mempersiapkan  perangkat kerja
pengawasan yvang diperlukan;

(3) menyusun daftar Badan Usaha yang
wajib menyampaikan laporan usaha;

(4) melakukan evaluasi terhadap lapeoran
kegiatan wusaha vang disampaikan
cleh Badan Usaha secara elektronik;

() Rekapitulasi kepatuhan (pemenuhan
kewajiban) pelaporan Badan Usaha
dan analisis data laporan kegiatan
usaha;

(6) melakukan klarifikasi kepada Badan
Usaha terhadap  Thasil evaluasi
laporan Badan Usaha dengan
memanggil Badan Usaha atau

melakukan inspeksi lapangan.

b) Pengawasan Inspeksi Lapangan:

(1) Pelaksana melakukan tindak lanjut
laporan hasil pengawasan terhadap
laporan Badan Usaha dan/atau
tindak lanjut permohonan izin usaha
baru/ penyesuaian/perpanjangan
atau kebutuhan data lainnya dengan
melakukan inspeksi lapangan.

(2) Inspeksi lapangan dapat dilakukan
berdasarkan laporan
masyarakat/instansi lain  terkait
pelanggaran pemenuhan kewajiban

Badan Usaha.
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(3) Menyusun jadwal, anggaran, dan
sumber daya manusia pelaksana
pengawasar.

(1) Melakukan koordinasi dan
mempersiapkan  perangkat  kerja

pengawasan vang diperlukan.

¢) Perangkat Kerja Pelaksanaan

Pengawasan:

(1) Standar Operasional Prosedur (SOP)
pengawasan laporan Badan Usaha
dan inspeksi lapangan yang telah
ditetapkan;

(2) aplikasi pelaporan online minyak dan
gas bumi dan email;

(3) perangkat kerja untuk pengawasan
laporan Badan Usaha adalah data
sheet Badan Usaha yang meliputi
perizinan vang diberikan, jenis
kegiatan usaha, lokasi usaha, sarana
dan fasilitas yang dimiliki, komoditas
dan lain sebagainya;

(1) Perangkat kerja untuk inspeksi
lapangan antara lain berupa surat
tugas pengawasan dari pimpinan
unit, format dan substansi berita
acara inspeksi lapangan dan lain
sebagainya; dan/atau

(D) Laporan pelaksanaan inspeksi
lapangan yang disusun berdasarkan
Berita Acara inspeksi lapangan vang
memuat kondisi kegiatan usaha,

pemenuhan kewajiban Badan Usaha
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dan temuan di lapangan lainnya yang

disampaikan kepada pimpinan unit.

3) Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawasan
a) Hak Pelaksana Pengawasan:

Pengawas berhak meminta data vang

diperlukan pada saat pengawasan

kepada Badan Usaha.
b) Kewajiban Pelaksana Pengawasan:

(1) menyiapkan perangkat kerja
pengawasan;

(2) melaksanakan pengawasan sesuai
dengan prosedur pengawasan vang
telah ditetapkan;

(3) membuat Berita Acara;

(4) menyusun laporan hasil pengawasan
untuk disampaikan kepada
pimpinan, yang memuat antara lain:
(a) Status Perizinan Badan Usaha;

(b) Status Pelaporan Usaha
(Rutin/Tidak Rutin/Tidak Lapor);

{c) Profil Badan Usaha,;

(d) Data sarana dan fasilitas;

{e) Komoditas yang disimpan;

{f) Material balance (jumlah
komoditas vyang diterima dan
disalurkan termasuk asal suplai
dan lokasi penyaluran);

{g) Badan Usaha pengguna fasilitas;

(h)Data rencana dan  realisasi
investasi; dan

(i) Catatan lain yang ditemukan saat

pengawasan dan perlu dilaporkan.
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1)

o)

6)

Pelaksana Pengawasan:

Pelaksana pengawasan adalah pegawai
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
Kompetensi Pengawas:

Pelaksana pengawasan memahami skema
usaha, riwayat perizinan usaha, daftar dan
kapasitas serta teknologi sarana dan
fasilitas yang digunakan, standar dan mutu
produk minyak dan gas bumi sesuai
ketentuan dari Direktur Jenderal Migas,
dokumen kelengkapan baik administratif
dan teknis dari Badan Usaha serta

peraturan perundang-undangan terkait.

Mekanisme, Format dan Substansi Lapcoran

Mekanisme penyampaian laporan:

Laporan pelaksanaan kegiatan usaha

disampaikan oleh Badan Usaha kepada

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

secara elektronik setiap 3 (tiga) bulan, atau

sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Substansi laporan paling sedikit memuat:

a) Jenis komoditas yang disimpan;

b) Material balance per bulan (jumlah
komeditas yang diterima dan disalurkan,
termasuk asal suplai dan lokasi
penyaluran); dan

c) Badan Usaha pengguna fasilitas
penyimpanan.

Saluran pengaduan masyarakat:

Contact Center ESDM 136

Email : callcenter.migas@esdm.go.id
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No. I. STANDAR SURAT KEMAMPUAN USAHA PENUNJANG (SKUP)
JASA DAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI

KBLI terkait:

KBLI JASA:

02403, 09100, 33111,
38220, 41013, 42101,
43303, 43901, 50111,
50212, 50215, 50217,
01105, 52229, 52240,
71206, 71209, 72102.

KBLI BARANG:
14111, 28240, 28130,
26511, 25952, 25920,
23941, 22192, 22123,
14131, 24101, 25111,
22201, 27111, 27112.

33122, 33141, 33142, 33149, 33151, 37021,
42102, 42201, 42914, 42915, 43120, 43223,
50114, 50131, 50132, 50133, 50134, 50211,
50222, 50223, 50225, 50227, 51101, 51102,
52299, 71102, 71202, 71203, 71204, 71205,

27900, 27320, 27310, 27120, 27113, 26514,
25120, 25120, 25113, 24205, 24103, 23953,
20299, 20202, 20222, 20221, 20118, 15203,
25119, 23919, 23911, 26120, 58200, 28299,

1. | Ruang Lingkup

Standar ini mengatur dan menetapkan batasan

tentang persyaratan pemberian persetujuan

Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP)

Migas vang meliputi:

a.

Klasifikasi usaha yang dapat mengajukan
persetujuan ini adalah Badan Usaha (BU)
Penunjang Migas yang memiliki ljin Usaha
Industri dan Jasa untuk mendukung
kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
Tingkat resiko persetujuan ini adalah
menengah tinggi.

Persyaratan untuk persetujuan SKUP
Usaha Jasa dan Industri Penunjang Migas.
Persetujuan penerbitan SKUP Usaha Jasa

dan Industri Penunjang Migas diberikan
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oleh Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral.
2. | Istilah dan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi
Definisi yang selanjutnya disebut Usaha

Penunjang Migas adalah kegiatan usaha
vang menunjang kegiatan usaha minyak
dan gas bumi.

Usaha Industri Penunjang Minyak dan
Gas Bumi yang selanjutnya disebut Usaha
Industri Penunjang Migas adalah kegiatan
usaha industri yang menghasilkan
barang, material dan/atau peralatan yang
digunakan

sebagai penunjang dalam kegiatan usaha
minyak dan gas bumi.

Industri Material adalah kegiatan usaha
industri yang menghasilkan benda dalam
berbagai bentuk dan uraian yang meliputi
bahan baku, barang setengah jadi,
dan/atau barang jadi yang digunakan
sebagai penunjang dalam kegiatan usaha
minyak dan gas bumi.

Industri Peralatan adalah kegiatan usaha
industri yvang menghasilkan benda-benda
dalam berbagai bentuk, yang dirakit
menjadi satu kesatuan vang mempunyai
fungsi untuk tujuan tertentu yang
digunakan sebagai penunjang dalam
kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
Usaha Jasa Konstruksi Minyak dan Gas
Bumi atau Usaha Jasa Konstruksi Migas
adalah kegiatan usaha jasa layanan untuk
penanganan pekerjaan bangunan atau

konstruksi atau wujud fisik lainnya dalam
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menunjang kegiatan usaha minyak dan
gas bumi.

f. Usaha Jasa Non Konstruksi Minyak dan
Gas Bumi atau Usaha Jasa Non
Kenstruksi Migas adalah kegiatan usaha
jasa layanan pekerjaan dalam menunjang
kegiatan Usaha Minyak dan Gas bumi
selain usaha jasa konstruksi Migas dan
Usaha Industri Penunjang Minyak dan
Gas Bumi.

g. Surat Kemampuan Usaha Penunjang
Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya
disebut SKUP Migas adalah surat yang
diberikan kepada Perusahaan atau
perseorangan yang memiliki kemampuan
nyata memproduksi barang dan atau jasa
dalam negeri berdasarkan hasil penelitian,
dan penilaian yang meliputi aspek legal
berupa status usaha dan finansial, aspek
teknis berupa kemarnpuan produksi dan
sistem manajemen, aspek jaringan
pemasaran dan aspek layanan purna jual.

h. Perusahaan adalah Badan Usaha Milik
Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan
Usaha Swasta, Badan Layanan Umum dan
Koperasi yang berbadan hukum Indonesia
vang bergerak dalam bidang Usaha

Penunjang Migas.

Persyaratan Persvaratan Umum Usaha Jasa Penunjang

Umum

Minvak dan Gas Bumi

Syarat wajib:
a. Laporan Keuangan 1 (Satu) tahun

terakhir;
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b. Daftar Peralatan & Software sesuai dan
Bukti Kepemilikan. Bukti Kepemilikan
termaksud adalah bukti penguasaan
penggunaan peralatan dan software
(perangkat lunak) secara langsung
dan/atau kerja sama dan/atau sewa
dengan badan usaha lain.

c. Daftar Tenaga Kerja Ahli dan Terampil dan
Sertifikat Tenaga Kerja Ahli dan Terampil.
Bukti Sertifikat Tenaga Kerja Ahli
termaksud adalah bukti keahlian tenaga
ahli untuk melaksanakan pekerjaan yang
dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi.
Bukti Sertifikasi Tenaga Terampil adalah
bukti keterampilan berdasarkan disiplin

keilmuan tertentu.

Syarat Pendukung:

a. sertifikat Manajemen Mutu, Lingkungan,
K3;

b. pengalaman perusahaan;
jaringan rantai suplai; dan

d. jaminan purna jual.

Persvaratan Umum Industri Penunjang Migas

Syarat wajib:
a. laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir;
b. daftar peralatan produksi; dan

C. daftar tenaga kerja.

Syarat Pendukung:
a. sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri
(TKDN);

b. spesifikasi/standar mutu produk;
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c. sertifikat manajemen mutu, lingkungan,
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3), dan
produk;
d. pengalaman pekerjaan;
€. jaringan pemasaran; dan
f. jaminan purna jual.
Unit penanggung jawab berada di Direktorat
Pembinaan Program  Migas. Persetujuan
diberikan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan
Gas.
Jangka waktu pemenuhan persyaratan umumn:
3 hari kerja
4. Persyaratan Jasa Konstruksi Migas:
khusus atau | Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi
Persyaratan Jasa Non Konstruksi (Jasa Inspeksi Teknis):
Teknis a. Sertifikat Manajemen Lembaga Inspeksi;
b. Kepemilikan Standar sesuai bidang
inspeksi.
Jasa Non Konstruksi Migas (Jasa Penvewaan
Pengangkutan):
a. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan
Laut (SIUPAL)
b. SuratIzin Usaha Angkutan Udara
c. Gross Akta Kapal (optional)
Jasa Non Konstruksi Migas (Jasa Geologi dan
Geofisika):
Surat Izin Usaha Jasa Survei (bagi Badan
Usaha yvang melakukan Kegiatan Survei)
Industri Penunjang Migas
Surat Izin Usaha Industri
5. Sarana Usaha Jasa Penunjang Migas:
a. memiliki peralatan untuk melakukan
kemampuan jasa
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b. memiliki tenaga kerja (tetap) vang

mendukung dalam melaksanakan
kemampuan jasa

C. memiliki pengalaman sesuai dengan
kemampuan jasa

d. memiliki fasilitas kerja (baik sewa maupun
milik sendiri)

Usaha Industri Penunjang Migas:

a. Area tempat/lahan untuk melakukan
proses produk.

b. Peralatan dan/atau teknologi untuk
membuat produk

c. Sumber Daya Manusia yang sesuai
dengan klasifikasi kebutuhan produk

sesuai dengan hasil produksinya

Penilaian a. Penilaian Kesesuaian
kesesuaian dan Penilaian Kesesuaian Bidang Usaha Jasa
pengawasan Migas

1) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas
Bumi melakukan penilaian kesesuian
data dan informasi yang diberikan saat
pengajuan persetujuan SKUP
dan/atau Laporan Usaha Jasa Migas
meliputi:

a) Status wusaha dan keuangan,
dengan bobot nilai maksimal 10
(sepuluh),

(1) Legalitas pendirian
perusahaan;

(2) Legalitas pengangkatan direksi
dan komisaris;

(3) Legalitas pajak;

(4) Laporan keuangan; dan

(5) Legalitas status usaha.




2021, No.318

-130-

No.

I.

STANDAR SURAT KEMAMPUAN USAHA PENUNJANG (SKUP)
JASA DAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI

b)

Kemampuan/Kapasitas Jasa,
dengan bobot nilai maksimal 40
(empat puluh), meliputi:

(1) Kepemilikan alat dan/atau

perangkat lunak;

(2) Status dan kualifikasi tenaga
kerja; dan

(3) Spesifikasi/standar mutu

produk dan/atau kemampuan
manajemen proyek.
Pengalaman perusahaan dengan
bobot nilai maksimal 20 (dua
puluhy), meliputi pengalaman
perusahaan dan  pengalaman
personil.
Sistem manajemen mutu, dengan
bobot nilai maksimal 10 (sepuluh),
meliputi standar dan sertifikasi
manajemen mutu;
Penerapan keselamatan dan
Kesehatan kerja serta
perlindungan lingkungan hidup,
dengan  bobot maksimal 10
(sepuluh), meliputi:
(1) Standar dan sertifikasi
manajemen lingkungan; dan
(2) Standar dan sertfikasi
manajemen keselamatan dan
Kesehatan kerja.
Jaringan rantai suplai, dengan
bobot nilai maksimal S (lima),
meliputi  lokal, mnasional dan

internasional,
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g) Kualitas Jasa, dengan bobot nilai
maksimal S5 (lima), meliputi
kualitas jasa dan layanan purna
jual.

2) Melakukan penilaian kemampuan
bidang jasa dan evaluasi dokumen
pendukungnya dalam fasilitas
workshop/kantor/lokasi kerja
berdasarkan alur proses kegiatan jasa
meliputi:

a) Mengevaluasi data dan/atau
informasi pada SKUP dengan data

dukung asli, termasuk prosedur

kerja.

b) Kesesuaian dokumen peralatan
dengan dokumen
pembelian/dokumen kalibrasi
alat/ Persetujuan Layak

Operasi/ Certificate of Conformance
(COQC)/Gross Akta Kapal/lainnya
sesuai dengan peralatan.

c¢) Kesesuaian dokumen tenaga kerja
dengan sertifikat
keahlian/keterampilan, ijasah, dan
perjanjian  tenaga kerja pada
perusahaan.

d) Kesesuaian dokumen pengalaman
dengan bidang kemampuan jasa
vang diajukan serta pada bukti
kontrak pengalaman beserta
realisasi TKDN pengalaman kerja
tersebut.

€) Kesesuaian kemampuan bidang

jasa dengan peralatan, tenaga kerja
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dan pengalaman pada perusahaan

tersebut.

Penilaian Kesesuaian Bidang Usaha

Industri Migas

1)

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas

Bumi melakukan penilaian kesesuian

data dan informasi yang diberikan saat

pengajuan persetujuan SKUP
dan/atau Laporan Usaha Industri

Migas meliputi:

a) Status Usaha dan keunangan,
dengan bebot nilai maksimal 10
(sepuluh),

(1) Akte Pendirian Perusahaan
dan Akte Perubahannya

(2) Surat ljin Industri

(3) NPWP dan Laporan Keuangan

(1) Bukti Status Kepemilikan
lahan dan Peralatan

b) Kemampuan/Kapasitas Produksi,
dengan bobot nilai maksimal 30
(tiga puluh);

(1) Alur Proses Produksi
(2) Datftar Peralatan Produksi
(3) Daftar Tenaga Kerja

¢) Pengalaman Perusahaan, dengan
bobot nilai maksimal 15 (lima
belas);

(1) Daftar pengalaman kerja
(2) Sertifikat TKDN

d) Sertifikat/Standar Mutu Produk,

dengan bobot nilai maksimal 15

(lima belas);
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g)

(1) Spesifikasi/Standar Mutu Produk
(2) Sertifikat Produk

Sistem Manajemen, dengan bobot
nilai maksimal 20 (dua puluh);

(1) Sertifikat Manajemen Mutu

(2) Sistem Manajemen Lingkungan
(3) Sistem Manajemen K3

Jaringan Pemasaran, dengan bobot
nilai maksimal S (lima).

Jaminan Purna Jual, dengan bobot

nilai maksimal 5 (lima).

2) Melakukan penilaian proses produksi
dan evaluasi dokumen pendukungnya di
dalam fasilitas workshop/manufaktur/
kantor berdasarkan flow produksi
mengacu pada standard/sertifikasi yang

nasional dan/atau internasional meliputi

area:

a) Design dan Engineering

b) Laboratorium uji material dan produk

c¢) Kedatangan Raw Material (Incoming
Material)

d) Fasilitas Proeduksi (peralatan utama,
peralatan  uji/testing/pengukuran,
peralatan pendukung)

e) pendukung/penunjang)

f) Finishing

g) Packaging

Peringkat berdasarkan penilaian

kemampuan sebagaimana dimaksud pada
angka 1 dan 2 Badan Usaha Penunjang
ditetapkan peringkat dengan kategori

sebagai berikut;
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a.

b.

C.

d.

1)

jumlah bebot nilai Perusahaan atau
perseorangan kurang dari 40 (empat
puluh), dikategorikan tidak mampu;
jumlah bobot nilai Pemsahaan atau
persecrangan lebih dari 40 (empat puluh)
sampai dengan 60 (enam puluh),
diberikan kategori bintang satu (*);
jumlah bobot nilai Perusahaan atau
perseorangan lebih dari 60 (enam puluh)
sampai dengan 80 (delapan puluh),
diberikan kategori, bintang dua (**); atau
jumlah bobot nilai Perusahaan atau
perseorangan lebih dari 80
(delapanpuluh), diberikan kategori
bintang tiga (***).

b. Pengawasan

Norma pengawasan

Pengawasan Rutin:

Cakupan:

a) Berdasarkan laporan pelaksanaan
kegiatan

b) Audit Kepatuhan terhadap:

(1) capaian TKDN atau Nilai TKDN
untuk Usaha Industri Penunjang
Minyak dan Gas Bumi;

(2) nilai investasi;

(3) peralatan, pengalaman kerja, dan
Tenaga Kerja;

(4) Jenis Produk dan Sertifikasi
Produk Untuk Usaha Industri
Penunjang Minyak dan Gas Bumij;

(35) alih teknologi;
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(6) kegiatan pemberdayaan
masyarakat; dan
(7) evaluasi aspek Keselamatan dan

Kesehatan Kerja

Cara:

a) Pengawasan laporan Badan Usaha
dilakukan terhadap laporan Badan
Usaha yang telah mendapatkan
Surat Kemampuan Usaha
Penunjang (SKUP) migas melalui
aplikasi pelaporan SKUP online.

b) Verifikasi lapangan ke lokasi
kegiatan dengan rincian kegiatan
dalam bentuk:

(1) kunjungan fisik/virtual;

(2) pengecekan  fisik dan/atau
dokumen terkait Izin;

(3) tes/pengujian (apabila
diperlukan); dan/atau

(4) pembinaan terkait pelaksanaan

kegiatan.

Intensitas:

a) Pengawasan  dilakukan melalui
pelaporan berkala setiap 6 bulan
oleh Badan Usaha.

b) Pengawasan melalui verifikasi
lapangan dilaksanakan dengan
mempertimbangkan  ketersediaan
anggaran dan pelaksana

pengawasan.
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Pengawasan Insidental:

Cakupan:

Pengawasan insidental dilakukan pada
waktu tertentu dan dilaksanakan

apabila ada laporan dan/atau

pengaduan dari masyarakat,
pelanggaran terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan,

kebutuhan data realisasi kegiatan pada
proyek prioritas pemerintah, dan/atau
kebutuhan pemerintah lainnya yang
ditetapkan sesuai peraturan
perundang-undangan.

a) Audit Kepatuhan terhadap:

(1) capaian TKDN atau Nilai TKDN
untuk Usaha Industri
Penunjang Minyak dan Gas
Bumi;

(2) nilai investasi;

(3) peralatan, pengalaman kerja,
dan tenaga kerja;

(4) Jenis Produk dan Sertifikasi
Produk Untuk Usaha Industri
Penunjang Minyak dan Gas
Bumi;

(9) alih teknologi;

(6) kegiatan pemberdayaan
masyarakat; dan

(7) evaluasi aspek Keselamatan dan
Kesehatan Kerja.

Perencanaan pelaksanaan pengawasan

a) Pelaksana melakukan tindak lanjut
laporan hasil pengawasan terhadap

laporan Badan Usaha dan/atau
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tindak lanjut permchonan SKUP
baru/penyesuaian/perpanjangan
atau kebutuhan data lainnya
dengan melakukan verifikasi
lapangan.

b) Verifikasi lapangan dapat dilakukan
berdasarkan laporan
masyarakat/instansi lain terkait
pelanggaran pemenuhan kewajiban
Badan Usaha.

c) Menyusun jadwal, anggaran, dan
sumber daya manusia pelaksana
pengawasan.

d) Melakukan koordinasi dan
mempersiapkan perangkat kerja
pengawasan yang diperlukan.

Pelaksanaan verifikasi lapangan:

a) Pemeriksaan di lokasi usaha

meliputi:

(1) Dokumen legalitas

(2) Dokumen peralatan

(3) Dokumen tenaga kerja

(4) Dokumen pengalaman kerja

(9) Dokumen terkait produksi
standar acuan pembuatan
produk untuk usaha industri

(6) Dokumen sistem manajemen

(7) Dokumen TKDN.

Perangkat Kerja Pengawasan:

a) Dokumen  Standar Operasional
Prosedur (SOP) pengawasan laporan
Badan Usaha dan verifikasi

lapangan yang telah ditetapkan.
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STANDAR SURAT KEMAMPUAN USAHA PENUNJANG (SKUP)
JASA DAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI

3)

b)

o

d)

Aplikasi pelaporan online SKUP dan
email.

Perangkat kerja untuk pengawasan
laporan Badan Usaha adalah data
vang meliputi perizinan yang
diberikan, jenis kegiatan, lokasi
usaha, sarana dan fasilitas yang
dimiliki, komoditas dan lain
sebagainya.

Perangkat kerja untuk verifikasi
lapangan antara lain berupa surat
tugas pengawasan dari pimpinan
unit, format dan substansi berita
acara verifikasi lapangan dan lain
sebagainya.

Laporan pelaksanaan  verifikasi
lapangan yang disusun berdasarkan
Berita Acara verifikasi lapangan
yvang memuat kondisi kegiatan
usaha, pemenuhan kewajiban
Badan Usaha dan temuan di
lapangan lainnya yang disampaikan

kepada pimpinan unit.

Hak dan kewajiban pelaksana

pengawasar

a)

b)

Hak Pelaksana Pengawasan:
Pengawas berhak meminta data
yang diperlukan pada saat
pengawasan kepada Badan Usaha.

Kewajiban Pelaksana Pengawasan

(1) melaksanakan pengawasan
sesuai dengan prosedur
pengawasan vang telah

ditetapkan;
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STANDAR SURAT KEMAMPUAN USAHA PENUNJANG (SKUP)
JASA DAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI

(2) membuat Berita Acara,

(3) menyusun laporan hasil
verifikasi lapangan kepada
pimpinan;

(1) melaksanakan tindak lanjut
laporan hasil verifikasi lapangan
apabila diperlukan; dan/atau

a) menyusun laporan hasil
pengawasan untuk disampaikan
kepada pimpinan.

Pelaksana pengawasan

Pelaksana pengawasan adalah pegawai
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas
Bumi.

Kompetensi Pengawas

1) memahami definisi kemampuan
produk dan jasa;

2) memahami peralatan masing-masing
pembuatan produk dan jasa;

3) memahami kebutuhan tenaga kerja
atas kemampuan barang dan jasa
Badan Usaha;

4) memahami sistem manajemen terkait
(mutu dan K3L).

4) Mekanisme, format dan substansi

laporan.

Mekanisme penvampaian lapoeran:

Laporan pelaksanaan kegiatan usaha
disampaikan oleh Badan Usaha kepada
Direktur Jenderal Minyak dan Gas
Bumi secara periodik setiap 6 (enam)
bulan atau sewaktu-waktu apabila

diperlukan.
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O) Substansi laporan paling sedikit

memuat:

a) Pelaporan bulanan kegiatan usaha
penunjang minyak dan gas bumi
meliputi:

(1) Dokumen pendukung SKUP
berupa penilaian rating

(2) Dokumen legalitas

(3) Dokumen peralatan

(4) Dokumen tenaga kerja

(9) Dokumen pengalaman kerja

(6) Dokumen  terkait  produksi
standar acuan pembuatan
produk untuk usaha industri

(7) Dokumen sistem manajemen

(8) Dokumen TKDN

6) Saluran pengaduan masvarakat

Contact Center ESDM 136

Email: callcenter. migas@esdm.ge.id

II. STANDAR RENCANA IMPOR BARANG OPERASI MINYAK DAN
No. GAS BUMI

KBLI terkait: 06100 dan 06201

1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan
mekanisme dan prosedur perolehan Barang
Operasi impor yang digunakan untuk Kegiatan
Usaha Hulu minyak dan gas bumi melalui
pengajuan Rencana Kebutuhan Barang Impor
(RKBI) guna mendapatkan pembebasan bea

masuk dan pajak impor atas Barang Operasi.
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II. STANDAR RENCANA IMPOR BARANG OPERASI MINYAK DAN
GAS BUMI

KBLI terkait: 06100 dan 06201

Impor Barang Operasi untuk Kegiatan Usaha
Hulu minyak dan gas bumi, dapat dilaksanakan
sepanjang belum tersedia dan/atau belum
cukup tersedia produk dalam negeri yang
memenuhi kualitas/mutu, waktu penyerahan
dan/atau harga sesuai dengan ketentuan yang

berlaku terkait pengadaan barang dan jasa.

Istilah dan | & Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha

Definisi yang berintikan atau bertumpu pada
kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi.

b. Barang Operasi adalah semua barang dan
peralatan yang secara langsung
dipergunakan untuk cperasi Kegiatan Usaha
Hulu minyak dan gas bumi termasuk
kegiatan pengolahan lapangan,
pengangkutan, penyimpanan, dan penjualan
hasil proeduksi sendiri yang tidak ditujukan
untuk memperoleh keuntungan dan/atau
laba, antara lain kegiatan Liquefied Natural
Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas
sebagai kelanjutan dari Kegiatan Usaha
Hulu minyak dan gas bumi vang dilakukan
Kontraktor.

c. Rencana Kebutuhan Barang Impor yang
selanjutnya disingkat RKBI adalah dokumen
rencana induk kebutuhan Barang Operasi
vang akan diimpor dan digunakan, yvang
disusun oleh Kontraktor untuk suatu
kegiatan operasi dalam lingkup Kegiatan
Usaha Hulu minyak dan gas bumi, sebagai

dasar pengajuan impor Barang Operasi.
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GAS BUMI

KBLI terkait: 06100 dan 06201

d.

Rencana Impor Barang yang seclanjutnya
disingkat RIB adalah RKBI yang telah
ditandasahkan oleh Direktur Jenderal.
Buku Apresiasi Produk Dalam Negeri yang
selanjutnya disebut Buku APDN adalah
buku vang berisi daftar barang, daftar
penyedia jasa, dan daftar kemampuan
produsen dalam negeri yang telah memiliki
surat kemampuan usaha penunjang minyak
dan gas bumi.

Daftar Inventarisasi Barang adalah suatu
daftar inventarisasi barang produksi dalam
negeri yang dikeluarkan oleh kementerian
yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perindustrian.
Barang Operasi yang diperoleh dari hasil
produk dalam negeri didasarkan pada Buku
APDN dan Daftar Inventarisasi Barang
dengan cara pembelian dan/atau
penyewaan.

Barang Operasi vang diperoleh dari hasil
produk luar negeri merupakan Barang
Operasi yang diimpor dengan cara pembelian
dan/ atau penyewaan

Kontraktor adalah Badan Usaha atau
Bentuk Usaha Tetap vang ditetapkan untuk
melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi
pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan
Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja
Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak
dana Gas Bumi atau Badan Pengelola Migas

Aceh.
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GAS BUMI

KBLI terkait: 06100 dan 06201

i

Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah
badan wusaha atau perseorangan yang
memiliki kemampuan menyediakan barang
dan/atau jasa untuk kepentingan
Kontraktor sesuai dengan bidang usaha dan

kualifikasinya.

Persyaratan

Umum

d.

Penyampaian permohonan harus dilakukan
oleh Kontraktor melalui Surat Permohonan
Penandasahan RKBI (ditandatangani oleh
pejabat  berwenang, Direktur/GM/VP/Sr

Manager);

Surat Rekomendasi Kesesuaian WP&B
(diterbitkan oleh SKK Migas);

. Form Pernyataan Komitmen TKDN;

Surat Pernyataan Barang Operasi tidak

dapat dipenuhi oleh produsen dalam negeri

(ditandatangani oleh pejabat  berwenang,

Direktur/GM/VP/Sr Manager);

Dokumen  transaksi  pengadaan atau

pembelian Barang Operasi (PO/

Pl/CI/MR/PR);

Untuk pengajuan RKBI yang melibatkan

subkontraktor:

- Dokumen Kontrak lengkap (berupa
softcopy);

- Hasil Evaluasi Lelang (Bid Summary)
vang valid,

Assistance Requisition Sheet (untuk Barang
Operasi berupa bahan peledak).

2021, No.318
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II. STANDAR RENCANA IMPOR BARANG OPERASI MINYAK DAN

GAS BUMI

KBLI terkait: 06100 dan 06201

Jangka waktu pemenuhan persyaratan umum

dan persyaratan khusus: 5 (lima) hari kerja.

a |

Persyaratan
khusus
Persyaratan
Teknis

Sarana

Penilaian
kesesuaian

pengawasarl

alzau

dan

a. Program Schedule  dan/atau  waktu

kebutuhan/penggunaan barang.

b. Hasil Kajian vang berisi infomasi tentang,
namun tidak terbatas pada:
1) dasar pembelian barang impor;
2) fungsi barang;
3) tujuan penggunaan barang;
4) bentuk fisik barang berupa
drawing/ katalog;
5) alokasi penempatan dan/atau

penggunaan barang,

c. Untuk Barang Sewa:
1) Status Kepemilikan Barang;
2) Surat Pernyataan Ekspor (diterbitkan
oleh Kontraktor).

d. Untuk Barang Manufaktur/Fabrikasi:

1) Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen
(diterbitkan oleh Kontraktor);

2) Surat Pernyataan Proses Manufaktur
{diterbitkan oleh Kentraktor),

3) Mill Certificate danj/atau Certificate of
Origin (COO);

4) Dokumen Kepabeanan (PIB & SPPB).

a. Penilaian Kesesuaian
Penilaian Rencana Tmpor Barang Operasi
dengan  tingkat risiko Menengah Tinggi

dilakukan melalui verifikasi administrasi,
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II.

STANDAR RENCANA IMPOR BARANG OPERASI MINYAK DAN
GAS BUMI

KBLI terkait: 06100 dan 06201

teknis, dan penggunaan produksi dalam
negeri (mengacu kepada Buku Apresiasi
Produk Dalam Negeri/APDN dan/atau
Daftar Inventarisasi  Barang). Guna
mempereleh klarifikasi lebih lanjut atas
kesesuaian Barang Operasi impor,
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
dapat melakukan uji petik dengan
melaksanakan pemeriksaan secara langsung

di lapangan.

b. Pengawasan
1) Norma Pengawasan

Pengawasan Rutin:

Cakupan:

Pengawasan rutin atas Barang Operasi

impor dilakukan untuk evaluasi terhadap:

a) Kesesuaian dan ketepatan
perencanaan terhadap realisasi

kebutuhan Barang Operasi impor;

b) Kesesuaian spesifikasi dan kuantitas
kebutuhan Barang Operasi impor

terhadap kebutuhan lapangan;

c) Kepatuhan Kontraktor terhadap
pelaksanaan kontrak Barang Operasi

impor status Sewa;

d) Kepatuhan Kontraktor dalam
mengutamakan penggunaan barang,
jasa, teknologi serta kemampuan
rekayasa, dan rancang bangun dalam

negeri.
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STANDAR RENCANA IMPOR BARANG OPERASI MINYAK DAN
GAS BUMI

KBLI terkait: 06100 dan 06201

Cara:

Kepatuhan Kontraktor dalam melaporkan
realisasi impor Barang Operasi
disampaikan melalui media elektronik

berbasis daring (online).

Intensitas:
Pengawasan rutin atas Barang Operasi
impor dilakukan per kuartal di setiap

tahun berjalan.

Pengawasan Insidental:

Cakupan:

Pengawasan insidental dilakukan guna
memastikan kepatuhan Kontraktor
terhadap ketentuan peraturan perundang
undangan atas proses importasi Barang
Operasi. Hal ini dilakukan bilamana di
dalam proses verifikasi dan evaluasi
dokumen importasi Barang Operasi
diperoleh ketidaksesuaian data dan/atau
dokumen, sehingga perlu dilakukan
kunjungan dan/atau pemeriksaan
langsung ke lapangan dan/atau lokasi

keberadaan barang.

Cara:

Pengawasan dilakukan terhadap Barang
Operasi impor yang diperoleh dengan
status beli atau sewa, namun tidak
terbatas kepada pemeriksaan fisik dan
penelaahan dokumen, diantaranya:

a) Laporan Realisasi Impor;

b) Rencana Impor Barang (RIB);
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STANDAR RENCANA IMPOR BARANG OPERASI MINYAK DAN
GAS BUMI

KBLI terkait: 06100 dan 06201

c) Keputusan Menteri Keuangan terkait
pembebasan BM dan PDRI;

d) Persetujuan Impor dan/atau Ekspor
Barang (PIB dan/atau PEB]J;

e) Dckumen inventory.

Intensitas:
Pengawasan insidental dilakukan

sewaktu- waktu apabila diperlukan.

2) Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan

a) Pengawasan Laporan Kontraktor:

(1) Menyusun daftar Kontraktor yang
telah dan belum menyampaikan

laporan realisasi impor;

(2) Melakukan evaluasi terhadap
laporan realisasi impor yang
disampaikan oleh Kontraktor

secara elektronik;

(3) Rekapitulasi kepatuhan
(pemenuhan kewajiban)
pelaporan Kontraktor dan analisis

data laporan realisasi impor;

(4) Melakukan Kklarifikasi kepada
Kontraktor terhadap hasil
evaluasi laporan realisasi impor
dengan mengirimkan surat
pemberitahuan atau  teguran
apabila belum menyampaikan

laporan realisasi impor.
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KBLI terkait: 06100 dan 06201

b) Pengawasan Inspeksi Lapangan:

(1) Pelaksana melakukan
pengawasan insidental
berdasarkan laporan realisasi

impor Kontraktor.

(2) Menyusun jadwal, anggaran, dan
sumber daya manusia pelaksana

pengawasan.

(3) Melakukan koordinasi dan
mempersiapkan perangkat kerja

pengawasan yang diperlukan.

c) Perangkat Kerja Pelaksanaan

Pengawasan:

(1) Standar Operasional Prosedur
(SOP) pengawasan realisasi impor
dan pembinaan KKKS dalam
mengutamakan produk dalam

negeri,

(2) Pelaporan realisasi impor melalui

surat elektronik (email),

(3) Perangkat kerja untuk
pengawasan meliputi dokumen
administrasi dan teknis yang

paling sedikit memuat:

(a) Nama Kontraktor dan bentuk
Kontrak Kerja Sama; status
kegiatan (eksplorasi/

eksploitasi), alamat, dan
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STANDAR RENCANA IMPOR BARANG OPERASI MINYAK DAN
GAS BUMI

KBLI terkait: 06100 dan 06201

daerah operasi, nama
kegiatan/provek;

(b) Dokumen identitas barang
meliputi kode identifikasi
material, deskripsi barang,
spesifikasi, perkiraan jumlah
dan harga, dan tujuan
penggunaan Barang Operasi;

(c) Perangkat kerja untuk
inspeksi lapangan antara lain
berupa surat tugas
pengawasan dari pimpinan
unit, format dan substansi
berita acara inspeksi
lapangan dan lain sebagainya,;
dan/atau

(d) Laporan pelaksanaan inspeksi
lapangan vang disusun
berdasarkan Berita Acara
inspeksi lapangan yang
memuat kondisi kegiatan
usaha, pemenuhan kewajiban
Kontraktor dan temuan di
lapangan lainnya vang
disampaikan kepada
pimpinan unit.

3) Hak dan Kewajiban Pelaksana
Pengawasan
a) Hak Pelaksana Pengawasan:
Pengawas berhak meminta data yang
diperlukan pada saat pengawasan

kepada Kontraktor.
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GAS BUMI

KBLI terkait: 06100 dan 06201

b) Kewajiban Pelaksana Pengawasan:

(1) Menyiapkan perangkat kerja

pengawasan;

(2) Melaksanakan pengawasan sesuai
dengan prosedur pengawasan yang

telah ditetapkan,
(3) Membuat Berita Acara,

(4) Menyusun laporan hasil
pengawasan untuk disampaikan
kepada pimpinan, vang memuat
antara lain kondisi kegiatan usaha,
pemenuhan kewajiban Kontraktor
dan catatan lain yang ditemukan
saat pengawasan dan perlu

dilaporkan.

4] Pelaksana Pengawasan:

Pelaksana pengawasan adalah pegawai
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas

Bumi.

Kompetensi Pengawas:

Pelaksana pengawasan memahami
mekanisme pengadaan barang dan jasa
hulu minyak dan gas bumi, supply chain
management, transaksi perdagangan dan
kepabeanan, dokumen kelengkapan baik
administratif dan teknis dari Kontraktor,
serta ketentuan peraturan perundang -

undangan terkait.
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GAS BUMI

KBLI terkait: 06100 dan 06201

5) Mekanisme, Format dan Substansi
Laporan:
Laporan pelaksanaan kegiatan usaha
disampaikan oleh Kontraktor kepada
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
melalui media elektronik setiap 3 (tiga)
bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila

diperlukan.

6) Saluran Pengaduan Masyarakat:
Contact Center ESDM 136

Email : callcenter.migas@esdm.go.id.

III. STANDAR PENANDASAHAN HASIL VERIFIKASI TINGKAT
KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PADA KEGIATAN USAHA

HULU MIGAS
KBLI terkait: 06100, 06201

Ruang Lingkup

Standar ini mengatur persyaratan yvang harus
dipenuhi oleh pelaku usaha untuk
mendapatkan penandasahan hasil verifikasi
Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Kegiatan
Usaha Hulu Migas.

Istilah dan

Definisi

a. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
adalah kegiatan usaha yang berintikan atau
bertumpu pada kegiatan usaha cksplorasi
dan eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.

b. Produk Dalam Negeri adalah barang
dan/atau Jasa termasuk rancang bangun
dan perekayvasaan yang diproduksi atau
dikerjakan oleh perusahaan yang

berinvestasi dan berproduksi di Indonesia,

2021, No.318
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III. STANDAR PENANDASAHAN HASIL VERIFIKASI TINGKAT
KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PADA KEGIATAN USAHA

HULU MIGAS

KBLI terkait: 06100, 06201

vang dalam  proses produksi atau
pengerjaannya dimungkinkan penggunaan
bahan baku/komponen impor.

Tingkat Komponen Dalam Negeri yang
selanjutnya  disingkat TKDN  adalah
besarnya komponen dalam negeri pada
barang, jasa dan gabungan barang dan jasa
vang dinyatakan dalam perscntase.
Kontraktor adalah Badan Usaha atau
Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan untuk
melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi pada
suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak
Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus
Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak
dan Gas Bumi.

Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah
badan usaha atau perseorangan yang
memiliki kemampuan menyediakan barang
dan/atau jasa untuk kepentingan
Kontraktor sesuai dengan bidang usaha
dan kualifikasinya.

Verifikasi adalah kegiatan untuk
melakukan pencocockan capaian TKDN dari
Produsen Dalam Negeri dan/atau Penyedia
barang dan/atau jasa dengan data yang
diambil atau dikumpulkan dari kegiatan
usaha Produsen Dalam Negeri dan/atau
Penyedia Barang dan/atau Jasa.
Verifikator TKDN adalah fungsional pegawai
Surveyor Independen, Kontraktor Kontrak
Kerja Sama (KKKS), dan Penyedia Barang

dan/ atau Jasa yang telah memiliki
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III. STANDAR PENANDASAHAN HASIL VERIFIKASI TINGKAT
KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PADA KEGIATAN USAHA

HULU MIGAS

KBLI terkait: 06100, 06201

kualifikasi melakukan verifikasi TKDN pada
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Gumi
sesuai dengan kompetensi yang tertera
dalam sertifikat verifikasi TKDN.

Tim Penggunaan Produksi Dalam Negeri
pada Kegiatan Usaha Hulu Migas yang
selanjutnya disingkat Tim P2DN Migas
adalah Tim yang dibentuk oleh Direktur
Jenderal Migas yang terdiri atas personil-
personil yang berasal dari Direktorat
Jenderal Migas, SKK Migas, Kontraktor,

serta instansi dan asosiasi yang terkait.

Persyaratan

Umum

Persyaratan Penandasahan Hasil Verifikasi

TKDN pada Kegiatan Usaha Hulu Migas,

sebagai berikut:

.

Surat permohonan penandasahan (pilih

salah satu)

1) Surveyor Independen, ditandatangani
pimpinan Perusahaan Surveyor
Independen.

2) KKKS, ditandatangani VP SCM KKKS.

Summary report/ Executive Summary.

Persetujuan laporan akhir capaian TKDN

vang ditandatangani Penyedia

Barang/Jasa.

Sertifikat Capaian Akhir TKDN (Khusus

Surveyor Independen) / Surat pernyataan

hasil verifikasi TKDN dari SCM KKKS.

Bukti Rapat Pembukaan dan Penutupan

(Opening Meeting & Closing Meeting)
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III. STANDAR PENANDASAHAN HASIL VERIFIKASI TINGKAT
KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PADA KEGIATAN USAHA

HULU MIGAS

KBLI terkait: 06100, 06201

pelaksanaan verifikasi TKDN (Khusus
Surveyor Independen).

Laporan Hasil Verifikasi TKDN.

Konsep tanda sah TKDN.

Jangka waktu pemenuhan persyaratan umum

dan persyaratan khusus adalah 5 (lima) hari

kerja.

Persyaratan
khusus atau
Persyaratan

Teknis

a.

Khusus Pelaporan TKDN  Gabungan

Barang:

1) Formulir Isian Penilaian TKDN untuk
Gabungan  Barang serta  berkas
pendukungnya.

2) Formulir Rekapitulasi Penilaian TKDN
untuk Gabungan Barang serta berkas
pendukung (Khusus Gabungan
Barang).

Khusus Pelaporan TKDN Jasa / Gabungan

Barang dan Jasa :

1) Formulir Isian Penilaian TKDN untuk
Jasa / Gabungan Barang dan Jasa serta
berkas pendukungnya.

2) Formulir Rekapitulasi Penilaian TKDN
untuk Jasa / Gabungan Barang dan Jasa

serta berkas pendukung.

Sarana

Penilaian
kesesuaian dan

pengawasan

Penilaian Kesesuaian
Penilaian kesesuaian ini dilakukan dengan
memverifikasi persyaratan teknis dan/atau

dengan melaksanakan kunjungan lapangan.
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III. STANDAR PENANDASAHAN HASIL VERIFIKASI TINGKAT
KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PADA KEGIATAN USAHA
HULU MIGAS
KBLI terkait: 06100, 06201

b. Pengawasan
1) Norma Pengawasan
a) Pengawasan Rutin

Cakupan:

Pengawasan rutin dilakukan terhadap

kepatuhan verifikator TKDN Pada

Kegiatan Usaha Hulu Migas dalam

melaksanakan kegiatan verifikasi TKDN

sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan terkait, antara
lain:

(1) Pelaksanaan verifikasi TKDN telah
dilaksanakan sesuai dengan
standar prosedur yang ditetapkan
oleh Direktur Jenderal Minyak dan
Gas Bumi;

(2) Mekanisme perhitungan TKDN telah
dijalankan sesuai dengan standar
prosedur vang ditetapkan oleh
Direktur Jenderal Minyak dan Gas
Bumi;

(3) Verifikator TKDN menjalan prinsip
dan kode etik sebagai verifikator
yang telah ditetapkan oleh Direktur
Jenderal Minyak dan Gas Bumi

antara lain:

Cara:
(1) Pengawasan administratif
dilaksanakan terhadap laporan

hasil verifikasi TKDN.
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(2) Pengawasan lapangan ke lokasi
kegiatan dengan rincian kegiatan:

(a) Penelaahan dokumen;

(b) Kunjungan Lapangan/
pemeriksaan fisik;

(c) Pembinaan kepada verifikator
TKDN dan penyedia barang
dan/atau jasa.

Intensitas:
Pengawasan dilakukan secara periodik
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun

sekali.

b) Pengawasan Insidental

Cakupan:

Pengawasan insidental dilakukan pada

waktu tertentu dan dilaksanakan

apabila ada salah satu pihak dari

Penyedia Barang dan/atau jasa

dan/atau KKKS menolak hasil verifikasi

TKDN yang dilaksanakan oleh

Verifikator TKDN  dari  Surveyor

Independen/personil KKKS. Prosedur

perselisihan  dilaksanakan  dengan

melibatkan Tim P2DN Migas.

Cara:

(1) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas
Bumi mengundang pihak-pihak
yang berselisihan dan Tim P2DN
Migas untuk melakukan review dan
pembahasan atas hasil verifikasi

TKDN.
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(2) Pihak-pihak yang berselisih
memberikan pemaparan terhadap
hasil verifikasi TKDN yang
diperselisihkan.

(3) Tim P2DN Migas melakukan
pembahasan dan penafsiran atas
pemaparan hasil verifikasi TKDN.

() Tim P2DN Migas memutuskan hasil
verifikasi TKDN vang
diperselisihkan.

(5) Apabila dalam penyelesaian
perselisihan  tersebut ditemukan
dokumen yang diserahkan Penyedia
Barang/Jasa terbukti tidak dapat
dipertanggungjawabkan maka akan
dikenakan sanksi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(6) Apabila dalam penyelesaian
perselisihan  tersebut ditemukan
bahwa verifikator melakukan
kesalahan dalam verifikasi maka
akan dikenakan sanksi sesuai
ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(7) Hasil keputusan Tim P2DN Migas
bersifat final dan dilanjutkan
dengan penerbitan sertifikat TKDN
Hail Verifikasi atas Laporan
tersebut.

Intensitas:

Pengawasan dilakukan sewaktu-waktu

apabila diperlukan.
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(1)

(2)

(3)

()

()

(1)

2) Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan
a) Pengawasan laporan hasil verifikasi

TKDN:

Menyusun daftar hasil verifikasi
TKDN yang akan ditanda sahkan.
Memilah kontrak pengadaan barang
dan/atau jasa yang dapat
ditandsahkan.

Mempersiapkan perangkat kerja
pengawasan vang diperlukan.
Melakukan review /evaluasi
terhadap laporan hasil verifikasi
TKDN.

Melakukan Kklarifikasi atas hasil

laporan.

b) Pengawasan Inspeksi Lapangan

Pemantauan pelaksanaan kegiatan
verifikasi TKDN dapat dilakukan
secara acak (sampling) ataupun
berdasarkan laporan dari

masyarakat atau Badan Usaha.

(2) Memastikan data-data perhitungan
verifikasi TKDN sesuai dengan yang
ada di lapangan.

3) Hak dan Kewajiban Pelaksana
Pengawasan
Hak Pelaksana Pengawasan:

Mendapatkan data dan informasi yang
diperlukan pada saat melaksanakan

pengawasan kepada Badan Usaha.
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Kewajiban Pelaksana Pengawasan;

(1) Menyiapkan perangkat kerja
pengawasarn.

(2) Melaksanakan pengawasan secsuai
dengan prosedur pengawasan yang
telah ditetapkan.

(3) Membuat berita acara hasil
pengawasarn.

(4) Menyusun laporan hasil pengawasan

untuk disampaikan kepada pimpinan.

4) Pelaksana Pengawasan
Pelaksana pengawasan dilaksanakan oleh
pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan
Gas Bumi sesuai dengan SOP Pengawasan

yang ditetapkan.

Kompetensi Pengawas:

Pelaksana pengawasan memahami skema
usaha, riwayat perizinan usaha, daftar
dan kapasitas serta teknologi sarana dan
fasilitas yvang digunakan, standar dan
mutu (spesifikasi) produk sesuai
ketentuan dari Direktorat Jenderal
Minyak dan Gas Bumi, kelengkapan
dokumen administratif dan teknis dari
Badan Usaha serta ketentuan peraturan

perundang-undangan terkait.

O) Mekanisme, format, dan substansi
laporan
a) Laporan awal
Laporan awal pelaksanaan kegiatan

verifikasi TKDN disampaikan oleh
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Verifikator TKDN kepada Direktur
Jenderal Minyak dan Gas Bumi secara
clektronik setiap 1 (satu) bulan seckali,
atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
Substansi Laporan awal paling sedikit
memuat:

(1) Pemberi Kerja

(2) Judul Kontrak

(3) Nomor kontrak

(4) Jenis Kentrak

(©) Nilai Kontrak

(6) Tanggal Pelaksanaan Kontrak

(7) Komitmen TKDN

b) Laporan Akhir
Laporan akhir memuat data-data
laporan awal ditambahkan data-data
komponen perhitungan nilai TKDN yang
terdiri dari: Biaya barang/material
terpakai, Biaya tenaga kerja, dan biaya
alat kerja/fasilitas.

6) Saluran Pengaduan Masyarakat
Telp: Contact Center ESDM 136

Email: callcenter.migas@esdm.go.id

No.

IV. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR

MINYAK MENTAH
KBLI terkait: 46610

Ruang Lingkup

a. Standar ini mengatur dan menetapkan

batasan  tentang persyaratan  dalam
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penyelenggaraan pelayanan rekomendasi
kegiatan ekspor dan impor minyak mentah
untuk Badan Usaha Pengolahan Migas.

b. Standar ini disusun sebagai panduan bagi
badan usaha pengolahan migas dalam
rangka melakukan kegiatan ekspor dan

impor minyak mentah.

Istilah dan | a. Rekomendasi ekspor dan impor minyak

Definisi mentah adalah surat keterangan yang
diterbitkan oleh pejabat instansi/unit
(Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumia.n
Menteri Energi dan  Sumber Daya
Mineral/ESDM) yang digunakan sebagai
bahan pertimbangan diterbitkannya
Persetujuan Ekspor dan Impor.

b. Pengolahan Minyak dan Gas Bumi adalah
kegiatan memurnikan, mempercleh bagian-
bagian, mempertinggi mutu, dan
mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi
dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk
pengolahan lapangan.

¢. Kegiatan Usaha Pengolahan Minyak dan Gas
Bumi adalah kegiatan memurnikan,
memperoleh bagian-bagian, mempertinggi
mutu, dan mempertinggi nilai tambah
Minyak dan Gas Bumi yvang menghasilkan
Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas,
Hasil Olahan, LPG dan/atau LNG tetapi
tidak termasuk pengolahan lapangan.

d. Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas
Bumi adalah izin yang diberikan kepada
Badan Usaha untuk melaksanakan

Pengolahan Minvak dan Gas Bumi dengan
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tujuan memperoleh keuntungan dan/atau

laba.

. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk

badan hukum yang menjalankan jenis
usaha yang bersifat tetap, terus menerus,
dan didirikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan serta bekerja dan
berkedudukan dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Minyak Bumi adalah hasil proses alami
berupa hidrokarbon vang dalam kondisi
tekanan dan temperatur atmosfer berupa
fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin
mineral atau ozokerit dan bitumen yang
diperoleh dari proses penambangan, tetapi
tidak termasuk batubara atau endapan
hidrokarbon lain yvang berbentuk padat yvang
diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan
dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas

Bumi.

Persyaratan

Umum

. Persyaratan Administrasi

1) Daftar Penerima manfaat (Beneficial

Ownership);

2) Surat Pernyataan:

a) Untuk kegiatan ekspor: Kesanggupan
mengutamakan pemenuhan
kebutuhan dalam negeri;

b) Untuk kegiatan impor: Kesanggupan
mengutamakan penyerapan suplai
domestik;

c) Kewajiban memenuhi peraturan

perundang-undangan dan kewajiban
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lain yvang ditctapkan oleh instansi
yvang berwenang;

d) Kesanggupan dilakukan inspeksi
lapangan oleh petugas Ditjen Migas
berkenaan dengan pelaksanaan
ekspor/impor Minyvak Mentah; dan

e} Kewajiban  melaporkan realisasi
ekspor/impor Minyak Mentah paling
lama 1 (satu) bulan  setelah
pelaksanaan kegiatan ekspor dan
[mpor Minyak Mentah  kepada
Direktur Jenderal Migas cq Direktur
Pembinaan Usaha Hilir Migas.

b. Jangka waktu pemenuhan persyaratan: 15
hari kerja

Persyaratan
khusus
Persyaratan
Teknis

atau

a. Persyaratan Teknis:

1) Surat Permohonan vang memuat rincian
permohonan impor atau ekspor (jenis,
HS Code, volume, perkiraan harga,
pelabuhan muat, Pelabuhan Bongkar,
Metode pengiriman, Periode Impor atau
ckspor), penjelasan  mengenai  alasan
impor atau ckspor, Material Balance dan
Material Safety Data Sheet (MSDS);

2) Surat atau bukti permintaan supply
domestik kepada KKKS {impor);

3) Surat Bukti Penawaran untuk konsumen
dalam negeri beserta tanggapan dari
konsumen (ekspor);

4) Spesilikasi  Komoditas Impor atau
ekspor;

5) Certificate of Quality;

6) Certificate of Quantity;
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7) Certificate of Origin;

8) Manifest;

9) Bill of lading;

10) Persetujuan Impor atau ekspor dan
Kartu Kendali dari Kementerian
Perdagangan;

11) Surat rekomendasi yang sudah dimiliki
sebelumnya;

12) Invoice pembelian barang (impor) atau
Invoice penjualan barang ke konsumen
(ekspor); dan/atau

13) Penjelasan dan rencana impor atau
ekspor.

b. Untuk Badan Usaha yang baru pertama kali
mengajukan  permohonan  rekomendasi

ekspor atau impor, persyaratan nomor 4

sampai 12 dikecualikan.

S5. Sarana Sarana dan  fasilitas  pengolahan  dan
pendukungnya vang digunakan oleh Badan
Usaha Pengolahan Migas dalam melakukan
kegiatan ekspor impor minyak mentah.

6. Penilaian a. Penilaian Kesesuaian
kesesuaian  dan 1) Tingkat Risiko: Tinggi
pengawasan 2) Penilaian kesesuaian persyaratan

dilaksanakan oleh Direktur Jenderal
Minyak dan Gas Bumi dengan melakukan
verifikasi  terhadap  persyaratan  yang
telah disampaikan, serta dapat dilakukan
Kklarifikasi dan kunjungan lokasi ke
Badan Usaha,

3) Hasil penilaian kesesuaian berupa Surat
Rekomendasi lmpor atau Ekspor Minyak
Mentah digunakan oleh Badan Usaha
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untuk memperoleh Persetujuan Impor
atau Ekspor dari Kementerian

Perdagangan.

b. Pengawasan
1) Norma Pengawasan
a) Pengawasan Rutin

Cakupan:

Badan Usaha yang dapat melakukan

kegiatan ekspor/impor minyak

mentah adalah Badan Usaha yang

memiliki 1zin Usaha dari Kementerian

ESDM dan telah mendapatkan

rekomendasi ekspor dan impor minyak

mentah. Badan Usaha dalam

menjalankan kewajiban yaitu

melaporkan kegiatan ekspor/impor

kepada Direktorat Jenderal Minyak

dan Gas Bumi meliputi diantaranya:

(1) Realisasi volume dan jenis Ekspor
Impor dibandingkan terhadap
rekomendasi yang telah diberikan.

(2) Realisasi Ekspor/Impor
dibandingkan terhadap supply
demand migas dalam negeri.

(3) Nilai realisasi ekspor/impor.

Cara:

(1) Pengawasan laporan pelaku usaha
dilakukan terhadap laporan Badan
Usaha yang telah mendapatkan

rekomendasi Ekspor/Impor.
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(2) Inspeksi lapangan ke lokasi usaha
dengan rincian kegiatan dalam
bentuk:

(a) kunjungan fisik/Virtual ke
lokasi ekspor/impor sesuai
dengan yang tertera di
rekomendasi minimal 1 (satu)
kali dalam setahun;

(b) pengecekan sarana dan
fasilitas pengolahan dan
pendukungnya;

(c) pengecekan hasil uji standar
dan mutu (spesifikasi) minyak
mentah yang akan diekspor
dan diimpor;

(d) realisasi ekspor pada saat
kunjungan fisik/virtual,;
dan/atau

(e) pembinaan Badan  Usaha
terkait pelaksanaan kegiatan

usaha.

Intensitas:

(1) Pengawasan  Laporan  Pelaku
Usaha dilaksanakan minimal 1
(satu) kali dalam setahun atau
sewaktu—waktu apabila
dibutuhkan.

(2) Inspeksi  lapangan  dilakukan
secara berkala dengan

pertimbangan:
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(a) Badan Usaha Pemegang lzin
Usaha yang baru melakukan
ekspor/impor.

(b) Terdapat Lokasi Pelabuhan
Muat atau Pelabuhan Bongkar
ekspor/impor yang baru atau
belum pernah dikunjungi.

(c) Terdapat fasilitas baru dalam
Pelabuhan Muat Ekspor atau
Pelabuhan Bongkar Impor.

(d) Terdapat kegiatan pengiriman

atau muat ekspor.

b) Pengawasan Insidental

Cakupan:

(1) Pengawasan verifikasi lapangan
dilakukan apabila ada pengaduan
dari Stakeholder terhadap kegiatan
ekspor Impor Minyak Mentah oleh
Badan Usaha; dan/atau

(2) Ada kebutuhan pengumpulan data
pelaksanaan Ekspor Impor Minyak
Mentah.

Cara:

Inspeksi lapangan ke lokasi usaha

dengan rincian kegiatan dalam

bentuk:

(1) kunjungan fisik/virtual ke lokasi
usaha atau ke lokasi rencana
ckspor Impor Minyak Mentah
(pelabuhan muat/pelabuhan

bongkar); dan/atau
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(2) pengecekan fisik dan/atau
dokumen terkait kegiatan ekspor

dan Impor Minyak Mentah.

2) Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan
a) Biaya perjalanan dinas dalam rangka
Inspeksi Lapangan dibebankan
kepada APBN;
b) Dilengkapi dengan surat tugas dan

surat perintah perjalanan dinas.

Pengawasan Laporan Badan Usaha:

a) Pelaksana melakukan tindak lanjut
laporan hasil pengawasan atau tindak
lanjut  permchonan  rekomendasi
impor atau ekspor minyak mentah
atau kebutuhan akan data lainnya
dengan melakukan inpeksi lapangan;

b) Inspeksi lapangan dapat dilakukan
berdasarkan laporan
masyarakat/instansi lain  terkait
pelanggaran pemenuhan kewajiban
badan usaha;

c) menyusun jadwal, anggaran, dan
sumber daya manusia pelaksana
pengawasan; dan

d) melakukan koordinasi dan
mempersiapkan  perangkat  kerja

pengawasan vang diperlukan.

Pelaksanaan Inspeksi lapangan

a) Pemeriksaan di lokasi usaha meliputi:
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(1) Fasilitas yang digunakan di lokasi
kegiatan bongkar/muat;

(2) Data Realisasi Ekspor/Impor pada
kegiatan  bongkar/muat  yang
dipantau (apabila  kunjungan
dilakukan  bertepatan dengan
kegiatan ekspor/impor);

(3) Data  realisasi  Ekspor/Impor;
dan/atau

(1) Pengecekan hasil uji standar dan

mutu (spesifikasi) minyak mentah.

Pembuatan Berita Acara yang paling

sedikit memuat:

(1) Nama Badan Usaha;

(2) Lokasi Kunjungan Lapangan;

(3) Fasilitas yang digunakan di lokasi
kegiatan bongkar/muat;

(4) Realisasi  Ekspor/Impor  pada
kegiatan bongkar/muat  yang
dipantau (apabila kunjungan
dilakukan  bertepatan dengan
kegiatan ekspor/impor);

(3) Data realisasi ekspor/impor;

(0) Catatan lain; dan

(7) Tanda Tangan semua pihak.

Menyusun laporan hasil inspeksi

lapangan dan disampaikan kepada

pimpinan.

Melaksanakan tindak lanjut laporan

hasil inspeksi lapangan.

2021, No.318
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a)

a)

Perangkat Kerja Pengawasan

Standard Operating Procedure (SOP)
pengawasan pelaksanaan kegiatan
ckspor/impor Minyak Mentah sesuai
rekomendasi migas kepada badan
usaha.

Perangkat kerja untuk pengawasan
adalah data sheet Badan Usaha yang
meliputi perizinan vyang diberikan,
jenis kegiatan usaha, lokasi usaha,
sarana dan fasilitas yang digunakan,
komeoditas dan lain sebagainya.
Perangkat kerja untuk inspeksi
lapangan antara lain berupa format
dan substansi berita acara inspeksi
lapangan.

Laporan pelaksanaan inspeksi
lapangan yvang disusun berdasarkan
Berita Acara inspeksi lapangan yang
memuat kondisi kegiatan usaha,
pemenuhan kewajiban Badan Usaha
dan temuan di lapangan lainnya yang

disampaikan kepada pimpinan unit.

3) Hak dan Kewajiban Pelaksana
Pengawasan:
Hak Pelaksana Pengawasan:
Mendapatkan data dan informasi yang
diperlukan pada saat melaksanakan
pengawasan kepada Badan Usaha.

Kewajiban Pelaksana Pengawasan:

menyiapkan perangkat kerja

pengawasan;
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b) melaksanakan pengawasan sesuai
dengan prosedur pengawasan yang
telah ditetapkan;

c¢) membuat berita acara hasil
pengawasan; dan

d) menyusun laporan hasil pengawasan

untuk disampaikan kepada pimpinan.

4) Pelaksana Pengawasan
Pelaksana pengawasan adalah pegawai
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas

Bumi

Kompetensi Pengawas

Pengawas Pelaksanaan kegiatan Ekspor

Impor Migas sesuai Rekomendasi Migas

harus mengetahui dan memahami:

a) peraturan perundang-undangan yang
terkait;

b) tugas dan fungsi Direktorat Jenderal
Minyak dan Gas Bumij;

c) SOP penerbitan Rekomendasi Migas
khususnya Rekomendasi
Ekspor/Impor Minyak Mentah; dan

d) kegiatan Ekspor/Impor Minyak
Mentah.

S) Mekanisme, format dan  substansi
laporan
Badan Usaha Pemegang Izin Usaha
Pengolahan Migas yang telah
mendapatkan rekomendasi

Ekspor/Impor dari Direktorat Jenderal
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Minyak dan Gas Bumi menyampaikan
laporan kegiatan ekspor/impor setiap
bulan yang menginformasikan minimal:
a) Jenis Komoditas;
b) Pelabuhan Muat/Negara Muat/ asal;
c) Pelabuhan Bongkar/Negara Tujuan;
d) Bulan Persetujuan Impor Barang (PIB)
atau Persetujuan Ekspor Barang
(PEB);
e) Nomor dan Tanggal Bill of Lading
(B/L);
f) Nomor dan Tanggal PIB/PEB;
g) Volume realisasi ekspor/impor;
h) Nilai ekspor/impor berdasarkan
dokumen Pabean; dan
i) Nilai Final Invoice ekspor/impor.
Rekapitulasi data berbasis PIB/PEB
untuk parameter volume dan nilai setiap
transaksi ekspor/impor yang dilaporkan
Badan Usaha Pemegang Izin Usaha
Pengolahan Migas vang telah
mendapatkan rekomendasi
Ekspor/lmpor dari Ditjen Migas akan
disampaikan setiap bulannya kepada
Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN)
Kementerian ESDM melalui Direktorat
Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
Rekonsiliasi data laporan bersama Badan
Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan
Minyak dan Gas Bumi yang telah
mendapatkan rekomendasi ekspor impor
minyak mentah untuk mendapatkan data

final.
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No. IV. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR
MINYAK MENTAH
KBLI terkait: 46610
60) Saluran pengaduan masyarakat
Contact Center ESDM 136
Email: callcenter.migas@esdm.go.id
V. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR HASIL KILANG
e KBLI terkait: 46610
1. Ruang Lingkup . Standar ini mengatur dan menetapkan
batasan  tentang persyaratan  dalam
penyelenggaraan pelayanan rekomendasi
ekspor hasil kilang untuk Badan Usaha
Pengolahan Minyak dan Gas Bumi.

. Standar ini disusun sebagai panduan bagi
badan usaha pengclahan minyak dan gas
bumi dalam rangka melakukan kegiatan
ekspor hasil kilang.

2. Istilah dan | a. Rekomendasi ekspor hasil kilang adalah
Definisi surat keterangan yang diterbitkan oleh

pejabat instansi/unit (Direktur Jenderal
Minyak dan Gas Bumi a.n Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral/ESDM) yang
akan digunakan scbagai bahan
pertimbangan diterbitkannya Persetujuan

Ekspor.

. Pengolahan Minyak dan Gas Bumi adalah

kegiatan memurnikan, mempercleh bagian-
bagian, mempertinggi mutu, dan
mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi
dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk

pengolahan lapangan.

. Kegiatan Usaha Pengolahan Minyak dan Gas

Bumi adalah kegiatan memurnikan,

2021, No.318
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memperoleh bagian-bagian, mempertinggi
mutu, dan mempertinggi nilai tambah
Minyak dan Gas Bumi yang menghasilkan
Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas,
Hasil Olahan, Liguefied Petroleum Gas
dan/atau Ligquefied Natural Gas tetapi tidak

termasuk pengolahan lapangan.

. Izin Usaha Pengclahan Minyak dan Gas

Bumi adalah izin yang diberikan kepada
Badan Usaha untuk melaksanakan
Pengolahan Minyak dan Gas Bumi dengan
tujuan memperoleh keuntungan dan/atau

laba.

. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk

badan hukum vyang menjalankan jenis
usaha yang bersifat tetap, terus menerus,
dan didirikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan serta bekerja dan
berkedudukan dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Minyak Bumi adalah hasil proses alami
berupa hidrokarbon vang dalam kondisi
tekanan dan temperatur atmosfer berupa
fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin
mineral atau ozokerit dan bitumen yang
diperoleh dari proses penambangan, tetapi
tidak termasuk batubara atau endapan
hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang
diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan
dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas

Bumi

. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa

hidrokarbon vang dalam kondisi tekanan
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dan temperatur atmosfer berupa fasa gas
vang diperoleh dari proses penambangan

Minyak dan Gas Bumi.

. Bahan Bakar Minyak vang selanjutnya

disingkat BBM adalah bahan bakar yvang
berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi
Hasil Olahan adalah hasil dan/atau produk
selain bahan bakar minyak dan/atau bahan
bakar gas yang diperoleh dari kegiatan hasil
pengolahan minyak dan gas bumi baik
berupa produk akhir atau produk antara
kecuali pelumas dan petrokimia.

Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya
disingkat LPG adalah gas hidrokarbon vang
dicairkan dengan tekanan untuk
memudahkan penyimpanan, pengangkutan,
dan penganannya yang pada dasarnya
terdiri atas propana, butana, atau campuran

keduanya.

. Liquefied Natural Gas yang selanjutnya

disingkat LNG adalah Gas Bumi yang
terutama terdiri dari metana yang dicairkan
pada suhu sangat rendah (sekitar minus
160°C) dan dipertahankan dalam keadaan
cair untuk mempermudah penyimpanan,

pengangkutan, dan penanganannya.

Persyaratan

Umum

. Persyaratan Administrasi

1) Daftar Penerima Manfaat (Beneficial
Ownership); dan
2) Surat Pernyataan:
a) Kesanggupan mengutamakan
kebutuhan dalam negeri untuk

surplus produksi dari kegiatan

2021, No.318
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V. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR HASIL KILANG

KBLI terkait: 46610

pengolahan gas bumi vang tidak
didedikasikan untuk pembeli jangka

panjang;

b) Kewajiban  memenuhi  peraturan

perundang-undangan dan kewajiban
lain vang ditetapkan oleh instansi

yvang berwenang;

c) Kesanggupan dilakukan inspeksi

lapangan oleh  petugas Direktorat
Jenderal Minvak dan Gas Bumi
berkenaan dengan pelaksanaan

ekspor produk kilang; dan

d) Kewajiban melaporkan realisasi

produk kilang ekspor paling lama 1
{satu) bulan setelah pelaksanaan
ekspor kepada Direktur Jenderal
Minyvak dan Gas Bumi cq Direktur
Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan

Gas Bumi.

b. Jangka waktu pemenuhan persyaratan: 15

hari kerja

Persyaratan
khusus
Persyaratan
Teknis

atau

a. Rekomendasi Ekspor Hasil Kilang untuk

Badan Usaha Pengolahan Minyvak dan Gas

Bumi

1)

Surat  Permohonan yang memuat
rincian  permohonan ekspor (jenis
produk, HS Code, volume, perkiraan
harga, nama pelabuhan muat, nama
pelabuhan bongkar dan negara tujuan,
metode pengiriman, periode ekspor),
penjelasan mengenai alasan ekspor,
material balance dan Matenal Safety
Data Sheet (MSDS);




-177-

V. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR HASIL KILANG

No.
KBLI terkait: 46610
2) Surat Bukti Penawaran untuk
konsumen dalam negeri beserta
tanggapan dari konsumen;
3) Spesifikasi Produk yang diekspor;
4)  Certificate of Quality;
5)  Certificate of Quantity;
6)  Certificate of Origin;
7) Manifest;
8) Bill of Lading;
9)  Persetujuan eckspor hasil kilang dan
Kartu Kendali dari Kementerian
Perdagangan;
10) Surat rekomendasi yang sudah dimiliki
sebelumnya;
11) Invoice penjualan barang ke konsumen;
dan/atau
12) Penjelasan dan alasan rencana ekspor.
b. Untuk Badan Usaha yang baru pertama kali
mengajukan  permohonan  rekomendasi
ekspor, persyvaratan 3  sampai 11
dikecualikan.
-5 Sarana Sarana dan fasilitas pengolahan  dan
pendukungnya vang digunakan oleh Badan
Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi dalam
melakukan kegiatan ekspor hasil kilang.
| 6. Penilaian a. Penilaian Kesesuaian
kesesuaian  dan 1) Tingkat Risiko Tinggi
pengawasarn 2) Penilaian kesesuaian persyaratan

dilaksanakan oleh Direktur Jenderal
Minyak dan Gas Bumi dengan melakukan
verifikasi  terhadap persyaratan yang

telah disampaikan, serta dapat dilakukan
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3)

klarifikasi dan kunjungan Ilokasi ke
Badan Usaha.

Hasil penilaian kesesuaian berupa Surat
Rekomendasi Ekspor Hasil Kilang
digunakan oleh Badan Usaha untuk
memperoleh Persetujuan Ekspor dari

Kementerian Perdagangan.

b. Pengawasan

1) Norma Pengawasan

a) Pengawasan Rutin

Cakupan:

Badan Usaha yang dapat melakukan

kegiatan ekspor hasil kilang adalah

Badan Usaha yang memiliki Izin

Usaha dari Kementerian ESDM dan

telah  mendapatkan Rekomendasi

Ekspor Hasil Kilang. Badan Usaha

dalam menjalankan kewajiban yaitu

melaporkan kegiatan ekspor hasil
kilang kepada Direktorat Jenderal

Minyak dan Gas Bumi meliputi

diantaranya:

(1) Produk vyang diberikan pada
rekomendasi ekspor, sesuai dengan
produk yang tercantum dalam Izin
Usaha Pengolahan Minyak dan Gas
Bumi dan/atau rekomendasi;

(2) Realisasi volume dan jenis produk
ekspor dibandingkan dengan
rekomendasi yang telah diberikan;

(3) Pelabuhan muat dan bongkar;




179. 2021, No.318

V. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR HASIL KILANG

KBLI terkait: 46610

(4) Realisasi ekspor dibandingkan
dengan neraca balance (supply
demand) Minyak dan Gas Bumi
dalam negeri; dan/atau

(S) Nilai realisasi ekspor.

Cara:

(1) Pengawasan laporan Badan Usaha
dilakukan terhadap laporan Badan
Usaha yang telah mendapatkan
Rekomendasi Ekspor Hasil Kilang.

(2) Inspeksi lapangan ke lokasi usaha
dengan rincian kegiatan dalam
bentuk:

(a) kunjungan  fisik/virtual ke
lokasi ekspor sesuai dengan
vang tertera di rekomendasi
minimal 1 (satu) kali dalam
setahun;

(b) pengecekan Sarana dan fasilitas
pengolahan dan pendukungnya;

(c) pengecckan hasil uji standar

dan mutu (spesifikasi) produk

ekspor hasil kilang;

(d) realisasi ekspor pada saat
kunjungan fisik/virtual,
dan/atau

(e) pembinaan Badan Usaha terkait

pelaksanaan kegiatan usaha.

Intensitas:
(1) Pengawasan Laporan Pelaku Usaha

dilaksanakan minimal 1 (satu) kali
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dalam setahun atau sewaktu-

waktu apabila dibutuhkan.

(2) Inspeksi lapangan dapat dilakukan
dengan pertimbangan:

(a) Badan Usaha Pemegang Izin
Usaha vang baru melakukan
ckspor.

(b) Terdapat Lokasi Pelabuhan
Muat atau Pelabuhan Bongkar
ekspor yang baru atau belum
pernah dikunjungi.

(c) Terdapat fasilitas baru dalam
Pelabuhan Muat atau
Pelabuhan Bongkar ekspor.

(d) Terdapat kegiatan pengiriman
atau muat ekspor.

(3) Pengawasan melalui inspeksi
lapangan dilaksanakan dengan
mempertimbangkan ketersediaan

anggaran.

b) Pengawasan Insidental

Cakupan:

(1) Pengawasan verifikasi lapangan
dilakukan apabila ada pengaduan
dari Stakeholder terhadap kegiatan
ckspor hasil kilang oleh Badan
Usaha;

(2) Ada kebutuhan pengumpulan data

pelaksanaan ekspor hasil kilang.

Cara:

Inspeksi lapangan dalam bentuk:
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(1) Kunjungan fisik/virtual ke lokasi

usaha atau ke lokasi rencana

ekspor (pelabuhan
muat/pelabuhan bongkar);
dan/atau

(2) Pengecekan fisik dan/atau

dokumen terkait kegiatan ekspor.

2) Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan
a) Biaya perjalanan dinas dalam rangka
inspeksi lapangan dibebankan kepada
APBN
b) Dilengkapi dengan surat tugas dan

surat perintah perjalanan dinas.

Pengawasan Laporan Badan Usaha:

a) Pelaksana melakukan tindak lanjut
laporan hasil pengawasan atau
tindak lanjut permohonan
rekomendasi impor atau ekspor
minyak mentah atau kebutuhan
akan data lainnya dengan melakukan
inspeksi lapangan;

b) inspeksi lapangan dapat dilakukan
berdasarkan laporan
masyarakat/instansi lain  terkait
pelanggaran pemenuhan kewajiban
badan usaha;

c) menyusun jadwal, anggaran, dan
sumber daya manusia pelaksana
pengawasan; dan

d) melakukan koordinasi dan
mempersiapkan  perangkat kerja

pengawasan yang diperlukan.
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b

—

d)

Pelaksanaan inspeksi lapangan

a) Pemeriksaan di lokasi usaha meliputi:

(1) Fasilitas yvang digunakan di Lokasi
bongkar/muat;

(2) Data Realisasi Ekspor pada
kegiatan  bongkar/muat  yang
dipantau (apabila  kunjungan
dilakukan  bertepatan dengan
kegiatan ekspor);

(3) Data Realisasi Ekspor; dan

{4) Pengecekan hasil uji standar dan
mutu (spesifikasi) produk hasil
kilang.

Pembuatan Berita Acara yang paling

sedikit memuat:

(1) NAMA Badan Usaha;

(2) Lokasi Kunjungan Lapangan;

(3) Fasilitas vang digunakan di Lokasi
hongkar muat;

(1) Data Realisasi Ekspor pada
kegiatan  bongkar/muat yang
dipantau (apabila  kunjungan
dilakukan  bertepatan dengan
kegiatan bongkar/muat ekspor);

(3) Data Realisasi Ekspor;

(6) Catatan lain; dan

(7) Tanda Tangan semua pihak.

Menyusun laporan hasil inspeksi

lapangan dan disampaikan kepada

pimpinan; dan

Melaksanakan tindak lanjut laporan

hasil inspeksi lapangan.
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Perangkat Kerja Pengawasan, yaitu:

a) Standard Operating Procedure (SOP)
pengawasan pelaksanaan Ekspor
Hasil Kilang sesuai rekomendasi
minyak dan gas bumi kepada badan
usaha.

b) Perangkat kerja untuk pengawasan
adalah data sheet Badan Usaha yang
meliputi perizinan vang diberikan,
jenis kegiatan usaha, lokasi usaha,
sarana dan fasilitas yang digunakan,
produk dan lain sebagainya.

c) Perangkat kerja untuk inspeksi
lapangan antara lain berupa format
dan substansi berita acara inspeksi
lapangan.

d) Laporan pelaksanaan inspeksi
lapangan vang disusun berdasarkan
Berita Acara inspeksi lapangan yang
memuat kondisi kegiatan usaha,
pemenuhan kewajiban Badan Usaha
dan temuan di lapangan lainnya yang

disampaikan kepada pimpinan unit.

3) Hak dan Kewajiban Pelaksana
Pengawasan
Hak Pelaksana Pengawasan:
Mendapatkan data dan infoermasi yvang
diperlukan pada saat melaksanakan
pengawasan kepada Badan Usaha.
Kewajiban Pelaksana Pengawasan:
a) menyiapkan perangkat kerja

pengawasarn;
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b) melaksanakan pengawasan sesuai
dengan prosedur pengawasan yang
telah ditetapkan;

c) membuat berita acara hasil
pengawasan; dan

d) menyusun laporan hasil pengawasan

untuk disampaikan kepada pimpinan.

Pelaksana Pengawasan

Pelaksana pengawasan adalah pegawai

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas

Bumi.

Kompetensi Pengawas

Pengawas Pelaksanaan kegiatan Ekspor

Impor Minyak dan Gas Bumi sesuai

Rekomendasi Migas:

a) mengetahui dan memahami
peraturan perundang-undangan yang
terkait;

b) mengetahui tugas dan  fungsi
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas
Bumi;

¢) mengetahui SOP pemberian
Rekomendasi Minyak dan Gas Bumi
khususnya Rekomendasi Ekspor
Hasil Kilang; dan

d) memahami kegiatan Ekspor Hasil
Kilang.

Mekanisme, format dan  substansi
laporan:

Badan Usaha Pemegang Izin Usaha
Pengolahan Minyvak dan Gas Bumi yang
telah mendapatkan Rekomendasi Ekspor
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dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas

Bumi menyampaikan laporan kegiatan

ekspor setiap bulan yang

menginformasikan minimal:

a) Jenis produk;

b) Pelabuhan Muat/Negara Muat;

c) Pelabuhan Bongkar/Negara Tujuan;

d) Bulan Persetujuan Ekspor Barang
(PEB);

€) Nomor dan Tanggal Bill of Lading
(B/L);

f) Nomor dan Tanggal PEB;

g) Volume realisasi ekspor;

h) Nilai ekspor berdasarkan dokumen
Pabean; dan

i) Nilai Final Invoice ekspor.

Rekapitulasi data berbasis Persetujuan

Ekspor Barang (PEB) untuk parameter

volume dan nilai setiap transaksi ekspor

vang dilaporkan Badan Usaha Pemegang

Izin Usaha Pengolahan Migas yang telah

mendapatkan rekomendasi Ekspor dari

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas

Bumi akan disampaikan setiap bulannya

kepada Pusat Data dan Informasi

(PUSDATIN) KESDM melalui Direktorat

Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Rekonsiliasi data laporan bersama

dengan Badan Usaha Pemegang Izin

Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

vang telah mendapatkan rekomendasi

Ekspor dari Direktorat Jenderal Minyak




2021, No.318

-186-

V. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR HASIL KILANG

KBLI terkait: 46610

dan Gas Bumi untuk mendapatkan data

final ekspor satu tahun sebelumnya.

6) Saluran pengaduan masyarakat:
Contact Center ESDM 136

Email: callcenter. migas@esdm.go.id

VI. STANDAR REKOMENDASI PERTIMBANGAN TERTULIS

PABRIKASI PELUMAS
KBLI terkait: 19213

Ruang Lingkup

a. Standar ini mengatur dan menetapkan

batasan  tentang  persyaratan dalam
penyelenggaraan pelayanan Pertimbangan

Tertulis Pabrikasi Pelumas.

. Standar ini disusun sebagai panduan bagi

pelaku usaha untuk mengajukan
Rekomendasi Tertulis Pabrikasi Pelumas,
dalam rangka menjamin kegiatan usahanya
sesuai dengan  ketentuan = peraturan
perundang-undangan, menjamin
keselamatan dan kesehatan kerja,
pengelolaan  lingkungan  hidup serta

pengembangan masyarakat setempat.

Istilah dan

Definisi

. Rekomendasi Pertimbangan Tertulis

Pabrikasi Pelumas adalah surat
keterangan/rekomendasi yang diterbitkan
oleh  pejabat instansi/unit (Direktur
Jenderal Minyak dan Gas Bumi a.n Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM),
sebagai salah satu syarat yvang diberikan
kepada perusahaan vang akan
melaksanakan pabrikasi pelumas dan

pengolahan pelumas bekas.
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. Pelumas adalah minyak lumas dan gemuk

lumas yang berasal dari minyak bumi,
bahan sintetik, pelumas bekas dan bahan
lainnya vang tujuan utamanya untuk

pelumasan mesin dan peralatan lainnya.

. Pelumas dasar adalah salah satu bahan

utama yang digunakan untuk bahan baku
proses/pabrikasi pelumas (blending) dalam

pembuatan pelumas.

. Pabrikasi Pelumas (blending)] adalah

kegiatan mencampur pelumas dasar dan
bahan tambahan (aditif) sesuai formula
tertentu  untuk menghasilkan pelumas

sampai dengan pengemasannya.

. Pengemasan Pelumas adalah kegiatan atau

usaha  menempatkan  pelumas  vang
diperoleh bukan dari hasil pabrikasi
pelumas (blending) milik sendiri ke dalam
kemasan pelumas;

Pengolahan pelumas bekas adalah kegiatan
untuk memproses pelumas bekas dengan
mempergunakan teknologi tertentu untuk

menghasilkan pelumas dasar.

. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk

badan hukum yang menjalankan jenis
usaha yang bersifat tetap, terus menerus,
dan didirikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan serta bekerja dan
berkedudukan dalam wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Persyaratan

Umum

. Persyaratan Administrasi Pertimbangan

tertulis pabrikasi pelumas:

2021, No.318
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1) Daftar Penerima Manfaat (Beneficial
Ownership); dan
2) Surat Pernyataan Kesanggupan

Pertimbangan tertulis pabrikasi

pelumas:
a) Kesanggupan Badan Usaha
memenuhi aspek keselamatan,

kesehatan kerja dan pengelolaan
lingkungan;

b) Kesanggupan Badan Usaha
memenuhi ketentuan peraturan
perundang—undangan;

c) Kesanggupan Badan Usaha untuk
menjamin dan bertanggung jawab
bahwa sarana dan fasilitas yang
dimiliki/dikuasai layalk operasi dan
mampu dijalankan selama masa
operasi;

d) Badan Usaha bebas dari konflik atau

permasalahan hukum lainnya dengan

pihak lain;
e) Dokumen persyaratan dan
keterangan/pernyataan vang

diberikan adalah benar adanya dan
apabila dikemudian hari terbukti tidak
benar akan dicabut Izin Usahanya
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

f) Kesanggupan bahwa produk yang
dihasilkan memenuhi standar mutu
yang  ditetapkan Menteri  atau
memenuhi mutu yang berlaku secara

internasional,
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g) Kesanggupan melengkapi perizinan
lain berkaitan dengan sarana dan
prasarana pabrik dari instansi yang
berwenang dalam jangka waktu paling
lama (enam) bulan sejak tanggal
diterimannya pertimbangan tertulis;
dan

h) Kesanggupan menyelesaikan
pendirian pabrik dan menyediakan
sarana dan prasarana pabrik dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga)
tahun untuk pabrikasi pelumas atau
dalam jangka waktu paling lama S
(lima) tahun untuk pengolahan
pelumas bekas sejak tanggal
diterimanya pertimbangan tertulis.

b. Jangka waktu pemenuhan persyaratan: 15

hari kerja
Persyaratan Persyaratan Teknis Pertimbangan tertulis
khusus atau | pabrikasi pelumas:
Persyaratan a. Studi kelayakan (feasibility study) paling
Teknis sedikit memuat latar belakang, profil

perusahaan, sumber pasokan bahan baku
(pelumas dasar dan adiktif), jenis dan
spesifikasi pelumas yang dihasilkan,
rencana produksi dan pemasarannya, calon
konsumen, Ilckasi, sarana dan [fasilitas,
teknologi proses, skema usaha, analisa
keekonomian (biaya investasi dan
perhitungan kelayakan usaha), rencana
pelaksanaan pembangunan sarana dan
fasilitas, serta tingkat komponen dalam

negeri barang dan jasa;




2021, No.318 190-

V1. STANDAR REKOMENDASI PERTIMBANGAN TERTULIS
No. PABRIKASI PELUMAS
KBLI terkait: 19213

b. Perjanjian atau MoU Supply Adiktif; dan

c. Perjanjian Pasokan atau MoU Bahan Baku.

o

Sarana Sarana dan fasilitas vang dimiliki/dikuasai
lavak operasi dan mampu dijalankan selama di
operasikan, sebagaimana Kketentuan standar
dan kaidah keteknikan vang baik dan

peraturan perundang-undangan,

'6. Penilaian a. Penilaian Kesesuaian

kesesuaian  dan 1) Tingkat Risiko: Tinggi.

pengawasart 2) Penilaian kesesuaian persyaratan
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal
Minvak dan Gas Bumi dengan
melakukan verifikasi terhadap
persyaratan yang telah disampaikan,
serta dapat dilakukan klarifikasi dan
kunjungan lokasi ke Badan Usaha,

3) Hasil penilaian  kesesuaian  berupa
Pertimbangan tertulis pabrikasi pelumas
vang digunakan badan usaha sebagai
salah satu persyaratan dalam
pengurusan Izin Usaha Industri Pelumas

di Kementerian Perindustrian.

b. Pengawasan
1) Norma Pengawasan
a) Pengawasan Rutin
Cakupan:
Badan Usaha vang telah mendapatkan
rekomendasi tertulis pabrikasi
pelumas dalam menjalankan
kewajiban yaitu melaporkan kegiatan

pabrikasi pelumas kepada Direktorat
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Jenderal Minyak dan Gas Bumi

meliputi diantaranya:

(1) Realisasi penggunaan Bahan Baku
Industri Pelumas.

(2) Realisasi volume dan jenis impor
bahan baku pelumas.

(3) Konfirmasi status wajib pajak

(KSWP)

Cara:

(1) Pengawasan laporan Badan Usaha
dilakukan terhadap laporan Badan
Usaha yang telah mendapatkan
rekomendasi  tertulis  pabrikasi
pelumas;

(2) Pengawasan mutu pelumas yang

beredar di dalam negeri.

Intensitas:

(1) Pengawasan melalui Laporan
Badan Usaha dilaksanakan
minimal 1 (satu) kali dalam setahun
atau sewaktu—waktu apabila
dibutuhkan.

(2) Inspeksi lapangan dilaksanakan
dengan pertimbangan ketersediaan
anggaran dan pelaksana

pengawasan.

b) Pengawasan Insidental
Cakupan:
Pengawasan insidental dilakukan

pada waktu tertentu dan dilaksanakan
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apabila ada laporan dan/atau
pengaduan dari masyarakat,
pelanggaran terhadap standar dan
mutu (spesifikasi] produk sesuai
ketentuan  peraturan  perundang-—

undangan.

Cara:

Inspeksi lapangan ke lokasi usaha

dengan rincian kegiatan dalam

bentuk:

(1) Kunjungan fisik dalam rangka
melakukan pengambilan sampel
pelumas.

(2) Memastikan kesesuaian hasil uji
laboratorium dengan standard dan
mutu (spesifikasi) produk yang

ditetapkan.

2) Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan
a) Biaya perjalanan dinas dalam rangka
inspeksi Lapangan dibebankan
kepada APBN.
b) Dilengkapi dengan surat tugas dan

surat perintah perjalanan dinas.

Pengawasan Laporan Badan Usaha:

a) Pelaksana melakukan tindak lanjut
laporan hasil pengawasan atau tindak
lanjut  permochonan rekomendasi
tertulis pabrikasi pelumas atau
kebutuhan akan data lainnya dengan

melakukan inspeksi lapangan;
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b) Inspeksi lapangan dapat dilakukan
berdasarkan laporan
masyarakat/instansi lain  terkait
pelanggaran pemenuhan kewajiban
badan usaha;

c) Menyusun jadwal, anggaran dan
sumber daya manusia pelaksana
pengawasan;

d) Melakukan koordinasi dan
mempersiapkan  perangkat  kerja

pengawasan yang diperlukan;

Pelaksanaan Inspeksi Lapangan
a) Pemeriksaan di lokasi usaha meliputi:
(1) Persiapan pembangunan pabrikasi
pelumas
(2) Fasilitas pabrikasi pelumas
(3) Pengecekan hasil uji standar dan
mutu (spesifikasi) pelumas
(4) Data realisasi penggunaan bahan
baku pelumas dan adiktif;
(D) Data realisasi impor terkait volume
dan jenis bahan baku pelumas
b) Pembuatan Berita Acara Pengambilan
Sampel yang paling sedikit memuat:
(1) Nama Badan Usaha
(2) Lokasi Kunjungan Lapangan;
(3) Fasilitas yang dimiliki di Lokasi
Kunjungan Lapangan;
(1) Merek Pelumas;
(3) Jumlah Sampel,;
(6) Jenis Pelumas;

(7) Tanggal Produksi;
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(8) Nomor NPT; dan
(9) Tandatangan vyang bertanggung
jawab.

c¢) Memastikan Kesesuaian hasil uji
laboratorium dengan standard dan
mutu (spesifikasi) produk yang
ditetapkan;

d) Menyusun laporan hasil pengawasan
mutu pelumas kepada pimpinan;
dan/atau

€) Melaksanakan tindak lanjut laporan
hasil pengawasan mutu pelumas

apabila diperlukan.

Perangkat Kerja Pengawasan:

(1) Standard Operating Procedure (SOP)
pengawasan pelaksanaan kegiatan
pabrikasi pelumas;

(2) Standard Operating Procedure (SOP)
pengawasan standar dan mutu
(spesifikasi) preduk yang beredar di
dalam negeri;

(3) Perangkat kerja untuk pengawasan
adalah data sheet Badan Usaha yang
meliputi rekomendasi yang diberikan,
jenis kegiatan usaha, lokasi usaha,
sarana dan fasilitas yang digunakan,
produk pelumas dan lain sebagainya;

(1) Perangkat kerja untuk inspeksi
lapangan antara lain berupa surat
tugas pengawasan dari pimpinan

unit, format dan substansi berita
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acara inspeksi lapangan dan lain
sebagainya;

(5) Laporan pelaksanaan inspeksi
lapangan yvang disusun berdasarkan
Berita Acara inspeksi lapangan yang
memuat kondisi kegiatan usaha,
pemenuhan kewajiban Badan Usaha
dan temuan di lapangan lainnya yang
disampaikan kepada pimpinan unit;
dan

(6) Berita Acara Pengambilan Sampel dan
Berita Acara Serah Terima Sampel
terkait kegiatan pengujian standar
dan mutu (spesifikasi) produk

pelumas.

3) Hak dan Kewajiban Pelaksana
Pengawasan
Hak Pelaksana Pengawasan:
Mendapatkan data dan informasi yang
diperlukan pada saat melaksanakan

pengawasan kepada Badan Usaha.

Kewajiban Pelaksana Pengawasan:

a) menyiapkan perangkat kerja
pengawasan;

b) melaksanakan pengawasan sesuai
dengan prosedur pengawasan yang
telah ditetapkan;

c) membuat Berita Acara; dan

d) menyusun lapeoran hasil pengawasan

untuk disampaikan kepada pimpinan.
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4) Pelaksana Pengawasan:

Pelaksana pengawasan adalah pegawai
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas

Bumi

Kompetensi Pengawas

Pelaksana pengawasan memahami
skema usaha, riwayat perizinan usaha,
daftar dan kapasitas serta teknologi
sarana dan fasilitas yang digunakan,
standar dan mutu (spesifikasi) produk
pelumas sesuai ketentuan dari
Direktorat Jenderal Migas, kelengkapan
dokumen administratif dan teknis dari
Badan Usaha serta peraturan

perundang-undangan terkait.

Mekanisme, TFormat dan Substansi

Laporan

Badan Usaha yvang telah mendapatkan

Rekomendasi Tertulis Pabrikasi Pelumas

dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas

Bumi menyampaikan laporan kegiatan

setiap 3 (tiga) bulan sekali yang

menginformasikan minimal:

a) Perkembangan Pembangunan
pabrikasi;

b) Jenis Pelumas yang akan dihasilkan;

c) Pelumas dasar dan adiktif yang akan
dipergunakan; dan

d) Merek dagang vang akan

dipergunakan.
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6) Saluran pengaduan masyarakat:
Contact Center ESDM 136

Email: callcenter.migas@esdm.go.id

VII. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR NIAGA
MINYAK DAN GAS BUMI (UNTUK BADAN USAHA NIAGA
DAN PENGGUNA LANGSUNG)
KBLI terkait: 46610, 35202

Ruang Lingkup a. Standar ini mengatur dan menetapkan
hatasan tentang  persyaratan dalam
penyelenggaraan pelayanan rekomendasi
ckspor dan impor untuk Badan Usaha
Niaga Minyak dan Gas Bumi (untuk
kegiatan niaga Niaga Minyak Bumi, Niaga
Umum Bahan Bakar Minyak, Niaga
Terbatas Bahan Bakar Minyak, Niaga
Umum Hasil Olahan, Niaga Terbatas Hasil
Olahan, Niaga Liqufied Petroleum Gas,
Liqufied Natural Gas, Compressed Natural
Gas, atau Bahan Bakar Gas, Niaga Gas
Bumi melalui Pipa, Niaga Gas Bumi yang
memiliki fasilitas jaringan distribusi) dan
Impor untuk Pengguna Langsung.

bh. Standar ini disusun sebagai panduan hagi
Badan Usaha untuk  mendapatkan
rekomendasi ekspor dan impor niaga Migas
dari Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral cq Direktur Jenderal Minyak dan
Gas Bumi, dalam rangka menjamin

ketersediaan bahan bakar dalam negeri.

Istilah dan | a. Minyak Bumi adalah hasil proses alami

Definisi berupa hidrokarbon yang dalam kondisi
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tekanan dan temperatur atmosfer berupa
fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin
mineral atau ozokerit dan bitumen yang
diperoleh dari preses penambangan, tetapi
tidak termasuk batubara atau endapan
hidrckarbon lain yang berbentuk padat
yvang diperoleh dari kegiatan yang tidak
berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak
dan Gas Bumi.

Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa
hidrckarbon yang dalam kondisi tekanan
dan temperatur atmosfer berupa fasa gas
vang dipercleh dari proses penambangan
Minyak dan Gas Bumi.

Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya
disingkat BBM adalah bahan bakar yang
berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi
Bahan Bakar Gas vang sclanjutnya
disingkat BBG adalah bahan bakar untuk
digunakan dalam kegiatan transportasi
vang berasal dari Gas Bumi dan/atau hasil
olahan dari Minyak dan Gas Bumi.

Hasil Olahan adalah hasil dan/atau produk
selain bahan bakar minyak dan/atau
bahan bakar gas vang diperoleh dari
kegiatan hasil pengolahan minyak dan gas
bumi baik berupa produk akhir atau
produk antara kecuali pelumas, petrokimia.
Liquefied Petroleum Gas vang seclanjutnya
disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang
dicairkan dengan tekanan untuk

memudahkan penyimpanan,
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pengangkutan, dan penganannya yang
pada dasarnya terdiri atas propana, butana,
atau campuran keduanya

g. Liguefied Natural Gas yang seclanjutnya
disingkat LNG adalah Gas Bumi yang
terutama terdiri dari metana vang dicairkan
pada suhu sangat rendah (seckitar minus
160°C) dan dipertahankan dalam keadaan
cair untuk mempermudah transportasi dan
penimbunan.

h. Compressed Natural Gas yang selanjutnya
disingkat CNG adalah Bahan Bakar Gas
vang berasal dari Gas Bumi dengan unsur
utama berupa metana (Cl) yang telah
dimampatkan dan dipertahankan serta
disimpan pada bejana bertekanan khusus
untuk mempermudah transportasi dan
penimbunan.

i. Rekomendasi ekspor dan impor niaga
minyak dan gas bumi adalah surat
keterangan yang diterbitkan oleh pejabat
instansi /unit (Direktur Jenderal Minyak
dan Gas Bumi a.n Menteri Energi dan
Sumber Daya  Mineral/ESDM) yang
merupakan persyaratan untuk bahan
pertimbangan diterbitkannya Persetujuan
Ekspor dan Impor untuk komoditas Minyak
dan Gas Bumi (untuk Badan Usaha Niaga
Minyak dan Gas Bumi dan Pengguna
Langsung).

j. Niaga adalah kegiatan pembelian,

penjualan, ekspor, impor Minyvak Bumi,
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Bahan Bakar Minyvak, Bahan Bakar Gas
dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas
Bumi melalui pipa.

k. Kegiatan usaha Niaga meliputi kegiatan
pembelian, penjualan, ekspor, impor
Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan
Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan,
termasuk Gas Bumi melalui pipa.

1. Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi
adalah izin yang diberikan kepada Badan
Usaha untuk melaksanakan Niaga Minyak
dan Gas Bumi dengan tujuan memperoleh
keuntungan dan/atau laba.

m. Pemegang Izin Usaha adalah Badan Usaha
vang diberikan Izin Usaha.

n. Badan Usaha adalah perusahaan
berbentuk badan hukum yang menjalankan
jenis usaha vang bersifat tetap, terus
menerus, dan didirikan sesuai dengan
peraturan  perundang-undangan  serta
bekerja dan berkedudukan dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

o. Pengguna Langsung adalah badan usaha
vang berbentuk badan hukum yang
melakukan impor untuk keperluan sendiri

dan tidak untuk diperdagangkan.

Persyaratan a. Persyaratan Umum:
Umum Daftar Penerima Manfaat (Beneficial
Ownership).

b. Durasi pemenuhan paling lama 3 hari kerja.
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4. Persyaratan a. Persyaratan Teknis untuk:
khusus atau 1) Rekomendasi Impor untuk Badan
Persyaratan Usaha Niaga Migas:
Teknis a) Surat Permohconan yang memuat
rincian permohonan impor (jenis,
HS Code, volume, perkiraan harga,
Negara muat, Pelabuhan Bongkar,
Metode pengiriman, Periode Impor),
material balance;
b) Spesifikasi Komoeditas Impor;
c) Certificate of quality impor periode
secbelumnya;
d) Bill of lading impor periode

scbelumnya; dan

Deokumen yvang menerangkan bahwa
Badan Usaha yang memiliki Izin
Usaha Pengolahan yang memiliki
kilang BBM tidak dapat memenuhi
kebutuhan (ditinjau dari spesifikasi,
harga, volume, logistik, periode

impor).

2) Rekomendasi Impor Bagi Pengguna

Langsung;:

a)

b)

Surat Permohonan yang memuat
rincian permohonan Impor (jenis,
HS Code, volume, perkiraan harga,
Negara muat, Pelabuhan bongkar,
Metode pengiriman, Periode Impor),
penjelasan mengenai alasan impor,
Material Balance dan Material Safety
Data Sheet (MSDS);

Spesifikasi Komoditas Impor;

2021, No.318
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c) Certificate of quality impor periode
sebelumnya;
d) Bill of lading impor periode
sebelumnya; dan
€) Surat Pernyataan Pengguna
Langsung bahwa produk digunakan
sendiri dan tidak diperjualbelikan.
3) Rekomendasi Ekspor untuk Badan
Usaha Niaga Migas:
a) Surat Permohconan yang memuat
rincian permohonan ekspor (jenis,
HS Code, volume, perkiraan harga,
pelabuhan muat, Negara tujuan,
Metode pengiriman, Periode Ekspor),
calon pemasok dan konsumen,
material balance, penjelasan alasan
ekspor, bukti penawaran untuk
konsumen dalam negeri beserta
tanggapan dari konsumen;
b) Spesifikasi Komoditas Ekspor
periode sebelumnya;
c) Certificate of quality  periode
sebelumnya; dan
d) Bill of lading periode sebelumnya.
b. Durasi pemenuhan persyaratan: 10 hari
kerja.
3. Sarana Sarana Penyimpanan dan Pengangkutan yang
dimiliki/dikuasai oleh Badan Usaha Niaga dan
Pengguna Langsung dalam melakukan kegiatan
ekspor impor.
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6. Penilaian a. Penilaian Kesesuaian
kesesuaian dan 1) Tingkat Risiko Menengah Tinggi.
pengawasan 2) Penilaian kesesuaian persyaratan

dilaksanakan oleh Direktur Jenderal
Minyak dan Gas Bumi dengan
melakukan verifikasi terhadap
persyaratan yang telah disampaikan,
serta dapat dilakukan klarifikasi dan
kunjungan lokasi ke Badan Usaha.

3) Hasil penilaian kesesuaian berupa Surat
Rekomendasi Impor digunakan oleh
Badan Usaha untuk memperoleh
Persetujuan Impor dari Kementerian

Perdagangan.

b. Pengawasan

1) Norma Pengawasan

a) Pengawasan Rutin:
Cakupan:
Badan Usaha yang dapat
melakukan kegiatan ckspor/impor
hilir minyak dan gas bumi adalah
Badan Usaha vang memiliki Izin
Usaha dari Kementerian ESDM
dan/atau Pengguna Langsung yang
telah mendapatkan rekomendasi
ekspor dan/atau impor hilir minyak
dan gas bumi.
Pengawasan  kepatuhan  Badan
Usaha atas standar dan kewajiban:
(1) Kesesuaian realisasi volume

Ekspor Impor dibandingkan
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1)

dengan rekomendasi yang telah
diberikan.

Kesesuaian pelabuhan muat dan
bongkar.

Komoditas yang diberikan pada
rekomendasi impor/ekspor,
sesuai dengan komoditas yang
tercantum dalam Izin Usaha
Niaga Minyak dan Gas Bumi
dan/atau rekomendasi.
Kesesuaian periode
ekspor/impor yang telah
ditentukan  oleh  Direktorat
Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
Realisasi Nilai ekspor/impor.
Dan lain sebagainya sesuai
dengan peraturan perundang-

undangan.

Cara:

Pengawasan laporan Badan
Usaha  dilakukan terhadap
laporan Badan Usaha yang telah
mendapatkan rekomendasi
Ekspor/Impor secara elektronik.
Inspeksi lapangan apabila
diperlukan dengan rincian
kegiatan:
e kunjungan fisik/virtual ke
lokasi Impor/ekspor sesuai
dengan vang tertera di

rekomendasi;
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e pengecekan fasilitas
penyimpanan dan pelabuhan
muat/ Pelabuhan bongkar
yang digunakan;

e pengecekan mutu komoditas
ekspor/impor  hilir migas
berupa COQ atau hasil uji
sampel dari Badan Usaha;

e pengecekan realisasi volume
Impor/Ekspor; dan/atau

e pecmbinaan Badan Usaha
terkait pelaksanaan kegiatan
usaha.

Intensitas:

Pengawasan melalui inspeksi
lapangan dilaksanakan dengan
mempertimbangkan  ketersediaan
anggaran, situasi mnasional dan
pelaksana pengawasan.

b) Pengawasan Insidental

Cakupan:

Pengawasan insidental dilakukan
pada waktu tertentu dan
dilaksanakan apabila ada laporan
dan/atau pengaduan dari
masyarakat, pelanggaran terhadap
ketentuan peraturan perundang-
undangan, kebutuhan data realisasi
kegiatan usaha  pada  proyek

prioritas  pemerintah, dan/atau

kebutuhan pemerintah lainnya yang
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(1)

ditetapkan sesuai peraturan
perundang-undangan.

Cara:

Inspeksi lapangan dengan rincian

kegiatan:

Kunjungan fisik/Virtual ke

lokasi Impor/ekspor  sesuai

dengan vang tertera di
rekomendasi.
Pengecekan fasilitas

penyimpanan dan pelabuhan
muat/ Pelabuhan bongkar yang
digunakan.

Pengecekan mutu komoditas
ekspor/impor hilir minyak dan
gas bumi berupa COQ atau hasil
uji sampel dari Badan Usaha.
Pengecekan Realisasi volume
Impor/Ekspor.

Pengecekan terhadap laporan
dan/atau pengaduan dari
masyarakat, pelanggaran
terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan, data
realisasi kegiatan usaha pada
provek prioritas pemerintah,
dan/atau kebutuhan
pemerintah lainnya yang
ditetapkan sesuai peraturan
perundang-undangan.
Pembinaan Badan Usaha terkait

pelaksanaan kegiatan usaha.
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2) Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan:

a) Pengawasan Laporan Badan Usaha:

(1) pelaksana melakukan tindak

lanjut laporan hasil pengawasan
atau tindak lanjut permohonan
rekomendasi ekspor/impor atau
kebutuhan akan data lainnya
dengan melakukan inspeksi
lapangan;

(2) inspeksi lapangan dapat
dilakukan berdasarkan laporan
masyarakat/instansi lain terkait
pelanggaran pemenuhan
kewajiban badan usaha;

(3) menyusun jadwal, anggaran,
dan sumber dayva manusia
pelaksana pengawasan; dan

(4) melakukan  koordinasi dan
mempersiapkan perangkat kerja

pengawasan vang diperlukan.

b) Pengawasan Inspeksi Lapangan:

(1) kunjungan fisik/virtual ke lokasi
impor/ekspor sesuai dengan
vang tertera di rekomendasi;

(2) pengecekan fasilitas
penyimpanan dan pelabuhan
muat/ pelabuhan bongkar yang
digunakan;

(3) pengecekan mutu komoditas

ekspor/impor hilir minyak dan
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<)

gas bumi berupa COQ atau hasil

uji sampel dari Badan Usaha;

pengecekan realisasi volume

impor/ekspor;

pemenuhan kewajiban lainnya,;

pembuatan Berita Acara yang

paling sedikit memuat:

(a) nama Badan Usaha;

(b) lokasi inspeksi lapangan,;

(c) fasilitas yang dimiliki di
lockasi inspeksi lapangan;

(d) realisasi ekspor/impor; dan

(e) temuan lainnya apabila

diperlukan.
menyusun laporan hasil
inspeksi lapangan kepada

pimpinan; dan/atau
melaksanakan tindak lanjut
laporan hasil inspeksi lapangan

apabila diperlukan.

Perangkat Kerja Pengawasan:

(1)

(2)

Standard Operating Procedure
(SOP) pengawasan pelaksanaan
ekspor/impor Niaga Minyak dan
Gas Bumi.

Aplikasi pelaporan conline Niaga
Minyak dan Gas Bumi, aplikasi
pelaporan Kementerian
Keuangan (INSW), dan/atau
email.

Perangkat kerja untuk

pengawasan adalah data sheet
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Badan Usaha yang meliputi
rekomendasi yvang diberikan,
lckasi usaha, sarana dan
fasilitas yang dimiliki, volume
dan nilai komoditas dan lain
sebagainya.

(4) Perangkat kerja untuk inspeksi
lapangan antara lain berupa
surat  tugas, format dan
substansi berita acara inspeksi
lapangan.

(9) Laporan pelaksanaan inspeksi
lapangan yang disusun
berdasarkan Berita Acara
inspeksi lapangan yang memuat
kondisi kegiatan usaha,
pemenuhan kewajiban Badan
Usaha dan temuan di lapangan
lainnya yang disampaikan
kepada pimpinan unit apabila

diperlukan.

3) Hak dan Kewajiban Pelaksana

Pengawasan

a) Hak Pelaksana Pengawasan:

Pengawas berhak meminta data
yang diperlukan pada saat
pengawasan kepada Badan Usaha.

b) Kewajiban Pelaksana Pengawasan:

(1) menyiapkan perangkat kerja

pengawasan;
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(2) melaksanakan pengawasan
sesuai dengan prosedur
pengawasan vang telah
ditetapkan;

(3) membuat Berita Acara; dan
(4) menyusun laporan hasil
pengawasan untuk disampaikan

kepada pimpinan.

4) Pelaksana Pengawasan

Pelaksana pengawasan adalah pegawai
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas
Bumi.

Kompetensi Pengawas

Pelaksana  pengawasan memahami
peraturan perundang-undangan yang
terkait, mengetahui tugas dan fungsi
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas
Bumi, mengetahui SOP pemberian
Rekomendasi Migas khususnya
Rekomendasi Impor/Ekspor Badan
Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dan
Pengguna Langsung, memahami
kegiatan Impor/Ekspor skema hilir
untuk komoditas minyak dan gas bumi

beserta peraturan terkait.

5) Mekanisme, format dan substansi

laporan:

Mekanisme penvampaian laporan:

Laporan pelaksanaan kegiatan usaha

disampaikan oleh Badan Usaha yang
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telah mendapatkan rekomendasi ekspor
dan impor kepada Direktur Jenderal
Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan
secara elektronik setiap 1 (satu) bulan
atau sewaktu-waktu apabila
diperlukan.

Substansi laporan paling sedikit
memuat:

a. Jenis produk;

b. Pelabuhan Muat/Negara Muat;

¢. Pelabuhan Bengkar/Negara Tujuan;
d. PEB, PIB;

e. Volume realisasi ekspor dan impor,
Format Laporan sesuai format yang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal
Minyak dan Gas Bumi.

6) Saluran pengaduan masvarakat:

Contact Center ESDM 136

Email: callcenter.migas@esdm.go.id

No.

VIII. STANDAR PELAPORAN PENYALUR BADAN USAHA NIAGA
MIGAS (PENYALUR BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN
BAKAR GAS, DAN LPQG)
KBLI terkait: 47301, 47302

Ruang Lingkup a. Standar ini mengatur dan menetapkan
batasan tentang  persyaratan dalam
penyelenggaraan pelayanan kepada
penyalur meliputi Penyalur Bahan Bakar
Minyak, Bahan Bakar Gas, dan Liquefied

Petroleum Gas.
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VIII. STANDAR PELAPORAN PENYALUR BADAN USAHA NIAGA

MIGAS (PENYALUR BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN

BAKAR GAS, DAN LPG)

KBLI terkait: 47301, 47302

b.

Standar ini disusun sebagai panduan bagi

Penyalur Bahan Bakar Minyak, Bahan

Bakar Gas, dan Liquefied Petroleum Gas,

untuk melakukan pelaporan, dalam rangka

menjamin - kegiatan  usahanya  sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pelaporan Penyalur Badan Usaha Niaga

minyvak dan gas bumi meliputi:

1) Pelaporan Penyalur Bahan Bakar
Minvak,

2) Pelaporan Penvalur Bahan Bakar Gas,

3) Pelaporan Penvalur Liquefied Petroleum

Gas.

Istilah

Definisi

dan

Kegiatan Penyvaluran adalah kegiatan
penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan
Bakar Gas atau Liquified Petroleum Gas
kepada pengguna akhir pada wilavah
penyaluran oleh Penyalur Bahan Bakar
Minyak, Bahan Bakar Gas atau Liquifed
Petroleum Gas yang terintegrasi
berdasarkan perjanjian kerja sama dengan
Badan Usaha Pemegang lzin Usaha Niaga
Minyak dan Gas Bumi.

Bahan Bakar Minyak yang selanjutnva
disingkat BBM adalah bahan bakar yang
berasal dan/atau diolah dari Minvak Bumi.
Bahan Bakar Gas vyvang selanjutnva
disingkat BBG adalah bahan bakar untuk
digunakan dalam Kkegiatan transportasi
vang berasal dari Gas Bumi dan/atau hasil
olahan dari Minyvak dan Gas Bumi.
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d. Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya
disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang
dicairkan dengan tekanan untuk
memudahkan penyimpanan,
pengangkutan, dan penganannya yang
pada dasarnya terdiri atas propana, butana,
atau campuran keduanya.

e. Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga
Minyak dan Gas Bumi adalah Badan Usaha
vang telah memperoleh izin usaha untuk
melakukan Kegiatan Usaha Niaga Umum
BBM, Niaga BBG, dan/atau Niaga LPG
sesuai dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

f. Penyalur adalah koperasi, usaha kecil,
dan/atau badan usaha swasta nasional
vang ditunjuk ocleh Badan Usaha Niaga
Migas untuk melakukan Kegiatan
Penyaluran, tidak termasuk Sub Penyalur

dan Pengecer.

Persyaratan a. Persyaratan Administrasi

Umum 1) Formulir Self Assessment/Surat

pernyataan vang memuat:

a) Memiliki kontrak perjanjian
penunjukan penyalur

b) Memiliki bukti pelaporan
penunjukan penyalur ke Direktorat
Jenderal Minyak dan Gas Bumi oleh
Badan Usaha Niaga

c¢) Memiliki Dokumen lingkungan

pada sarana dan fasilitas
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d)

©)

Memiliki/ menguasai sarana

fasilitas dengan ketentuan untuk

fasilitas penyalur BBM sebagai
berikut:

(1) Penyalur BBM berupa agen
BBM wajib memiliki Sarana dan
Fasilitas pengangkutan untuk
melakukan kegiatan penyaluran
dengan transportasi darat.

(2) Penyalur BBM yang
menyalurkan BBM di Sarana
Pengisian Bahan Bakar untuk
transportasi Darat, transportasi
Laut, dan transportasi udara
wajib memiliki Sarana dan
Fasilitas pengisian Bahan
Bakar.

(3) Penyalur BBM yang
menyalurkan BBM selain  di
Sarana Pengisian Bahan Bakar
untuk transportasi Darat,
transportasi Laut, dan
transportasi udara wajib
memiliki Sarana dan Fasilitas
pengangkutan untuk
melakukan kegiatan penyaluran
dengan transportasi darat

Dalam hal Penyalur BBM

melakukan kegiatan penyaluran

dengan transportasi laut, Penyalur

BBM dapat menguasai Sarana dan

Fasilitas pengangkutan
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) Memiliki/menguasai sarana
fasilitas dengan ketentuan untuk
fasilitas penyalur LPG sebagai
berikut:

(a) Penyalur LPG wajib memiliki
Sarana dan Fasilitas
pengangkutan untuk
melakukan kegiatan penyaluran
dengan transportasi darat.

(p) Penyalur LPG yang melakukan
kegiatan penyaluran LPG dalam
bentuk kemasan wajib memiliki
sarana dan fasilitas
penyimpanan (Gudang) dan
pengangkutan tabung LPG

(c) Penyalur LPG dapat
menggunakan atau menguasai
Sarana dan Fasilitas
transportasi laut/sungai vang
dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan

(d) Dalam melakukan kegiatan
penyaluran LPG untuk
pengguna besar, Penyalur LPG
dapat memanfaatkan dan/atau
menguasai Sarana dan Fasilitas

pengangkutan milik pihak lain

b. Jangka waktu pemenuhan persyvaratan: 5

(lima) hari kerja.
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Persyaratan
khusus
Persyaratan

Teknis

atau

Badan Usaha wajib memiliki dokumen sebagai

berikut:

a. Memiliki kontrak perjanjian penunjukan
penyalur;

b. Memiliki bukti pelaporan penunjukan
penyalur ke Direktorat Jenderal Minyak dan
Gas Bumi oleh Badan Usaha Niaga;

c. Memiliki Dokumen lingkungan pada sarana
dan fasilitas;

d. Memiliki/menguasai sarana fasilitas
dengan ketentuan untuk fasilitas penyalur
BBM sebagai berikut:

1) Penyalur BBM berupa agen BBM wajib
memiliki Sarana dan Fasilitas
pengangkutan untuk melakukan
kegiatan penyaluran dengan
transportasi darat;

2) Penyalur BBM yang menyalurkan BBM
di Sarana Pengisian Bahan Bakar untuk
transportasi Darat, transportasi Laut,
dan transportasi udara wajib memiliki
Sarana dan Fasilitas pengisian Bahan
Bakar;

3) Penyalur BBM yang menyalurkan BBM
selain di Sarana Pengisian Bahan Bakar
untuk transpoertasi Darat, transportasi
Laut, dan transportasi udara wajib
memiliki Sarana dan Fasilitas
pengangkutan untuk melakukan
kegiatan penyaluran dengan

transportasi darat; dan
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4] Dalam hal Penyalur BBM melakukan
kegiatan penyaluran dengan
transportasi laut, Penyalur BBM dapat
menguasai  Sarana dan  Fasilitas
pengangkutan.

e. Memiliki/ menguasai sarana fasilitas
dengan ketentuan untuk fasilitas penyalur
LPG sebagai berikut:

1) Penyalur LPG wajib memiliki Sarana
dan Fasilitas pengangkutan untuk
melakukan kegiatan penyaluran dengan
transportasi darat;

2) Penyalur LPG yvang melakukan kegiatan
penyaluran LPG dalam bentuk kemasan
wajib memiliki sarana dan fasilitas
penyimpanan (Gudang) dan
pengangkutan tabung LPG;

3) Penyalur LPG dapat menggunakan atau
menguasai Sarana dan  Fasilitas
transportasi laut/sungai yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

4) Dalam melakukan kegiatan penyaluran
LPG untuk pengguna besar, Penyalur
LPG dapat memanfaatkan dan/atau
menguasai Sarana dan  Fasilitas

pengangkutan milik pihak lain.

Sarana Sarana Pengangkutan vang dimiliki/dikuasai
oleh Penyalur, serta Sarana Pengisian Bahan
Bakar untuk Transportasi Darat, Laut, dan
Udara (SPBU, SPBG, dan sebagainya), schagai
berikut:
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1)

2)

1)

2)

1)

2)

a. Fasilitas penyalur di sarana transportasi
darat, laut (SPBU, SPBN, APMS, dan

sebagainya), sebagai berikut:

Certificate of Inspection (Col) yang dapat
dikeluarkan oleh Perusahaan
Pemeriksaan atau ocleh Badan Usaha
sendiri yang memiliki kemampuan
pemeriksaan sesuai ketentuan; dan

Data jumlah dan kapasitas tangki
penyimpanan BBM di Fasilitas Sarana
Pengisian Bahan Bakar untuk
Transportasi Darat, Laut, dan Udara,

jumlah dispenser, jenis bahan bakar.

b. Fasilitas penyalur Agen BBM, secbagai
berikut:

Bukti kepemilikan fasilitas
pengangkutan BBM dengan fasilitas
transportasi darat, berupa STNK; dan

Bukti kepemilikan/sewa fasilitas
pengangkutan BBM dengan fasilitas
transportasi laut, berupa gross akte

kapal dan/atau perjanjian sewa.

c. Fasilitas penyalur LPG untuk transportasi
(LGV), sebagai berikut:

Bukti kepemilikan/penguasaan sarana
dan fasilitas Niaga; dan

memiliki Berita Acara Pemeriksaan
Keselamatan Instalasi dan Peralatan
vang ditandatangani oleh petugas
Direktorat Teknik dan Lingkungan

Minyak dan Gas Bumi atau sesuai
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ketentuan peraturan perundang-
undangan.

d. Fasilitas SPBG/Mother Station/Daughter
Stationf MRU, sebagai berikut:

1) Bukti kepemilikan/penguasaan sarana
dan fasilitas Niaga; dan

2) memiliki Berita Acara Pemeriksaan
Keselamatan Instalasi dan Peralatan
vang ditandatangani oleh petugas
Direktorat Teknik dan Lingkungan
Minyak dan Gas Bumi atau sesuai
ketentuan peraturan perundang-
undangan.

e. Fasilitas penyalur agen LPG, sebagai
berikut:

1) Bukti kepemilikan sarana dan fasilitas
penyimpanan (gudang);

2) Bukti kepemilikan fasilitas
pengangkutan dengan fasilitas
transportasi darat, berupa STNK; dan

3) Bukti kepemilikan/sewa fasilitas
pengangkutan LPG dengan fasilitas
transportasi laut, berupa gross akte
kapal dan/atau perjanjian sewa.

f. Lokasi Sarana dan IFasilitas Niaga memiliki
data alamat, dokumen perizinan lokasi,
dokumen lingkungan  hidup, sesuai
ketentuan.

6. Penilaian a. Penilaian Kesesuaian:
kesesuaian dan 1) Tingkat Risiko: Menengah Rendah.
pengawasan 2) Penilaian kesesuaian persyaratan

dilaksanakan oleh Direktur Jenderal
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b.

Minyak dan Gas Bumi dengan
melakukan evaluasi terhadap
persyaratan yang telah disampaikan
secara elektronik.

3)Bukti penilaian kesesuaian digunakan
oleh Penyalur agar dapat melakukan
kegiatan penyaluran BBM, BBG, dan
LPG sesuai peraturan.

Pengawasan:

1) Norma Pengawasan

a) Pengawasan Rutin:

Cakupan:
Terhadap Penyalur BBM, BBG, dan

LPG yang memiliki kontrak
perjanjian  penunjukan penyalur
dengan Badan Usaha Niaga Minyak
dan Gas Bumi dilakukan

pengawasan untuk  memenuhi

ketentuan/kewajiban scbagai
berikut:
(1) Penyalur wajib berbentuk

Koperasi, usaha kecil dan/atau
Badan Usaha Swasta Nasional,

(2) Memiliki kontrak perjanjian
penunjukan penyalur;

(3) Memiliki bukti pelaporan
penunjukan penyalur oleh
Badan Usaha Niaga dan
Perizinan Lingkungan;

(1) Penyalur hanya dapat menerima
penunjukan dari 1 (satu) Badan

Usaha Niaga Minyak dan Gas
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Bumi untuk masing- masing
jenis komoditas BBM, BBG,
dan/atau LPG;

(9) Pengawasan terkait harga BBM,
BBG, dan/atau LPG  yang
ditetapkan dan/atau diatur oleh
Pemerintah sesuai dengan
ketentuan Perundang-
undangan; dan

(6) Penyalur menyvampaikan laporan
kegiatan penyalurannya kepada
Badan Usaha Niaga Minyak dan
Gas Bumi dan secara elektronik
kepada  Direktorat Jenderal
Minyak dan Gas Bumi.

(7) Kepatuhan pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Cara:

(1) Laporan Badan Usaha dan/atau;

(2) Inspeksi lapangan ke lokasi
usaha apabila diperlukan
dengan rincian kegiatan dalam
bentuk:

e kunjungan fisik/virtual ke
penyalur;

s pengecekan dokumen
sebagaimana dalam cakupan
ketentuan kewajiban dan
dokumen penyaluran;

dan/atau
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e pengecekan harga jual di

penyalur.

Intensitas:

Pengawasan melalui inspeksi

lapangan secara sampling apabila

diperlukan dan/atau dilaksanakan

dengan mempertimbangkan

ketersediaan anggaran dan

pelaksana pengawasan.

b) Pengawasan Insidental

Cakupan:

Pengawasan insidental dilakukan

pada waktu tertentu dan

dilaksanakan apabila ada laporan

dan/atau pengaduan dari

masyarakat, pelanggaran terhadap

ketentuan peraturan perundang-

undangan, kebutuhan data realisasi

kegiatan usaha pada  proyek

prioritas pemerintah pusat,

dan/atau kebutuhan pemerintah

lainnya.

Penyalur memenuhi standar usaha

sebagai berikut:

(1) memiliki kontrak perjanjian
penunjukan penyalur;

(2) memiliki bukti pelaporan
penunjukan penyalur oleh

Badan Usaha Niaga;
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(3) harga BBM, BBG, dan/atau LPG
sesuai dengan yang
ditetapkan/diatur Pemerintah,;

(1) kepatuhan pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Cara:

Inspeksi lapangan ke lokasi usaha

dengan rincian kegiatan dalam

bentuk:

(1) Kunjungan  fisik/virtual ke
Penyalur;

(2) Pengecekan dokumen
scbagaimana dalam cakupan
ketentuan kewajiban dan
dokumen penyaluran;

(3) Pengecekan harga jual di
Penyalur; dan

(4) Pengecekan terhadap laporan
dan/atau pengaduan dari
masyarakat, pelanggaran
terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan, data
realisasi kegiatan usaha pada
provek  prioritas pemerintah
pusat apabila dibutuhkan.

2) Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan:

a) Pengawasan Laporan Badan Usaha:

(1) Penyalur menyampaikan laporan
kegiatan penyalurannya kepada
Badan Usaha Niaga Minyak dan
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Gas Bumi dan/atau Direktorat
Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
(2) Rekapitulasi data Penyalur .
(3) Melaksanakan tindak lanjut
laporan hasil pengawasan
apabila diperlukan.

b) Pengawasan Inspeksi L.apangan:

(1) Pemeriksaan di lokasi usaha

meliputi:

(a) Dokumen perjanjian
Kerjasama penunjukan
penyalur;

(b) pemeriksaan sarana dan
fasilitas usaha;

(c) komoditas yang disalurkan;

(d) harga jual komoditas;
dan/atau

(e) pemenuhan kewajiban
lainnya.

(2) melaksanakan tindak lanjut
laporan hasil pengawasan atau
tindak lanjut pelaporan penyalur
oleh Badan Usaha Niaga atau
kebutuhan akan data lainnya
dengan melakukan inspeksi
lapangan secara sampling.

(3) Inspeksi lapangan dapat
dilakukan berdasarkan laporan
masyarakat/instansi lain terkait
pelanggaran pemenuhan

kewajiban Badan Usaha.




D05 2021, No.318

VIII. STANDAR PELAPORAN PENYALUR BADAN USAHA NIAGA
MIGAS (PENYALUR BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN
BAKAR GAS, DAN LPQG)
KBLI terkait: 47301, 47302

(4) Menyusun jadwal, anggaran,
dan sumber daya manusia
pelaksana pengawasan

(3) Melakukan  koerdinasi  dan
mempersiapkan perangkat kerja
pengawasan yang diperlukan

c) Perangkat Kerja Pengawasan

(a) Standard Operating Procedure
(SOP) pengawasan penyalur dan
inspeksi lapangan yang telah
ditetapkan.

(b) Perangkat kerja untuk
pengawasan laporan penyalur
adalah data sheet penyalur yang
meliputi dokumen kontrak
Kerjasama penunjukan
penyalur, laporan penunjukan
penvalur dari Badan Usaha
Niaga, dan lain sebagainya.

(c) Perangkat kerja untuk inspeksi
lapangan antara lain berupa
format dan substansi berita
acara inspeksi lapangan.

(d) Laporan pelaksanaan inspeksi
lapangan vang disusun
berdasarkan Berita Acara
inspeksi lapangan yang memuat
kondisi kegiatan usaha,
pemenuhan kewajiban Penyalur
dan temuan di lapangan lainnya
yang disampaikan kepada

pimpinan unit apabila
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3)

4)

diperlukan Pelaksana
Pengawasan.
Halk dan Kewajiban Pelaksana

Pengawasan

a) Hak Pelaksana Pengawasan:

Pengawas berhak meminta data
yang diperlukan pada saat

pengawasan kepada Badan Usaha.

b) Kewajiban Pelaksana Pengawasan:

(1) menyiapkan perangkat kerja

pengawasan;

(2) melaksanakan pengawasan
sesuai dengan prosedur
pengawasan vang telah
ditetapkan;

(3) membuat Berita Acara; dan

(1) menyusun laporan hasil
pengawasan untuk disampaikan
kepada pimpinan.

Pelaksana Pengawasan:

Pelaksana pengawasan adalah pegawai
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas
Bumi.

Kompetensi Pengawas

Pelaksana  pengawasan  memahami
skema usaha penyalur, mengetahui
sarana dan fasilitas yang digunakan,
komoditas yang disalurkan, peraturan
terkait penetapan/pengaturan harga
jual, dokumen lainnya peraturan

perundang-undangan terkait.
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S) Mekanisme, Format dan Substansi

Laporan.

Penyalur menyampaikan pelaporan
penyaluran kepada Ditjen  Migas
dan/atau Badan Usaha Niaga maksimal
6 (enam) bulan sekali, yang memuat
(a) Jangka waktu kontrak penyalur

(b) Volume penyaluran sesuai kontrak

6) Saluran pengaduan masvarakat:

Contact Center ESDM 136

Email: callcenter.migas@esdm.go.id

No.

IX. STANDAR IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PIPA
GAS BUMI SERTA FASILITAS DAN SARANA PENDUKUNG UNTUK
KEPENTINGAN SENDIRI
KBLI terkait: 49300 (Angkutan melalui Saluran Pipa)

Ruang Lingkup a. Standar ini mengatur dan menetapkan
batasan  tentang persyaratan  dalam
penyelenggaraan kegiatan pembangunan
dan pengoperasian pipa Gas Bumi serta
fasilitas dan sarana pendukung untuk
kepentingan sendiri.

b. Standar ini disusun sebagai panduan bagi
Konsumen Gas Bumi yvang memiliki alokasi
gas bumi dan/atau Perjanjian Jual Beli Gas
Bumi (PJBG) dengan pemasok gas bumi
untuk mendapatkan Izin Pembangunan dan
Pengoperasian Pipa Gas Bumi serta Fasilitas
dan Sarana Pendukung Untuk Kepentingan

Sendiri dan tidak digunakan untuk kegiatan
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usaha niaga dan/atau pengangkutan gas

bumi melalui pipa.

Istilah

Definisi

a. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa
hidrokarbon vang dalam kondisi tekanan
dan temperatur atmosfer berupa fasa gas
yang diperoleh dari proses penambangan
Minyak dan Gas Bumi

b. Konsumen Gas Bumi adalah konsumen atau
pengguna Gas Bumi yang memiliki alokasi
gas bumi dan/atau Perjanjian jual beli Gas
Bumi dengan Badan Usaha pemegang Izin
Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi atau
Kontraktor Kerja Sama untuk kepentingan
sendiri dan tidak untuk diperdagangkan.

Persyaratan

Umum

a. Persyaratan administratif Izin Pembangunan
dan Pengoperasian Pipa Gas Bumi Serta
Fasilitas dan Sarana Pendukung Untuk
Kepentingan Sendiri/lzin Penyesuaian/lzin
Perpanjangan:

1) Daftar Penerima Manfaat (Beneficial
Ownership)
2) Identitas dan Surat Kuasa Narahubung

b. Jangka waktu pemenuhan persyaratan: 15

hari kerja

Persyaratan
khusus
Persyaratan

Teknis

atau

Persyaratan khusus Izin Pembangunan dan

Pengoperasian Pipa Gas Bumi Serta Fasilitas

dan Sarana Pendukung Untuk Kepentingan

Sendiri/Izin Penyesuaian/1zin Perpanjangan:

a. Persyaratan Khusus Izin Pembangunan Pipa
Gas Bumi Serta Fasilitas dan Sarana
Pendukung Untuk Kepentingan Sendiri:

1) Studi kelayakan, paling sedikit memuat:
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a) latar belakang

b) rencana jenis, jumlah dan kapasitas
sarana pengangkutan

c) produk, standar dan mutu produk
yvang diangkut

d) penggunaan tenaga kerja asing dan
tenaga kerja lokal

€) analisa keekonomian (biaya investasi
dan biaya operasional)

f) rencana pelaksanaan pembangunan
sarana dan fasilitas

g) Komitmen Tingkat Komponen Dalam
Negeri Barang dan Jasa

2) Surat penctapan alokasi gas bumi atau

PJBG dengan pemasok gas bumi

b. Persyaratan Khusus Izin Pengoperasian Pipa
Gas Bumi Serta Fasilitas dan $Sarana
Pendukung Untuk Kepentingan Sendiri:

1) Studi kelayakan, paling sedikit memuat:

a) latar belakang

b) jenis, jumlah dan kapasitas sarana
pengangkutan

c) produk, standar dan mutu produk
vang diangkut

d) penggunaan tenaga kerja asing dan
tenaga kerja lokal

€) analisa keekonomian (biaya investasi
dan biaya operasional)

f) pelaksanaan pembangunan sarana

dan fasilitas




2021, No.318

-230-

IX. STANDAR [ZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PIPA
GAS BUMI SERTA FASILITAS DAN SARANA PENDUKUNG UNTUK

KEPENTINGAN SENDIRI

KBLI terkait: 49300 (Angkutan melalui Saluran Pipa)

g] Capaian Tingkat Komponen Dalam
Negeri Barang dan Jasa

2) Surat penctapan alokasi gas bumi atau
PJBG dengan pemasok gas bumi

3) Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan
Instalasi dan Peralatan yang
ditandatangani oleh petugas Direktorat
Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas
Bumi atau sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

4) Persetujuan lingkungan.

Jangka waktu pemenuhan persyaratan khusus:

paling lama 5 tahun.

Sarana

Pipa Gas Bumi serta fasilitas dan sarana

pendukung untuk kepentingan sendiri

Penilaian
kesesuaian dan

pengawasan

a. Penilaian Kesesuaian

1) Tingkat Risiko Tinggi

2) Penilaian terhadap kesesuaian
persyaratan administrasi dan teknis
untuk penerbitan Izin dilaksanakan oleh
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas
Bumi dengan melakukan verifikasi
terhadap persyaratan  yang  telah
disampaikan, serta dapat dilakukan
klarifikasi dan kunjungan lokasi ke

Badan Usaha.

b. Pengawasan
1) Norma Pengawasan

a) Pengawasan Rutin:
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Calkupan:

Kepatuhan Kensumen Gas Bumi

untuk memenuhi standar kegiatan

dan kewajiban sebagai berikut:

(1) Kesesuaian skema kegiatan
dengan ketentuan yang berlaku;

(2) Kesesuaian sarana dan fasilitas
dengan Izin yang telah diberikan;

(3) Spesifikasi komeoditas yang telah
ditentukan,;

(4) Pelaporan kegiatan; dan

(5) Status dan masa berlaku Izin.

(6) Kesesuaian Capaian Tingkat
Komponen Dalam Negeri Barang
dan Jasa.

(7) Kepatuhan pelaksanaan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Cara:

(1) Pengawasan laporan Konsumen
Gas Bumi dilakukan terhadap
laporan Konsumen Gas Bumi yang
telah mendapatkan Izin di bidang
pengangkutan minyak dan gas
bumi melalui aplikasi pelaporan
online minyak dan gas bumi.

(2) Inspeksi lapangan ke lokasi
kegiatan dengan rincian kegiatan
dalam bentuk:

(a) kunjungan fisik/virtual,;
(b) pengecekan  fisik  dan/atau

dokumen terkait Izin;
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b)

(c) tes/pengujian (apabila
diperlukan); dan

(d) pembinaan Konsumen  Gas
Bumi terkait pelaksanaan

kegiatan.

Intensitas:

(1) Pengawasan melalui laporan
Konsumen Gas Bumi dilaksanakan
paling banyak 2 (dua) kali dalam
setahun untuk setiap lokasi usaha.

(2) Pengawasan melalui inspeksi
lapangan dilaksanakan dengan
mempertimbangkan ketersediaan
anggaran dan pelaksana

pengawasarn.

Pengawasan Insidental:

Cakupan:

Pengawasan insidental dilakukan
pada waktu tertentu dan dilaksanakan
apabila ada laporan dan/atau
pengaduan dari masyarakat,
pelanggaran  terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan,
kebutuhan data realisasi kegiatan
pada proyek prioritas pemerintah,
dan/atau  kebutuhan  pemerintah
lainnya yang ditetapkan sesuai

peraturan perundang-undangan.
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Kepatuhan Konsumen Gas Bumi
untuk memenuhi standar kegiatan
dan kewajiban sebagai berikut:

(1) Kesesuaian skema kegiatan dengan
ketentuan yang berlaku.

(2) Kesesuaian sarana dan fasilitas
dengan Izin yang telah diberikan.

(3) Spesifikasi komeoeditas yang telah
ditentukan.

(4) Pelaporan kegiatan setiap 1 (satu)
bulan sekali atau sewaktu-waktu
apabila diperlukan.

() Status dan masa berlaku Izin.

(6) Kepatuhan pelaksanaan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Cara:

Inspeksi lapangan ke lokasi usaha

dengan rincian kegiatan dalam

bentuk:

(1) kunjungan fisik/virtual;

(2) pengecekan fisik dan/atau
dokumen terkait Izin Usaha,

(3) tes/pengujian (apabila diperlukan);
dan/atau

(4) pembinaan Konsumen Gas Bumi
terkait pelaksanaan kegiatan

usaha.

2) Perencanaan Pelaksanaan Pegawasan:

a) Pengawasan Laporan Badan Usaha:
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(1) menyusun daftar Badan Usaha
yang wajib menyampaikan laporan
usaha;

(2) menyusun jadwal dan sumber daya
manusia pelaksana pengawasan;
dan

(3) mempersiapkan perangkat kerja

pengawasan yang diperlukan.

b) Pengawasan Inspeksi Lapangan:

(1) Pelaksana melakukan tindak lanjut
laporan hasil pengawasan terhadap
laporan Badan Usaha dan/atau
tindak lanjut permohonan izin
usaha baru/
penyesuaian/perpanjangan  atau
kebutuhan data lainnya dengan
melakukan inspeksi lapangan.

(2) Inspeksi lapangan dapat dilakukan
berdasarkan laporan
masyarakat/instansi lain terkait
pelanggaran pemenuhan kewajiban
Badan Usaha.

(3) Menyusun jadwal, anggaran, dan
sumber daya manusia pelaksana
pengawasan.

(4) Melakukan koordinasi dan
mempersiapkan perangkat kerja

pengawasan yang diperlukan.
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c) Perangkat Kerja Pengawasan:

(1) Standar Operasional Prosedur
(SOP) pengawasan laporan
Konsumen Gas Bumi dan inspeksi
lapangan yvang telah ditetapkan.

(2) Perangkat kerja untuk pengawasan
laporan Konsumen Gas Bumi
adalah data vang meliputi
perizinan yang diberikan, jenis
kegiatan, lokasi kegiatan, sarana
dan fasilitas yang  dimiliki,
komeditas dan lain sebagainya

(3) Perangkat kerja untuk inspeksi
lapangan antara lain berupa surat
tugas pengawasan dari pimpinan
unit, format dan substansi berita
acara inspeksi lapangan dan lain
sebagainya.

(4) Laporan  pelaksanaan  inspeksi
lapangan yang disusun
berdasarkan Berita Acara inspeksi
lapangan yang memuat kondisi
kegiatan, pemenuhan kewajiban
Konsumen Gas Bumi dan temuan
di lapangan lainnya yvang
disampaikan kepada pimpinan

unit.

3) Hak dan Kewajiban Pelaksana
Pengawasan

Hak Pelaksana Pengawasan:
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Pengawas berhak meminta data yang
diperlukan pada saat pengawasan

kepada Badan Usaha.

Kewajiban Pelaksana Pengawasan

(1) melaksanakan pengawasan sesuai
dengan prosedur pengawasan yang
telah ditetapkan;

(2) membuat Berita Acara,;

(3) menyusun laporan hasil inspeksi
lapangan kepada pimpinan,

(4) melaksanakan tindak lanjut laporan
hasil inspeksi lapangan apabila
diperlukan; dan/atau

(5) menyusun laporan hasil pengawasan

untuk disampaikan kepada pimpinan.

4) Pelaksana Pengawasan:
Pelaksana pengawasan adalah pegawai
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas

Bumi.

Kompetensi Pengawas:

Pelaksana pengawasan memahami
skema kegiatan, riwayat perizinan, daftar
dan kapasitas serta teknologi sarana dan
fasilitas yang digunakan, standar dan
mutu preduk minyak dan gas bumi
sesuai ketentuan dari Direktur Jenderal
Minyak dan Gas Bumi, dokumen

kelengkapan baik administratif dan
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teknis dari Konsumen Gas Bumi serta

peraturan perundang-undangan terkait.

Peningkatan  kompetensi  pelaksana
pengawasan dilakukan dengan
mengikutsertakan pelaksana
pengawasan pada pendidikan atau
pelatihan untuk meningkatkan
kemampuan, kecakapan, dan
pengetahuan pelaksana pengawasan
atas standar pelaksanaan kegiatan
antara lain pelatihan prosedur
pelaksanaan kegiatan yang aman dan
efektif, pelatihan terkait keselamatan,
kesehatan dan lingkungan dan lain

sebagainya.

OS) Mekanisme, Format dan Substansi
Laporan.
Mekanisme penyampaian laporan:
Laporan pelaksanaan kegiatan usaha
disampaikan oleh Konsumen Gas Bumi
kepada Direktur Jenderal Minyak dan
Gas Bumi secara elektronik setiap 1
(satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila

diperlukan.

Substansi laporan  paling sedikit
memuat:

a) Nama Perusahaan

b) Wilayah

¢) Ruas Pipa
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d) Koordinat (Titik Awal dan Titik Akhir)

e) Spesifikasi Pipa: Diameter (Inch),
Panjang (km), Kapasitas Desain Pipa
(MMSCFD)

f) Total Kapasitas Pipa Terpakai (Utilized
Capacity)

g) Sumber Pasokan

h) Lokasi Titik Terima

i) Volume di Titik Terima (MMSCFD)

j) Lokasi Titik Serah

k) Volume di Titik Serah (MMSCFD)

0) Saluran pengaduan masyarakat:
Contact Center ESDM 136

Email: callcenter. migas@esdm.go.id

X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS
No. BUMI
KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202

KBLI terkait:

a 49120: Angkutan Jalan Rel untuk Barang

b. 49300: Angkutan Melalui Saluran Pipa

49432: Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus

A o

50133: Angkutan Laut dalam Negeri untuk Barang Khusus

o

50223: Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya

e}

51202: Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Dalam Negeri

untuk Kargo

1. Ruang Lingkup a. Standar ini mengatur dan menetapkan
batasan  tentang  persyaratan dalam
penyelenggaraan pelayananan Izin Usaha

Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi untuk
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BUMI

KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202

Badan Usaha Pengangkutan Migas yang
meliputi  kegiatan pemindahan minyak
bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan
bakar gas, Liquefied Petroleum Gas, Liquefied
Natural Gas, Compressed Natural Gas,
dan/atau hasil olahan (kecuali pelumas,
petrokimia dan aspal) baik melalui meda
darat termasuk Kkereta api, moda air
termasuk laut, sungai dan danau dan/atau
moda udara serta pengangkutan melalui
pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk

tujuan komersial.

. Standar ini disusun sebagai panduan bagi

Badan Usaha untuk mendapatkan Izin
Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi
dari Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral, dalam rangka menjamin
pelaksanaan dan pengendalian usaha
pengangkutan minyak dan gas bumi secara
transparan, menjamin ketersediaan dan
kelancaran pendistribusian minyak dan gas
bumi secara efisien dan efektif untuk
memenuhi kebutuhan dalam negeri serta
menjamin keselamatan dan kesehatan kerja,
pengelolaan lingkungan hidup dan untuk
memitigasi risiko serta dampak yang

mungkin terjadi.

Istilah dan

Definisi

. Minyak Bumi adalah hasil proses alami

berupa hidrokarbon vang dalam kondisi
tekanan dan temperatur atmosfer berupa
fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin
mineral atau ozokerit dan bitumen yang

diperoleh dari proses penambangan, tetapi

2021, No.318
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X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS

BUMI

KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202

tidak termasuk batubara atau endapan
hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang
diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan
dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas

Bumi.

. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa

hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan
dan temperatur atmosfer berupa fasa gas
vang diperoleh dari proses penambangan

Minyak dan Gas Bumi.

. Bahan Bakar Minyak yang seclanjutnya

disingkat BBM adalah bahan bakar yang

berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.

. Hasil Olahan adalah hasil dan/atau produk

selain bahan bakar minyak dan/atau bahan
bakar gas yang diperoleh dari kegiatan hasil
pengolahan minvak dan gas bumi baik
berupa produk akhir atau produk antara

kecuali pelumas dan petrokimia.

. Liquefied Petroleum Gas yang seclanjutnya

disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang
dicairkan dengan tekanan untuk
memudahkan penyimpanan, pengangkutan,
dan penganannya yang pada dasarnya
terdiri atas propana, butana, atau campuran
keduanya.

Liquefied Natural Gas yang selanjutnya
disingkat LNG adalah Gas Bumi yang
terutama terdiri dari metana yang dicairkan
pada suhu sangat rendah (sekitar minus
160°C) dan dipertahankan dalam keadaan
cair untuk mempermudah transportasi dan

penimbunan.
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g. Compressed Natural Gas vang selanjutnya
disingkat CNG adalah Bahan Bakar Gas
vang berasal dari Gas Bumi dengan unsur
utama berupa metana (Cl1) yang telah
dimampatkan dan dipertahankan serta
disimpan pada bejana bertekanan khusus
untuk mempermudah transpertasi dan
penimbunan.

h. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan
Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil
olahannya dari Wilayah Kerja atau dari
tempat penampungan dan Pengolahan,
termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui
pipa transmisi dan distribusi.

i. Kegiatan Usaha Pengangkutan Minyak dan
Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan
minyak bumi, gas bumi, bahan bakar
minyak, bahan bakar gas, LPG, LNG, CNG
dan/atau hasil olahan baik melalui darat,
air, dan/atau udara termasuk
pengangkutan gas bumi melalui pipa dari
suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan
komersial.

j. Izin Usaha Sementara Pengangkutan Minyak
dan Gas Bumi adalah izin yang bersifat
sementara dalam rangka pembangunan
atau penyiapan sarana dan fasilitas untuk
melakukan kegiatan usaha dan pengurusan
perizinan-perizinan dari instansi lain yang
diberikan kepada Badan Usaha sebelum
diberikan Izin Usaha Pengangkutan Minyak

dan Gas Bumi.
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k. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk

badan hukum vyang menjalankan jenis
usaha yang bersifat tetap, terus menerus,
dan didirikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan serta bekerja dan
berkedudukan dalam wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Persyaratan

Umum Usaha

b.

Persyaratan administratif Izin Usaha
Sementara/lzin
Usaha/Perpanjangan/Penyesuaian Izin
Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi:
1) Daftar Penerima Manfaat (Beneficial
Ownership); dan

2) Identitas dan Surat Kuasa Narahubung
Jangka waktu pemenuhan persyaratan: 13

hari kerja.

Persyaratan

Khusus Usaha

Persyaratan teknis Izin Usaha Sementara/izin

Usaha/ Perpanjangan/ Penyesuaian Izin Usaha

Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi:

a. Persyaratan Teknis:

Izin Usaha Sementara Pengangkutan Minyak

dan Gas Bumi, untuk kegiatan:

1) Pengangkutan LPG moda darat atau laut
dengan fasilitas bottling plant, yaitu Studi
Kelayakan, paling sedikit memuat:

a) latar belakang

b) calon konsumen

c) skema usaha

d) rencana jenis, jumlah dan kapasitas
sarana pengangkutan

e) rencana produk, standar, dan mutu

produk yang diangkut
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i)

g)

i)

rencana lokasi kegiatan usaha
(provinsi)

penggunaan tenaga kerja asing dan
tenaga kerja lokal

analisa keekonomian (minimal biaya
investasi, biaya operasional,
pendapatan angkutan)

rencana pelaksanaan pembangunan
sarana dan fasilitas

Komitmen Tingkat Komponen Dalam

Negeri Barang dan Jasa

Pengangkutan Minyvak dan Gas Bumi

moda pipa atau pengangkutan LPG moda

pipa dengan fasilitas bottling plant, yaitu

Studi Kelayakan, paling sedikit memuat:

a)
b)
<)

d)

g)

j)

latar belakang

calon konsumen

skema usaha

rencana jenis, jumlah dan kapasitas
sarana pengangkutan

rencana produk, standar, dan mutu
produk yang diangkut

rencana lokasi kegiatan usaha
(provinsi)

penggunaan tenaga kerja asing dan
tenaga kerja lokal

analisa keekonomian (minimal biaya
investasi, biaya operasional,
pendapatan angkutan)

rencana pelaksanaan pembangunan
sarana dan fasilitas

Komitmen Tingkat Komponen Dalam

Negeri Barang dan Jasa

2021, No.318
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3) Kesepakatan yang mengikat atas
pengangkutan Minyak dan Gas Bumi

sesuai dengan jenis kegiatannya.

Izin Usaha /Perpanjangan/Penyecsuaian 1zin
Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi,
untuk kegiatan:

1) Kegiatan Pengangkutan Minyak dan gas
bumi dengan moda darat atau
pengangkutan LPG moda darat dengan
fasilitas bottling plant, yaitu:

a) Studi Kelayakan  paling sedikit
memuat:
(1) latar belakang
(2) konsumen
(3) skema usaha
(4) jenis, jumlah dan kapasitas sarana

pengangkutan

() produk, standar, dan mutu produk
yang diangkut

(6) lokasi kegiatan usaha (previnsi)

(7) penggunaan tenaga kerja asing dan
tenaga kerja lokal

(8) analisa keeckonomian (minimal
biaya investasi, biaya operasional,
pendapatan angkutan)

(9) Capaian Tingkat Komponen Dalam
Negeri Barang dan Jasa

b) STNK apabila milik sendiri;

c) STNK dan perjanjian sewa apabila
sewa;

d) Berita Acara Pemeriksaan

Keselamatan Peralatan yang
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ditandatangani oleh petugas
Direktorat Teknik dan Lingkungan
Migas atau sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan
(untuk fransport tank mengangkut
komoditas LPG, LNG, dan CNG);

€) Berita Acara Pemeriksaan
Keselamatan Instalasi dan Peralatan
vang ditandatangani oleh petugas
Direktorat Teknik dan Lingkungan
Migas atau sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan
(untuk SPPBE); dan/atau

f) Persetujuan lingkungan (untuk
SPPBE).

2) Kegiatan Pengangkutan Minyak dan gas
bumi dengan moda laut atau
pengangkutan LPG moda laut dengan
fasilitas bottling plant, yaitu:

a) Studi Kelayakan  paling sedikit

memuat:

(1) latar belakang

(2) konsumen

(3) skema usaha

(4) jenis, jumlah dan kapasitas sarana
pengangkutan

(3) produk, standar, dan mutu produk
yvang diangkut

(6) lokasi kegiatan usaha (provinsi)

(7) penggunaan tenaga kerja asing dan

tenaga kerja lokal




2021, No.318

-246-

No.

X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS

KBLI terkait: 49120

BUMI

, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202

(8) analisa  keekonomian (minimal
biaya investasi, biaya operasional,
pendapatan angkutan)

(9) Capaian Tingkat Kemponen Dalam

Negeri Barang dan Jasa

b) Gross akta kapal apabila milik sendiri;

c) Gross akta kapal dan Perjanjian sewa
apabila sewa;

d) Berita Acara Pemeriksaan
Keselamatan Instalasi dan Peralatan
vang ditandatangani oleh petugas
Direktorat Teknik dan Lingkungan
Migas atau sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan
(untuk SPPBE/SPPEK); dan/atau

€) Persetujuan lingkungan (untuk
SPPBE/SPPEK).

Kegiatan Pengangkutan Minyak dan Gas

Bumi dengan moda @ pipa atau

pengangkutan LPG moda pipa dengan

fasilitas bottling plant, yaitu:

a) Studi  Kelayakan  paling sedikit
memuat:

(1) latar belakang

(2) konsumen

(3) skema usaha

(4) jenis, jumlah dan kapasitas sarana
pengangkutan

(9) produk, standar, dan mutu produk
yang diangkut

(6) lokasi kegiatan usaha (provinsi)
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(7) penggunaan tenaga kerja asing dan
tenaga kerja lokal
(8) analisa  keekonomian (minimal
biaya investasi, biaya operasional,
pendapatan angkutan)
(9) Capaian Tingkat Komponen Dalam
Negeri Barang dan Jasa
b) Berita Acara Pemeriksaan
Keselamatan Instalasi dan Peralatan
vang ditandatangani oleh petugas
Direktorat Teknik dan Lingkungan
Migas atau sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan
(untuk SPPBE dan instalasi pipa); dan
c) Persetujuan lingkungan (untuk
SPPBE).

4) Kegiatan Pengangkutan Minyak dan gas
bumi dengan moda sungai dan/atau
danau, yaitu:

a) Studi Kelayakan  paling sedikit

memuat:

(1) latar belakang

(2) konsumen

(3) skema usaha

(4) jenis, jumlah dan kapasitas sarana
pengangkutan

(9) produk, standar, dan mutu produk
yang diangkut

(6) lokasi kegiatan usaha (provinsi)

(7) penggunaan tenaga kerja asing dan

tenaga kerja lokal
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(8) analisa  keekonomian (minimal
biaya investasi, biaya operasional,
pendapatan angkutan)

(9) Capaian Tingkat Kemponen Dalam
Negeri Barang dan Jasa

b) Surat Tanda Register Kapal apabila
milik sendiri; dan/atau

c¢) Surat Tanda Register Kapal dan
perjanjian sewa apabila sewa.

S) Kegiatan Pengangkutan Minyak dan Gas

Bumi dengan moda udara, vaitu:

a) Studi Kelayakan  paling sedikit
memuat:

(1) latar belakang

(2) konsumen

(3) skema usaha

(1) jenis, jumlah dan kapasitas sarana
pengangkutan

() produk, standar, dan mutu produk
yang diangkut

(6) lokasi kegiatan usaha (provinsi)

(7) penggunaan tenaga kerja asing dan
tenaga kerja lokal

(8) analisa keekonomian (minimal
biaya investasi, biaya operasional,
pendapatan angkutan)

(9) Capaian Tingkat Komponen Dalam
Negeri Barang dan Jasa

b) Izin  Operasi dari Kementerian

Perhubungan; dan

c) Surat keterangan mengenai
kepemilikan Dangerous Goods

Handling Manual (DGHM) vang
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mencakup Class Dangerous Goods
yvang dapat diangkut.
6) Kegiatan Pengangkutan Minyak dan Gas
Bumi dengan moda kereta api, yaitu:
a) Studi Kelayakan  paling sedikit
memuat:
(1) latar belakang
(2) konsumen
(3) skema usaha
(4) jenis, jumlah dan kapasitas sarana
pengangkutan
(S) produk, standar, dan mutu produk
yang diangkut
(6) lokasi kegiatan usaha (provinsi)
(7) penggunaan tenaga kerja asing dan
tenaga kerja lokal
(8) analisa keeckonomian (minimal
biaya investasi, biaya operasional,
pendapatan angkutan)
(9) Capaian Tingkat Komponen Dalam
Negeri Barang dan Jasa
b) Izin Operasi beserta lembar
pengukuhannya dari Kementerian
Perhubungan; dan
c) Surat Pernyataan bermeterai telah
membuat dan menerapkan Sistem
Manajemen Keselamatan
Perkeretaapian (SMKP).
7) Kegiatan Pengangkutan Minyak dan Gas
Bumi dengan moda pipa, yaitu:
a) Studi Kelayakan paling sedikit
memuat:

(1) latar belakang
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b)

d)

(2) konsumen

(3) skema usaha

(4) jenis, jumlah dan kapasitas sarana
pengangkutan

() produk, standar, dan mutu produk
yang diangkut

(6) lokasi kegiatan usaha (provinsi)

(7) penggunaan tenaga kerja asing dan
tenaga kerja lokal

(8) analisa keekonomian (minimal
biaya investasi, biaya operasional,
pendapatan angkutan)

(9) Capaian Tingkat Komponen Dalam
Negeri Barang dan Jasa

Persetujuan lingkungan;

Berita Acara Pemeriksaan

Keselamatan Instalasi dan Peralatan

yang ditandatangani oleh petugas

Direktorat Teknik dan Lingkungan

Migas atau sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan

Hak Khusus (khusus untuk

komoditas gas bumi).

b. Jangka waktu pemenuhan persyaratan

khusus: paling lama 5 tahun

Sarana

Fasilitas dan sarana pengangkutan minyak dan

gas bumi, khusus untuk moda pipa transmisi

Gas Bumi wajib memiliki pipa transmisi dan

fasilitas pendukungnya pada ruas transmisi.
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Penilaian a. Penilaian Kesesuaian
Kesesuaian dan 1) Tingkat Risiko: Tinggi
Pengawasan 2) Penilaian terhadap kesesuaian

persyaratan administrasi dan teknis
untuk penerbitan Izin Usaha
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal
Minyak dan Gas Bumi dengan
melakukan verifikasi terhadap
persyaratan yang telah disampaikan,
serta dapat dilakukan klarifikasi dan
kunjungan lokasi ke Badan Usaha.
b. Pengawasan
1) Norma pengawasan
a) Pengawasan Rutin:
Cakupan:
Kepatuhan Badan Usaha kegiatan
usaha pengangkutan Minyak dan Gas
Bumi untuk memenuhi standar
kegiatan dan kewajiban sebagai
berikut:
(1) Kesesuaian skema kegiatan dengan
ketentuan yang berlaku.
(2) Kesesuaian sarana dan fasilitas
dengan Izin yang telah diberikan.
(3) Standar dan mutu (spesifikasi)
komoditas yang telah ditetapkan
oleh Direktur Jenderal Minyak dan
Gas Bumi.
(4) Pelaporan kegiatan usaha.
(9) Status dan masa berlaku Izin

usaha.
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(6) Kesesuaian Capaian Tingkat
Komponen Dalam Negeri Barang
dan Jasa.

(7) Kesesuaian antara data dan
dokumen di lapangan dengan
laporan badan usaha  yang
disampaikan secara elektronik.

(8) Kepatuhan pelaksanaan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Cara:

(1) Pengawasan laporan Badan Usaha
dilakukan terhadap laporan Badan
Usaha yang telah mendapatkan Izin
di bidang pengangkutan minyak
dan gas bumi melalui aplikasi
pelaporan online minyak dan gas
bumi.

(2) Inspeksi  lapangan ke lokasi
kegiatan dengan rincian kegiatan
dalam bentuk:

(a) kunjungan fisik/ virtual,

(b) pengecekan  fisik dan/atau
dokumen terkait Izin;

(c) tes/pengujian (apabila
diperlukan); dan/atau

(d) pembinaan Konsumen  Gas
Bumi terkait pelaksanaan

kegiatan.

Intensitas:
(1) Pengawasan melalui laporan

Konsumen Gas Bumi dilaksanakan
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paling banyak 2 (dua) kali dalam
setahun untuk setiap lokasi usaha.
(2) Pengawasan melalui  inspeksi
lapangan dilaksanakan dengan
mempertimbangkan ketersediaan
anggaran dan pelaksana

pengawasarn.

b) Pengawasan Insidental:

Cakupan:

Pengawasan insidental dilakukan
pada waktu tertentu dan dilaksanakan
apabila ada laporan dan/atau
pengaduan dari masyarakat,
pelanggaran terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan,
kebutuhan data realisasi kegiatan
pada proyek prioritas pemerintah,
dan/atau  kebutuhan  pemerintah
lainnya yang ditetapkan sesuai

peraturan perundang-undangan.

Kepatuhan Badan Usaha untuk

memenuhi standar kegiatan dan

kewajiban sebagai berikut:

(1) Kesesuaian skema kegiatan dengan
ketentuan yang berlaku.

(2) Kesesuaian sarana dan fasilitas
dengan Izin yang telah diberikan.

(3) Spesifikasi komeoeditas yang telah

ditentukan.
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a)

b)

(1) Pelaporan kegiatan setiap 1 (satu)
bulan sekali atau sewaktu-waktu
apabila diperlukan.

(©) Status dan masa berlaku Izin.

(6) Kepatuhan pelaksanaan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Cara:

Inspeksi lapangan ke lokasi usaha

dengan rincian kegiatan dalam

bentuk:

(1) kunjungan fisik/ virtual,

(2) pengecekan fisik dan/atau
dokumen terkait Izin Usaha;

(3) tes/pengujian (apabila diperlukan);
dan

(1) pembinaan Konsumen Gas Bumi
terkait pelaksanaan kegiatan

usaha.

2) Perencanaan pelaksanaan pengawasan

Pelaksana melakukan tindak lanjut
laporan hasil pengawasan terhadap
laporan Badan Usaha dan/atau
tindak lanjut permohcnan izin usaha
baru/penyesuaian/perpanjangan

atau kebutuhan data lainnya dengan
melakukan inspeksi lapangan.
Inspeksi lapangan dapat dilakukan
berdasarkan laporan
masyarakat/instansi lain = terkait
pelanggaran pemenuhan kewajiban

Badan Usaha.
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c¢) Menyusun jadwal, anggaran, dan
sumber daya manusia pelaksana
pengawasan.

d) Melakukan koordinasi dan
mempersiapkan perangkat  kerja

pengawasan vang diperlukan.

Pelaksanaan Inspeksi lapangan:
a) Pemeriksaan di lokasi usaha meliputi:

(1) kesesuaian sarana dan fasilitas
dengan Izin vang telah diberikan
dan/atau vang diajukan;

(2) skema kegiatan usaha,;

(3) kesesuaian antara data dan
dokumen di lapangan dengan
laporan Badan Usaha vyang
disampaikan secara elektronik;

(4) kesesuaian komoditas vang
diangkut dengan Izin yang telah
diberikan;

(D) status kegiatan dan masa berlaku
Izin;

(6) pemenuhan kewajiban lainnyva.

b) Pembuatan Berita Acara

c¢) Menyusun laporan hasil inspeksi
lapangan kepada pimpinan

d) Melaksanakan tindak lanjut laporan
hasil inspeksi lapangan apabila

diperlukan.

Perangkat Kerja Pengawasan:
a) Standar Operasional Prosedur (SOP)

pengawasan laporan Badan Usaha
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dan inspeksi lapangan yang telah
ditetapkan.

Aplikasi pelaporan online minyak dan
gas bumi dan email.

Perangkat kerja untuk pengawasan
laporan Badan Usaha adalah data
yang meliputi  perizinan  yang
diberikan, jenis kegiatan, lokasi
usaha, sarana dan fasilitas yang
dimiliki, komoditas dan lain
sebagainya.

Perangkat kerja untuk inspeksi
lapangan antara lain berupa surat
tugas pengawasan dari pimpinan
unit, format dan substansi berita
acara inspeksi lapangan dan lain
sebagainya.

Laporan pelaksanaan inspeksi
lapangan yang disusun berdasarkan
Berita Acara inspeksi lapangan yang
memuat kondisi kegiatan usaha,
pemenuhan kewajiban Badan Usaha
dan temuan di lapangan lainnya yang

disampaikan kepada pimpinan unit.

3) Hak dan kewajiban pelaksana
pengawasan
Hak Pelaksana Pengawasan:
Pengawas berhak meminta data yang
diperlukan pada saat pengawasan

kepada Badan Usaha.
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4

5)

Kewajiban Pelaksana Pengawasan

a) melaksanakan pengawasan sesuai
dengan prosedur pengawasan yang
telah ditetapkan;

b) membuat Berita Acara;

c) menyusun laporan hasil inspeksi
lapangan kepada pimpinan;

d) melaksanakan tindak lanjut laporan
hasil inspeksi lapangan apabila
diperlukan; dan/atau

e¢) menyusun laporan hasil pengawasan

untuk disampaikan kepada pimpinan.

Pelaksana pengawasan
Pelaksana pengawasan adalah pegawai
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas

Bumi.

Kompetensi Pengawas

Pelaksana pengawasan memahami
skema usaha, riwayat perizinan usaha,
daftar dan kapasitas serta teknologi
sarana dan {fasilitas yang digunakan,
standar dan mutu produk minyak dan
gas bumi sesuai ketentuan dari Direktur
Jenderal Minyak dan Gas Bumi,
dokumen kelengkapan baik administratif
dan teknis dari Badan Usaha serta

peraturan perundang-undangan terkait.

Mekanisme, format dan  substansi
laporan.

Mekanisme penyampaian laporan:
Laporan pelaksanaan kegiatan usaha

disampaikan oleh Badan Usaha kepada
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Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
secara elektronik setiap 1 (satu) bulan

atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Substansi laporan  paling sedikit

memuat:

a) Pelaporan bulanan kegiatan
pengangkutan minyak dan gas bumi
(selain moda pipa):

(1) Nama perusahaan;

(2) Produk yang diangkut;

(3) Asal/titik pengambilan produk;

(4) Provinsi asal pengambilan produk;

() Tujuan/ titik penyerahan produk;

(6) Provinsi tujuan penyerahan
produk;

(7) Volume supply;

(8) Volume angkut; dan

(9) Satuan volume.

b) Pelaporan bulanan kegiatan
pengangkutan minyak dan gas bumi
melalui moda pipa:

(1
(2

Nama perusahaan;

Wilayah Usaha;

N

)

)

) Preduk yang diangkut;

) Ruas pipa pengangkutan;
)

(3) Koordinat (titik awal dan titik

akhir);

(6) Spesifikasi  pipa: DIAMETER
(INCH), Panjang (Km), Kapasitas
Desain Pipa

(MMSCFD/BOPD/KL/Ton/ hari);
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(7) Total kapasitas pipa terpakai
(Utilized Capacity);

(8) Satuan total kapasitas pipa
terpakaij

(9) Shipper,

(10) Perjanjian Pengangkutan Gas
(GTA): Jenis Kentrak, Kapasitas
Terkontrak, Jangka Waktu
Kontrak;

(11) Sumber pasokan,;

(12) Offtaker,

(13) Lokasi titik terima;

(14) Volume di Titik  Terima
(MMSCFE/Barrel/ KL/ Ton);

(15) Lokasi Titik Serah; dan

(16) Volume di Titik Serah
(MMSCE/Barrel /KL /Ton).

c) Pelaporan bulanan Izin Usaha

Sementara:

(1) Nama per